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RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki visi Obat dan
Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Badan POM menjalankan
tugas strategis sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017,
khususnya dalam penyelenggaran pengawasan obat dan makanan.

Sebagai bagian integral dari Badan POM, Pusdatin memegang peran
strategis dalam penyediaan dan pengelolaan teknologi informasi serta data
pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan teknologi informasi yang andal,
terintegrasi, dan berbasis data menjadi faktor kunci dalam mendukung pengambilan
keputusan, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan publik di
lingkungan Badan POM. Pada tahun 2025, Pusdatin menetapkan 2 (dua) sasaran
kegiatan utama, yaitu: (1) Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime, dan Terintegrasi dan
(2) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan yang Optimal.

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 7 (tujuh) Indikator
Kinerja Utama (IKU) dengan rincian perolehan 2 (dua) IKU dalam kategori SANGAT
BAIK, 4 (empat) IKU dalam kategori BAIK dan 1 (satu) IKU dalam kategori CUKUP.
Keberhasilan pencapaian Pusdatin pada tahun 2025 di setiap sasaran strategis IKU
adalah sebagai berikut::

1. Indeks SPBE

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), Pusdatin secara konsisten melakukan berbagai upaya

peningkatan melalui penguatan dan penyempurnaan layanan elektronik.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri, Pusdatin

memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 4,59 sesuai dengan target 4,59,

dengan tingkat capaian realisasi 100%, sehingga berada pada kategori BAIK.

2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

Capaian pada IKU Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

menunjukkan bahwa Pusdatin telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja tercapai sebesar 20% dari target 20%, dengan tingkat

capaian realisasi 100%, sehingga berada pada kategori BAIK.

3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pada IKU Indeks Pembangunan Statistik, Pusdatin berhasil mencapai nilai

realisasi sebesar 2,61 sesuai dengan target 2,61, dengan tingkat capaian
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realisasi 100%, sehingga berada pada kategori BAIK. Capaian ini
menunjukkan pemenuhan standar pembangunan statistik yang baik dan
konsisten.

4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pembangunan Zona Intergritas (ZI) di lingkungan Pusdatin menunjukkan hasil
yang sangat positif. Hal ini tercermin dari nilai realisasi sebesar 86,52 dari
target 86,60, dengan tingkat capaian realisasi 100,09%, sehingga masuk
dalam kategori SANGAT BAIK.

5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pada IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pusdatin
telah melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun
demikian, hasil penilaian yang diperoleh belum sepenuhnya mencapai target
yang ditetapkan, dengan nilai realisasi sebesar 80,11 dari target 81,88, atau
mencapai 97,84%, sehingga termasuk dalam kategori CUKUP.

6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Dalam pengelolaan anggaran, Pusdatin mampu menunjukkan kinerja yang
optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai realisasi sebesar 5 dari
target 5, dengan tingkat capaian realisasi 100%, sehingga termasuk dalam
kategori BAIK.

7. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Penerapan manajemen risiko di Pusdatin dilaksanakan secara efektif dan
terukur. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,94
dari target 2,969, dengan tingkat capaian 100,99%, sehingga termasuk dalam
kategori SANGAT BAIK.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2025,
Pusdatin memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal
02 Desember 2024 sebesar Rp.44.521.934.000,--. Sampai dengan 30 Juni, Pusdatin
telah mengalami 2 (dua) kali pemblokiran mandiri sebesar Rp.17.052.812.000,--
yang dilakukan pada 02 Desember 2024 dan 22 Februari 2025. Pada 7 Juli 2025
terdapat revisi penambahan Gaji CPNS dan PPPK sebesar Rp.496.406.000,-- serta
pada 26 Agustus 2025 terdapat revisi Penambahan Alokasi Anggaran dari Deputi Il
untuk Pengadaan Tools Aplikasi Berbasis Al (Artificial Intelligence) sebesar
Rp.450.000.000,--. sehingga total anggaran Satker Pusdatin menjadi
Rp.45.468.340.000,--. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal
31 Desember 2025 sebesar Rp.28.414.391.411,-- atau 99.996% berdasarkan pagu
efisiensi, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.22.866.768.483
atau 99.9998% berdasarkan pagu efisiensi.

Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan
dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi Pusdatin dalam rangka
perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, serta memperkuat
peran Pusdatin dalam mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
dan Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan berkelanjutan.
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HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2025, terdapat peristiwa penting yang dapat menggambarkan
efektivitas pengelolaan kinerja Pusdatin antara lain:
1. Re-Sertifikasi ISO 27001:2022
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CERTIFICATE OF REGISTRATION
ISO/IEC 27001:2022

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS (ISMS)

This is to certify, that:

Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan - Badan Pengawas Obat dan
Makanan

JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia

Scope of Certification

15M5 for The Provision of IT Development and Operation of E-Certificate (Certification
of GMP - Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices) and
NOTIFKOS - (Cosmetic Notifications)

This is in-accordance with Statement of Applicability Document, Number
FR.MR-30-09, Revision 02, Released date 13 June 2025

{

Yessiva, 5.T., MB.A.
President Director

Cert. Number: ISM$1001281
se click abave farcertificatevalidity)

Initial Certification Date : 03 November 2022

Latest Certification Date : 18 August 2025

Issue Date 119 August 2025 =
Expired Date 1 02 November 2028 KAN)

i |03 3
ificate coukd bavalidated by dicking onthe.
the middie Srighthandsidel asmartphone.

vat, Clandak, Jakarta Selata

Pada bulan Agustus 2025, Pusdatin berhasil mempertahankan Sertifikat
bertaraf internasional untuk SO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi melalui proses re-sertifikasi yang dilaksanakan pada 5 - 6
Agustus 2025 oleh Auditor Eksternal yang dikeluarkan oleh PT. CBQA Global
Indonesia. Ruang lingkup sertifikasi Pengelolaan Operasional dan
Pengembangan Aplikasi E-Sertifikasi (Certification of GMP- Good Manufacturing
Practices, GDP - Good Distribution Practices) dan Aplikasi Notifkos (Cosmetic
Notifications).

2. Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Domain llegal terkait pom.go.id
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‘ Mohamad Shidi... Meiranny Tresna... BPOM Pusdatin..
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Pada bulan Mei 2025, Pusdatin menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Penanganan Domain llegal terkait pom.go.id, acara ini dihadiri oleh Direktorat
Pengendalian Ruang Digital - Kementerian Komunikasi dan Digital, PANDI
(Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), Direktorat Siber Obat dan Makan,
serta Biro Hukum dan Organisasi.kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja
sama antar-instansi dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menindak
penyalahgunaan domain online yang meniru situs resmi Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM).

3. Koordinasi Tim CSIRT BPOM 2025

Pada bulan Mei 2025, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan rapat koordinasi Tim CSIRT (Cyber
Security Incident Response Team) BPOM Tahun 2025 yang berlangsung hybrid
di Gedung Batik lantai 6 dan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan
dari Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Loka POM di seluruh
Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperkuat
sistem keamanan informasi di lingkungan BPOM ditegaskan melalui sinergi
berkelanjutan bersama Tim CSIRT BPOM, sebagai upaya menghadirkan sistem
yang andal, tangguh, dan responsif terhadap potensi ancaman siber.

4. Pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan
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Pada bulan Juli 2025, Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, BPJS
Kesehatan dan BSSN tergabung dalam CSIRT Sektor Kesehatan berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/542/2025 tentang Tim
Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan/Health Sector Computer Security
Incident Response Team (Health CSIRT). Pada periode ini, BSSN meresmikan
sebanyak 43 TTIS, yang terdiri dari 3 TTIS Sektoral, 10 TTIS Pemerintah Pusat,
24 TTIS Pemerintah Daerah, dan 6 TTIS dari sektor Pembangunan Manusia.

5. Forum Berbagi: Strategi Ketahanan Siber dalam Forum Nasional CSIRT
Pemerintahan

BPOM melalui PUSDATIN berpartisipasi dalam Forum Analisis dan Berbagi
Informasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan 2025
yang diselenggarakan BSSN guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi
antar-CSIRT dalam menghadapi insiden siber serta mewujudkan pemerintahan
digital yang aman dan tangguh. Dalam forum tersebut, Kepala PUSDATIN
Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom., M.Kom. memaparkan penguatan
sistem keamanan informasi BPOM, termasuk implementasi ISO 27001,
pembentukan BPOM-CSIRT, pemanfaatan PDNS, paparan data serangan siber
terbaru, serta studi kasus penanganan insiden, sebagai bagian dari komitmen
berkelanjutan menjaga keamanan layanan digital dan kepercayaan publik.
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6. BPOM dan BSSN Perkuat Kerja Sama melalui Security Awareness dan
Simulasi Phishing bagi Pegawai BPOM Tahun 2025

Pada bulan Agustus 2025, BPOM bekerja sama dengan BSSN
menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan
Peningkatan Kompetensi SDM di BBPOM Denpasar secara hybrid sebagai
implementasi Perjanjian Kerja Sama kedua instansi. Kegiatan ini bertujuan
meningkatkan kesadaran dan keterampilan pegawai dalam menjaga keamanan
informasi melalui pemaparan kebijakan dan tugas tim tanggap insiden siber
serta simulasi serangan phishing dan malware yang dipandu BSSN, sehingga
diharapkan seluruh pegawai mampu mengenali, mencegah, dan merespons
ancaman siber secara tepat guna mendukung keamanan data dan sistem di
lingkungan BPOM.

7. BPOM Menjadi salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga terbaik dalam
penilaian IKASANDI oleh BSSN

Badan POM meraih sertifikat verifikasi IKASANDI Tahun 2025 dari Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Indeks Keamanan Siber Level 5
(Inovatif) dan Indeks Penyelenggara Persandian Level 4 (Terkelola). Pada
kesempatan tersebut, Badan POM berhasil masuk 10 K/L terbaik yang secara
simbolis menerima sertifikat hasil IKASANDI Tahun 2025. Capaian ini menjadi
dorongan untuk terus memperkuat keamanan siber dan perlindungan data, serta
meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.
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8. BPOM Meraih Juara 2 pada kompetisi CTF Siber Kementrian/Lembaga Rl
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Dengan Bangga Diberikan Kepada :

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

JUARATI

pada kompetisi siber Kementerian dan Lembaga &I

Capnnre the Flag (CTE)
&~
* -

Lutfil Khakim

Pada bulan november 2025, BPOM meraih Juara Il pada kompetisi siber
Kementerian dan Lembaga RI kategori Capture the Flag (CTF). ini menjadi
bukti komitmen BPOM dalam memperkuat kapasitas dan ketangguhan
keamanan siber di lingkungan instansi pemerintah. Capaian ini mencerminkan
kompetensi, kolaborasi, serta kesiapan tim dalam menghadapi tantangan dan
ancaman di ruang digital, sekaligus mempertegas peran BPOM dalam
mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya.

9. Antisipasi Insiden Siber pada Aplikasi Layanan Publik pada Libur Nataru
2025

Pada Bulan Desember 2025, Pusdatin BPOM bersama Direktorat Operasi
Keamanan Siber BSSN dan unit kerja terkait menggelar rapat daring untuk
membahas langkah antisipasi insiden pada aplikasi layanan publik menjelang
libur Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat ini membahas evaluasi insiden siber
tahun 2025, potensi risiko selama periode libur, serta penguatan koordinasi dan
mekanisme penanganan insiden, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga
keamanan sistem elektronik dan memastikan layanan publik BPOM tetap aman
dan andal.

10
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10.Capaian Nilai Indeks Satu Data Indonesia BPOM 80,08 (BAIK)

Nilai Indeks Satu Data Indonesia merupakan evaluasi implementasi SDI yang
mencakup domain kebijakan dan kelembagaan, domain penyelenggaraan SDI
dan domain data leadership. Capaian BPOM pada tahun 2025 sebesar 80,08
dengan predikat BAIK yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu 56.92 dengan kategori CUKUP.

11. Capaian Kinerja Simpul Jaringan BPOM 2,96 (BERKEMBANG)

Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini sebagai bagian
dari merespon perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah
dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2025,
BPOM mendapatkan nilai sebesar 2,96 dengan predikat BERKEMBANG.

11
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12.Uji Coba penerapan Network Access Control (NAC) di Pusdatin

13.
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Pada bulan Desember 2025, telah dilaksanakan uji coba penerapan Network
Access Control (NAC) pada unit kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
dengan melibatkan 98 pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu
implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam
rangka meningkatkan keamanan dan pengendalian akses jaringan internal, serta
memastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan memenuhi standar
keamanan yang ditetapkan.

Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin
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Anggaran

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN !
HAKANAN :

I‘SEKRETARIAT UTAMA BADAN PEMGAWAS)
OBAT DAN MAKANAN

PUSAT PENGEMBANGAN PENGULIIAN
:DEAT DAM MAKAMAN NASIONAL

DEPUTI 1l BIDANG PENGAWASAN OBAT
TTRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN,
:DAN KOSMETIK

FAU&I PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN
MAKANAN

bEF"LITI | BIDAMG PENGAWASAMN OBAT,
MARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,
pAN ZAT ADIETIF

DEPUTI Ill BIDANG PENGAWASAN
bANGAN OLAHAN

FUSAT PEMGEMEAMNGAMN SUMBER DAYA |
MANUSIA PENGAWASAN DBAT DAM |
IMAKANAN !

DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAM I

MK Perencanaan NK Pelaksanaan
Anggaran Anggaran
100,00 100,00
10000 9894
100,00 9766
_._Joooo . LIAL I
100,00 0675
98,56 98,00
9465 100,00
96,75 96,65
100,00 90,30
96,25 93,94
89,85 04,53
79,39 98232
63,96 93,57

Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu per 3 Februari 2026

12
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Pusdatin berhasil menempati peringkat pertama di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan atas capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
sempurna sebesar 100 pada Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan
hasil dari sinergi optimal antara dua parameter utama penilaian:

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: menunjukkan efektivitas penggunaan
anggaran dalam merealisasikan output dan hasil yang telah direncanakan
secara presisi.

b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): merefleksikan kualitas
pelaksanaan anggaran yang unggul, baik dari aspek kepatuhan terhadap
regulasi maupun ketertiban administrasi keuangan.

14.Nilai Capaian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan Nota Dinas Nomor PL.03.01.25.01.26.12 terkait
Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025, Pusdatin
berhasil menjadi 3 (tiga) satuan kerja terbaik dengan perolehan nilai
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar 100 (Baik Sekali) di
lingkungan satuan kerja Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pengelolaan BMN tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen satker
Pusdatin dari kedisiplinan dalam penatausahaan, penggunaan, hingga
pelaporan aset negara.

13
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen penuh dalam
mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
melalui penguatan kolaborasi multipihak (pentahelix) yang melibatkan unsur
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Sebagai
manifestasi dari strategi citizen-centric, Badan POM telah menghadirkan 'Portal
Layanan Publik Badan POM' yang mengintegrasikan berbagai fungsi layanan,
mulai dari sertifikasi produk, kanal pengaduan, hingga pengecekan nomor
registrasi secara real-time. Portal ini merupakan perwujudan ekosistem
pengawasan digital yang terintegrasi, yang dirancang untuk memperkuat
transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin keamanan
produk obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029, BPOM memposisikan program kerja organisasi
dalam kerangka penguatan tata kelola data nasional melalui inisiatif Satu Data
Indonesia (SDI). Langkah strategis ini mencakup penguatan regulasi internal,
pengembangan Open Data sebagai bagian dari standar global dalam proses
aksesi OECD, serta akselerasi Reformasi Birokrasi berbasis digital. Melalui
peran SDI sebagai integrator data lintas sektor, Badan POM memastikan
sinkronisasi indikator pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna
menciptakan perencanaan yang terkoordinasi, akurat, dan konsisten demi
efisiensi layanan publik yang optimal.

Dalam upaya modernisasi pengawasan, Badan POM mengadopsi
Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang didukung oleh
pemanfaatan teknologi mutakhir, seperti Advanced Analytics, Machine
Learning, dan Data Science. Infrastruktur ini mengkonsolidasikan Big Data
Badan POM dengan berbagai sistem informasi kementerian/lembaga terkait
serta instrumen analisis berbasis dashboard untuk mendukung pengambilan
keputusan yang presisi. Sistem ini mencakup seluruh siklus pengawasan,
mulai dari fase pre-market (registrasi) hingga post-market (pemantauan pasar
dan pengujian laboratorium). Dengan dukungan infrastruktur Pusat Data
Nasional (PDN) yang tangguh, sistem ini menjamin aksesibilitas layanan bagi
seluruh pemangku kepentingan melalui portal publik, aplikasi seluler, dan situs
resmi secara efektif dan efisien.

14
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Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas Pusdatin
dalam menjalankan tugas dan fungsi sepanjang tahun anggaran. Dokumen ini
disusun sebagai instrumen evaluasi untuk memacu peningkatan performa
organisasi, sekaligus menjadi sarana bagi pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam memberikan masukan konstruktif demi kemajuan yang
berkelanjutan

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas
Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, tugas Pusdatin
adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan
Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan
internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan
internal dan informasi publik;

3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan
eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;

4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan
informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;

5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi
informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan,
penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan
komunikasi; dan

6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi
informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan
maturitas insiden keamanan siber.
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Dilihat dari tugas dan fungsi Pusdatin secara garis besar, terdapat 3 (tiga)
kegiatan prioritas Pusdatin di tahun 2025, yakni:
1. Implementasi peta rencana SPBE;
2. Pengembangan Portal Single Sign On (SSO) dan integrasi aplikasi
pengawasan obat dan makanan; dan
3. Penyiapan SDM untuk menggunakan tools microservices.

1.3. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu
oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
5 (lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dan 4 (empat) Pranata Komputer Madya. Berikut struktur organisasi Pusdatin
pada TW IV 2025 :

KEFALA PUSAT DATA DAN INFORMAS! OBAT DAN MAKANAN

%& E\

VUHARNAD NOVAN ST Buwo UMBADIONO.

h.'IRIONO S.KOM

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdatin

1.4. Isu Strategis
1.4.1. Kebijakan & Regulasi

Terdapat berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
kebijakan pengelolaan data dan informasi, seperti UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang
menegaskan legalitas informasi elektronik serta tanggung jawab
perlindungan data dan sistem elektronik. Sejalan dengan itu, UU No. 27
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Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat urgensi
pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang aman dan akuntabel
dalam lingkup pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks tata
kelola pemerintahan berbasis elektronik, Perpres No. 95 Tahun 2018
tentang SPBE mendorong integrasi sistem pemerintahan melalui
pendekatan sistemik, efisien, dan berorientasi layanan.

Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat tiga tujuan utama SPBE,
yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari
kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi
mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada
masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga
pemerintahan. Tidak terkecuali BPOM, secara umum, pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip
dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE. Merujuk pada
hasil Evaluasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023, menunjukkan bahwa
strategi peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan
meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola,
manajemen dan layanan SPBE agar dapat mencapai target level 4
(empat). Hal ini diperkuat dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur SPBE Nasional yang memberikan kerangka arsitektur digital
terpadu untuk mendukung interoperabilitas dan efisiensi layanan publik.
Lebih jauh, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
menetapkan kebijakan standarisasi data lintas sektor, termasuk dalam
pengawasan obat dan makanan. Terkait aspek keamanan siber, Perpres
No. 47 Tahun 2023 menetapkan strategi nasional dan manajemen krisis
siber yang menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem
dan data BPOM. Seluruh kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan
Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital
dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menuntut seluruh
instansi, termasuk BPOM, untuk mengakselerasi transformasi digital
secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung layanan publik
yang lebih adaptif, aman, dan berkualitas.
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1.4.2. People-Process-Technology

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusdatin BPOM mengidentifikasi isu
strategis yang berfokus pada aspek People-Process-Technology
sebagai dasar penguatan transformasi digital di lingkungan BPOM. Dari
sisi People, masih terdapat kebutuhan khususnya dalam meningkatkan
literasi digital serta pengembangan talenta dengan keterampilan baru
yang relevan. Dari sisi Process, simplifikasi proses bisnis menjadi
keharusan untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, adaptif, dan
responsif terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan. Lebih
jauh, dari sisi Technology, tantangan utama terletak pada kemampuan
mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem
eksisting yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Pusdatin juga
mendorong penguatan Layanan Keterpaduan Badan POM vyang
berfokus pada pendekatan citizen centric, sehingga sistem yang
dibangun tidak hanya terintegrasi secara teknis, namun juga
memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada
masyarakat sebagai pengguna utama.

1.4.3. Budaya Keamanan Siber

Meningkatnya risiko serangan siber dan potensi kebocoran data
menuntut penguatan sistem pertahanan siber yang adaptif dan responsif
terhadap ancaman yang semakin kompleks. Selain itu, kebutuhan akan
ketersediaan data yang tinggi dan konsisten, termasuk dukungan
infrastruktur dan sistem informasi yang andal, menjadi faktor krusial
dalam menjamin kelangsungan layanan pengawasan obat dan
makanan. Selain itu, kondisi data yang masih terfragmentasi dan
tersebar di berbagai sistem menjadi tantangan yang dihadapi Pusdatin
dalam mengintegrasikan data. Oleh karena itu, diperlukan
pengembangan budaya keamanan siber yang kuat dan terinternalisasi di
seluruh unit kerja guna memastikan perlindungan data, keamanan
sistem, serta peningkatan tata kelola informasi yang mendukung
pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.
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1.4.4. Budaya Data

Budaya data menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membangun
tata kelola data yang efektif guna menjamin keamanan, kualitas, dan
aksesibilitas data yang digunakan dalam pengawasan obat dan
makanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pusdatin menghadapi
tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan privasi data
dengan kebutuhan untuk membuka akses informasi secara luas bagi
pihak yang berwenang dan berkepentingan. Selain itu, integrasi data
dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, menjadi
keharusan agar pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan
secara menyeluruh dan akurat. Namun, upaya ini dihadapkan pada
tantangan terutama dalam membangun platform data yang terpadu,
aman, dan mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, penguatan
budaya data di lingkungan BPOM tidak hanya menyangkut aspek teknis,
tetapi juga perubahan pola pikir, kolaborasi lintas unit, serta penegakan
kebijakan tata kelola data secara konsisten dan berkelanjutan.

1.4.5. Kerjasama (Keterlibatan Stakeholder)

Adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan
kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan,
baik internal seperti: unit kerja di lingkungan BPOM, maupun eksternal,
seperti: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku
usaha, dan masyarakat masih menjadi isu strategis dalam Pusdatin
BPOM. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memastikan aliran data
yang akurat, terkini, dan relevan guna mendukung pengambilan
keputusan. Namun demikian, Pusdatin juga menghadapi tantangan
dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan data, terutama terkait dengan aspek transparansi,
perlindungan data, serta keterbukaan informasi. Oleh karena itu,
peningkatan sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, disertai dengan
kebijakan pengelolaan data yang akuntabel dan transparan, menjadi
langkah krusial dalam menjawab isu strategis ini.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra
2.1.1. Visi

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode
2025-2029 yang menjadi landasan utama dalam menavigasi serta
mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Badan POM selama lima
tahun ke depan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat
Indonesia. Dalam penyusunan visi tersebut, Badan POM berpedoman
pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu
“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung Badan POM dalam
Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan
sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Badan POM tersebut menjadi wujud komitmen Pusdatin dalam
menjalankan perannya sebagai unit pendukung Badan POM, khususnya
dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pengawasan obat dan makanan.

2.1.2. Misi

Misi Badan POM dalam rangka mewujudkan visi Badan POM Tahun

2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh
pemangku kepentingan;

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan.
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Berdasarkan misi Badan POM tersebut serta fungsi strategis Pusdatin
di bidang infrastruktur TIK, sistem informasi, serta tata kelola data dan
informasi, dirumuskan misi Pusdatin yang selaras dan tercantum dalam
Misi Badan POM Nomor 4, yaitu: “Pengelolaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik
yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi serta mengimplementasikan misi,
Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk
periode 2025-2029. Tujuan strategis tersebut disusun untuk merespons
secara komprehensif berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi,
serta selaras dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga
pengawas obat dan makanan di Indonesia. Adapun tujuan Badan POM
untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan
Bermutu;

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya
Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta
Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM,;

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan; dan

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien
serta Layanan Publik yang Prima.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan
pelaksanaan program dan kegiatan Pusdatin diselaraskan dengan Tujuan
BPOM Nomor 5, yaitu: “Terwujudnya Organisasi yang Profesional,
Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”.
Penetapan tujuan Pusdatin merupakan upaya untuk menerjemahkan visi
dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan tersebut menjadi
landasan dalam perencanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai
pedoman dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta
penerapan tata kelola data dan informasi yang andal guna mendukung
efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
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2.1.4. Sasaran Kegiatan

Pusdatin memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawabnya. Sasaran Kegiatan
tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis
Badan POM, khususnya dalam penguatan sistem informasi, tata kelola
data, dan tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran kegiatan dan IKU
Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. SK.01. “Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan
Terintegrasi.*”

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan
data dan sistem informasi pengawasan yang akurat, mutakhir, andal
serta terintegrasi. Keberadaaan sistem informasi pengawasan yang
bersifat real time diharapkan mampu mendukung pengambilan
keputusan yang tepat waktu dan akurat, serta meminimalkan potensi
risiko dan bahaya bagi masyarakat. Sasarn kegiatan ini didukung oleh
3 (tiga) IKU yaitu:

a. Indeks SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada
Pengguna SPBE. Penilaian Indeks SPBE Badan POM
dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebagai ukuran tingkat kematangan
penerapan SPBE.

b. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, dan Terintegrasi
Indikator ini mengukur tingkat efektivitas data dan sistem
informasi yang digunakan dalam pengawasan Sediaan Farmasi,
dan Pangan Olahan, yang mencakup aspek akurasi,
kelengkapan, keandalan data serta keterpaduan dan koordinasi
antar sistem informasi pendukung pengawasan.

c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran tingkat
kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)
dan statistik sektoral. Indeks ini digunakan untuk menilai capaian
Implementasi SDI dan pengelolaan data statistik sektoral di
Kementerian/Lembaga.

22




Laporan Kinerja 2025

2. SK.02 “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan yang Optimal.”

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi tata kelola internal Pusdatin. Optimalisasi tata
kelola diperlukan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan dapat
berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta selaras
dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini mencakup
pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan manajemen risiko
yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat)
IKU yaitu :

a. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan
Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zl) merupakan indikator
keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan reformasi
birokrasi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai ini
mencerminkan tingkat keberhasilan instansi dalam membangun
sistem dan budaya kerja yang berintegritas, bebas dari praktik
korupsi, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan
publik yang berkualitas.

b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Nilai AKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini
menggambarkan sejauh mana instansi mampu merencanakan,
melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan
kinerjanya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

c. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan
Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja
pengelolaan anggaran pada satuan kerja, yang diperoleh dari
indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan hasil evaluasi
kinerja anggaran (EKA).

d. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan
Indeks Manajemen Risiko adalah ukuran kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkungan kementerian/lembaga, atau
pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan parameter
penilaian pengelolaan risiko. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
baik tingkat penerapan manajemen risiko dalam mendukung
pencapaian tujuan organisasi.
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2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan instrumen utama
dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi, sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi, serta menjadi dasar
penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 antara Kepala Pusdatin dengan
Kepala Badan POM.

Rencana Kinerja Tahunan Pusdatin Tahun 2025 disusun sebelum penetapan
DIPA awal Tahun Anggaran 2025, yaitu pada tanggal 20 September 2024.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusdatin Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1. Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi, dengan
indikator sasaran:

1) Nilai Indeks SPBE sebesar 4.2

2) Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi sebesar Baseline

3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,30

2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan yang Optimal, dengan indikator sasaran:

1) Nilai Pembangunan ZI sebesar 87,5
2) Nilai AKIP sebesar 84,5

3) Nilai Kinerja Anggaran sebesar 91,0

4) Indeks Manajemen Risiko sebesar 3,2

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam pernyataan perjanjian
kinerja yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja ini
dimanfaatkan oleh pimpinan unit kerja sebagai instrumen untuk memantau
capaian Kkinerja secara berkala serta sebagai alat pengendalian dalam
pencapaian kinerja organisasi. Rincian Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan
pada tabel dibawah ini:

NO. [ SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

1. | Terwujudnya Data dan | Nilai Indeks SPBE 4.59 Nilai
Sistem Informasi
Pengawasan Sediaan | Persentase data dan sistem informasi 20%

Farmasi dan Pangan | pengawasan Sediaan Farmasi dan
Olahan yang Andal, | Pangan Olahan yang andal dan
Realtime dan | terintegrasi

Terintegrasi

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2.8 Nilai
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NO. | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2. | Terwujudnya Tatakelola | Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan | 86.52 Nilai
Pemerintah yang | Informasi
Optimal Pusat Data dan
Informasi Obat dan | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 81.88 Nilai
Makanan
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan | 97.47 Nilai
Informasi
Indeks Manajemen Risiko Pusat Data 2.94 Nilai
dan Informasi

Tabel 2.1 Matriks Perjanjian Kinerja 12 Februari 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis Badan POM
Tahun 2025-2029 yang berdampak pada perubahan prioritas dan asumsi
strategis, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor
83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, diperlukan penyesuaian
terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025.

Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025 dilakukan dengan
penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai
Kinerja Anggaran, tanpa mengubah nomenklatur Sasaran Kegiatan maupun
Indikator Kinerja Kegiatan lainnya. Dokumen revisi Perjanjian Kinerja tersebut
telah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Adapun rincian Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel
dibawah ini

NO | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
1.| Terwujudnya Data dan | Persentase data dan sistem informasi 20%
Sistem Informasi | pengawasan Sediaan Farmasi dan
Pengawasan Sediaan | Pangan Olahan yang andal dan
Farmasi dan Pangan | terintegrasi
Olahan yang Andal,
Realtime dan | Indeks SPBE 4.59 Nilai
Terintegrasi
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2.61 Indeks
2. | Terwujudnya Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan 86.52 Nilai
Tatakelola Pemerintah | Informasi
Pusat Data dan
Informasi Obat dan | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 81.88 Nilai
Makanan yang Optimal
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan 5 Nilai
Informasi
Indeks Manajemen Risiko Pusat Data 2.94 Indeks
dan Informasi

Tabel 2.2 Matriks Perjanjian Kinerja 29 Agustus 2025
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2.4.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, turut disusun rencana aksi perjanjian kinerja sebagai pedoman pelaksanaan untuk
mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan
penyesuaian target triwulanan terhadap rencana aksi perjanjian kinerja pada indikator Indeks SPBE sebanyak satu kali. Rencana
aksi sebelum dilakukan penyesuaian tersebut disahkan pada tanggal 12 Februari 2025 dan disajikan pada tabel berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan B01 | B02 ( BO3 ( B0O4 | BO5 | B0O6 | BO7 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 Anggaran
Kegiatan
1 Terwujudnya Nilai Indeks SPBE - - - - - - - - - - - 459 | 25.785.944.000
Data dan Sistem
Informasi Persentase data dan Sistem - - - - - - - - - - - 20 4.934.400.000
Pengawasan Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi | Sediaan Farmasi dan Pangan
dan Pangan Olahan yang Andal dan
Olahan yang Terintegrasi
Andal, Realtime
dan Terintegrasi Indeks Pembangunan Statistik - - - - - - - - - - - 2.8 2.266.266.000
(IPS)
2 Terwujudnya Tata | Nilai Pembangunan ZI Pusat - - - - - - - - - - - 86.52 106.533.000
Kelola Data dan Informasi
Pemerintah yang
Optimal Pusat Nilai AKIP Pusat Data dan - - - - - - - - - - - 81.88 1.194.499.000
Data dan Informasi
Informasi Obat
dan Makanan Nilai Kinerja Anggaran Pusat - - - - - - - - - - - 97.47 | 10.082.714.000
Data dan Informasi
Indeks Manajemen Risiko - - - - - - - - - - - 2.94 151.578.000
Pusat Data dan Informasi
Total | 44.521.934.000

Tabel 2.3 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 12 Februari 2025
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Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan guna memastikan penilaian kinerja organisasi triwulanan Kepala Pusdatin dapat
dilaksanakan secara optimal oleh pejabat penilai. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 15 April 2025 telah dilakukan

penyesuaian target triwulanan pada indikator Indeks SPBE. Rencana aksi setelah dilakukan penyesuaian disajikan pada tabel berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja B01 | B02 (| B0O3 | B04 | BO5 | B06 B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 Anggaran
Kegiatan Kegiatan

1 Terwujudnya Nilai Indeks SPBE - - 4.53 - - 4.53 - - 4.53 - - 4.59 25.785.944.000
Data dan
Sistem Persentase data dan - - - - - - - - - - - 20 4.934.400.000
Informasi Sistem Informasi
Pengawasan | Pengawasan Sediaan
Sediaan Farmasi dan Pangan
Farmasi dan Olahan yang Andal dan
Pangan Terintegrasi
Olahan yang
Andal, Indeks Pembangunan - - - - - - - - - - - 2.8 2.266.266.000
Realtime dan | Statistik (IPS)
Terintegrasi

2 Terwujudnya Nilai Pembangunan ZI - - - - - - - - - - - 86.52 106.533.000
Tatakelola Pusat Data dan Informasi
Pemerintah
Pusat Data Nilai AKIP Pusat Data dan - - - - - - - - - - - 81.88 1.194.499.000
dan Informasi
Informasi
Obat dan Nilai Kinerja Anggaran - - - - - - - - - - - 97.47 10.082.714.000
Makanan Pusat Data dan Informasi
yang Optimal

Indeks Manajemen Risiko - - - - - - - - - - - 2.94 151.578.000
Pusat Data dan Informasi
Total | 44.521.934.000

Tabel 2.4 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 15 April 2025
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Selain melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja, Pusdatin juga melakukan revisi dokumen RAPK pada tanggal 29 Agustus
2025. Revisi tersebut mencakup penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran,
serta penyesuaian aloaksi anggaran pada masing-masing indikator. Adapun rincian revisi RAPK disajikan pada tabel berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja B01 | B02 | B0O3 | B0O4 | BO5 | B06 | BO7 (| B0O8 | B09 (| B10 | B11 | B12 Anggaran
Kegiatan Kegiatan
1 Terwujudnya Persentase data dan - - - - - - - - - - - 20 4.186.151.000
Data dan sistem informasi
Sistem pengawasan Sediaan
Informasi Farmasi dan Pangan
Pengawasan Olahan yang andal dan
Sediaan terintegrasi
Farmasi dan
Pangan Indeks SPBE - - 4.53 - - 4.53 - - 4.53 - - 4.59 336.661.000
Olahan yang
Andal, Indeks Pembangunan - - - - - - - - - - - 2.61 12.337.836.000
Realtime dan | Statistik (IPS)
Terintegrasi
2 Terwujudnya Nilai Pembangunan ZI - - - - - - - - - - - 86.52 1.969.979.000
Tatakelola Pusat Data dan
Pemerintah Informasi
Pusat Data
dan Informasi | Nilai AKIP Pusat Data - - - - - - - - - - - 81.88 12.365.724.000
Obat dan dan Informasi
Makanan
yang Optimal Nilai Kinerja Anggaran - - - - - - - - - - - 5 13.687.239.000
Pusat Data dan
Informasi
Indeks Manajemen - - - - - - - - - - - 2.94 584.750.000
Risiko Pusat Data dan
Informasi
Total 45.468.340.000

Tabel 2.5 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 29 Agustus 2025
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2.5. Metode Pengukuran
2.5.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini mengacu pada Keputusan
Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan POM. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala,
baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan, sesuai dengan
ketentuan dalam Manual IKU. Setiap IKU memiliki metode dan periode
pengukuran yang berbeda sebagaimana diatur dalam Manual IKU. Dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

1) Terdapat Perjanjian Kinerja;

2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;

3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;

4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja meliputi;

a) Nama Indikator Kinerja;

b) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;

c) Satuan Pengukuran;

d) Metode cascading;

e) Penanggung Jawab Data;

f) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);

g) Definisi Indikator Kinerja;

h) Sumber data, termasuk didalamnya proses memperoleh data,
misalnya diunduh langsung dari aplikasi atau direkap secara
manual, dilakukan cleansing data atau tidak, dll;

i) Formula/cara perhitungan;

j)  Frekuensi Pengukuran;

5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang

dituangkan pada Surat Keputusan/Standar Operasional Prosedur;

6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas;

7) Sumber data yang valid dan mudah telusur; serta

8) Dukungan sistem informasi.

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

1) Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.

2) Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan
verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat
rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan
oleh masing-masing Kepala unit kerja. Apabila berdasarkan hasil
verifikasi terjadi kesalahan penggunaan data, cara perhitungan dan
hasil capaian kinerja maka penanggung jawab data mengembalikan
data kepada pemilik data.

3) Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan
pedoman.
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4) Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan
data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data
kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja
Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan
target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator
kinerja.
Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai
berikut:
1) Normalisasi capaian indikator kinerja
Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja,
maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja
sebagaimana ketentuan berikut:
a. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan
dinormalisasi menjadi 110%; dan
b. Jika capaian kinerja setiap indikator £110% maka tidak dilakukan
normalisasi.
2) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan >110% @
Sangat Baik 100% < x < 110% .
Baik 90% < x 5 100% .
Cukup 60% < x < 90% \; )
Kurang =60% C

Gambar 2.1 Notifikasi warna capaian IKU

3) Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target renstra
diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

Kategori Penjelasan Notifikas
i Warna
Tercapai/ Apabila persentase capaian indikator
Melampaui kinerja s.d. triwulan N dibandingkan
dengan target akhir tahun N sebesar 2 A
100%.

Akan Tercapai | Apabila persentase capaian indikator
kinerja s.d. triwulan N dibandingkan
dengan target akhir tahun N sebesar
70% -<100% (70 < x < 100).
Perlu Upaya | Apabila persentase capaian indikator
Keras kinerja s.d. triwulan N dibandingkan v
dengan target akhir tahun N sebesar
<70% (x< 70).

Gambar 2.2 Notifikasi warna perbandingan capaian IKU
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4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi

kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan

sebagai berikut:

1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw
Data) dengan tertib
Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas
objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang
dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan
berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk
memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam
manual indikator kinerja.

2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja
Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah
berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan
realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

a. periode perhitungan indikator kinerja
(bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).

b. apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau
data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka
realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan
diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai
dengan penjelasan.

3) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu
e-Performance. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada
aplikasi SIMETRIS merupakan data final berdasarkan hasil rapat
evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi
Internal dan Laporan Kinerja, sehingga telah dipastikan tidak terdapat
perbedaan data realisasi indikator kinerja.

4) Pimpinan Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa
data yang diinput:

a. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai
dengan manual indikator kinerja;

b. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap
konsisten; dan

c. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

5) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi
dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai
dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS menu
e-Performance. Verifikasi dilakukan per triwulan paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah batas akhir pelaporan kinerja. Jika berdasarkan hasil
verifikasi terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran kinerja dan
dokumen pendukung, hasil pengukuran kinerja akan dikembalikan
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kepada Penanggung Jawab Data pada Satuan Kerja/Unit Kerja melalui
aplikasi SIMETRIS untuk dilakukan perbaikan dan dikirimkan kembali
sebelum batas waktu verifikasi berakhir.

5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
1) Jenis NKO
NKO di lingkungan Badan POM terdiri dari:
a. NKO Periodik
NKO Periodik merupakan nilai kinerja satuan kerja secara
triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator
perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi
dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada
periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan
sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.
Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu
e-performance.
b. NKO tahunan
NKO tahunan merupakan nilai kinerja satuan kerja pada akhir tahun
anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran
(pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Blrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian
Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen
yaitu:
i.  Capaian Perjanjian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran
terhadap kinerja satuan kerja setiap tahunnya yang
dituangkan dalam laporan kinerja.
ii.  Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada
Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga
merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian
PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.
Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam
Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh
inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal
Instansi Pemerintah.
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Perhitungan NKO tahunan dilakukan pada aplikasi SIMETRIS
menu e-performance. Perhitungan NKO tahunan satuan kerja
dengan predikat AKIP “A” tertuang dalam matriks berikut:

Korelesi

) : MNormalizaci Ni.'l.:i.. .
Indil Hormalizasi Capmian FK Capaian PE
No | Sasaran . Targst | Eealicasi | Capaian | Capaian PK F 13)
HKinerja 1 Berdasarkan {1 100%-
Predilcat AKIP -
X [Z)x100}
[2)
1 186,52% 110% 0% 110%
2 194 82% 110% 0% 110%
3 83,33% 83,33% 0% 83,33%
2 112,01% 110% 0% 110%
5 105,08% | 105,08% 2% 105,08%
Total Capaian PE [4) 51B41%
HMilai Kinerja Organisaci [Rata-Fata Capaian PE [5) =[518,41 /5
=103, 68
Predilcat NEO [5) Istimewa
Gambar 2.3 Contoh perhitungan NKO pada aplikasi SIMETRIS
Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 3. Capaian
Indikator Kinerja, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi
terhadap anomali capaian kinerja satuan kerja maka
normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan
berikut:

a) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan
dinormalisasi menjadi 110%; dan

b) Jika capaian kinerja setiap indikator <110% maka tidak
dilakukan normalisasi.

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi
capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang
bersumber dari hasil evaluasi. Satker mandiri menggunakan
predikat AKIP hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

_ Koreksi Capaian PK
Predikat AKIF getelah Normalisasi
‘af 0%
BE 10%
B 15%
cC 20%
g 30%

Gambar 2.4 Koreksi Normalisasi Capaian

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja
Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian
nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan
hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian
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perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan
100.

Nilai Akhir: {(1)x](100%-(2)]x100)

Gambar 2.5 Contoh perhitungan Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja
Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan
seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada
setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total
capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah
indikator kinerja (rata-rata).

Contoh perhitungan NKO tahunan dengan predikat AKIP “A”

KDreL_:m . Nilai Alchi
) Normalisasi Hormalizasi Capaian PK
Mo | Sasaran In_ or Target | Eealizasi | Capaian | Capalan PE Car FE [:3)
Kinerja n Eerdazarkan Ll 100%-
Predikat AKIP
(2)]x100}
(2]
1 186,52% 110% 0% 110%
2 194,82% 110% 0% 110%
3 83,33% 83,33% 0% 83,33%
4 112,01% 110% 0% 110%
105,08% | 105,08% 0% 105,08%
Total Capaian PK (4] | 518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5] :‘15;38 3481 8l
Predikat WEKO (6] Istimewa

Gambar 2.6 Contoh perhitungan NKO pada aplikasi SIMETRIS

2) Predikat NKO
Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat
Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa
dengan rincian sesuai tabel berikut.

PREDIKAT NOTIFIKASI WARNA
Istimewa = 100%
Baik 80% = X =100%
Butuh Perbaikan B0% = X = 80%

Kurang 20% < X =60% Qrange
Sangat Kurang 0% = X = 20%

Gambar 2.7 Notifikasi warna predikat NKO

6. Mekanisme Pengecualian Indikator Kinerja (1K) untuk Perhitungan NKO
Dalam rangka perhitungan NKO dimungkinkan untuk dilakukan
pengecualian IK unit kerja, dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Kepala Unit Kerja menyampaikan nota dinas/surat dinas perihal
Pengecualian IK untuk perhitungan NKO kepada Sekretaris Utama.
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2) IKU yang bisa dikecualikan untuk perhitungan NKO harus memenuhi
ketentuan berikut:

a. Terdapat perubahan mekanisme perhitungan/definisi operasional
dari IK tersebut. Perubahan mekanisme perhitungan/definisi
operasional dari IK tersebut telah melalui tahapan pengusulan, hasil
pembahasan dan telah disepakati antara Satuan Kerja pengampu
IK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.

b. Realisasi IK tersebut berasal dari instansi/unit kerja lain dan belum
diperoleh sampai pada waktu pelaporan kinerja yang ditentukan.

c. Terdapat blokir seluruh anggaran pada |IK tersebut yang
mengakibatkan RAPK tidak dapat terlaksana/ tidak tercapai sesuai
perencanaan.

d. Ketentuan lain yang ditentukan kemudian.

3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan
pengecualian IK unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan
tersebut.

4) Jika memenuhi ketentuan, Sekretaris Utama akan menyampaikan
jawaban melalui surat dan mengecualikan IK tersebut dari perhitungan
NKO.

5) Untuk IK yang sebagian anggarannya terblokir dan berdampak
terhadap tidak tercapainya target kinerja, agar disampaikan justifikasi
melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance dan pada Laporan
Kinerja. Data tersebut akan mengalir pada aplikasi SIMAKIN dan
menjadi salah satu bahan pertimbangan Pejabat Penilai dalam
melakukan penilaian SKP Kepala Unit Kerja.

7. Mekanisme Revisi/Perubahan Data Kinerja

Apabila terdapat perubahan data realisasi kinerja, langkah-langkah yang

dilakukan sebagai berikut:

1) Unit kerja menyampaikan usulan perubahan data realisasi kinerja
kepada Biro Perencanaan dan Keuangan c.q. Tim Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan Kinerja melalui surat yang ditandatangani pimpinan unit
kerja dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data tersebut.

2) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan
perubahan data realisasi kinerja unit kerja dan memberikan tanggapan
terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan
melalui visitasi/kunjungan kerja, aplikasi komunikasi, telefon, dan/atau
secara tertulis.

3) Unit kerja melakukan pemasukan perubahan data realisasi kinerja yang
telah disetujui Biro Perencanaan dan Keuangan pada aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu
e-Performance.
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2.5.2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan
suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan
output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase
capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan
membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

IE % Capaian Output

% Rencana Capaian Input

Capaian output dan input yang dimaksud sebagai berikut:
1. Capaian output adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan
2. Capaian input adalah persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran
kegiatan. Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana
Penarikan Dana)

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap
standar efisiensi (SE). Apabila IE = SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila
IE < SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan
yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan
seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan
dengan menggunakan persamaan:

TE IE — SE
~ SE

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI CAPAIAN
=0 Tidak Efisien
0-02 100% (efisien)
021-04 95% (efisien)
0.41-06 92% (efisien)
061-08 90% (efisien)
0.61-1.0 88% (efisien)
1,01 -1.2 86% (tidak efisien)
1.21-14 84% (tidak efisien)
1.41-16 80% (tidak efisien)
1.61-18 78% (tidak efisien)
= 1,81 75% (tidak efisien)

Gambar 2.8 Tingkat Efisiensi Capaian

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap bulan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam
setiap 1 (satu) bulan, guna mencapai target sasaran yang telah ditetapkan
pada tahun 2025. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dimanfaatkan
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untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja hingga

akhir tahun. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja di Pusdatin adalah

sebagai berikut:

1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data
Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05
Juni 2020 dan direvisi untuk keenam kalinya pada tanggal 08 Agustus 2025;

2. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Pusdatin yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPOM;

3. Penunjukan perwakilan penanggung jawab data pada setiap fungsi oleh
Kepala Pusdatin melalui Surat Keputusan Kepala Pusdatin;

4. Penanggung jawab data pada setiap fungsi melakukan penginputan data
kinerja ke dalam basis data online secara rutin setiap bulan, yang
selanjutnya diverifikasi oleh penanggung jawab data Pusdatin; dan

5. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan penginputan
data bulanan pada aplikasi SAKTI, matriks RKP
(bit.ly/capaianpusattahun2025), Simetris RHPK, Simetris e-perfomance serta
e-monev Bappenas.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi
dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja
organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran kegiatan
di Pusdatin sebagai dasar dalam memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja
dilakukan melalui perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target
yang telah ditetapkan, membandingkan target kinerja dan realisasi per triwulanan,
membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan
tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja 2025 dengan
Kementerian/Lembaga lain baik secara nasional maupun internasional, disertai
dengan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun
kegagalan, perubahan tingkat kinerja, upaya perbaikan yang telah dilakukan, serta
evaluasi terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pada tahun 2025, NKO Pusdatin mencapai 99,77% dengan kategori BAIK.
Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu
“Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi” dan “Terwujudnya Tatakelola
Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal”. Adapun
NKO Pusdatin Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:

Data Update 09 Februari 2026 10:02

Grafik NKO 2025

Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan

- NKO

125%
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Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin Tahun 2025
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No | Sasaran Indikator Tar- | Reali | Capai | Norma- | Koreksi Nilai
Strategis Kinerja get sasi an lisasi | Normalis | Akhir
Capai- asi Capai-
an PK | Capaian an PK

PK

1 | Terwujud | Nilai Indeks 459 | 4,59 100% 100% 0% 100%
nya Data | SPBE
dan
Sistem Persentase 20% | 20% 100% 100% 0% 100%
Informasi Data Dan
Penga- Sistem
wasan )

Sediaan Informasi

Farmasi Pengawasan

dan Sediaan

Pangan Farmasi dan

Olahan Pangan Olahan

yang yang Andal dan

Andal, Terint .

Realtime erintegrasi

?:Qnte_ Indeks Pem- | 2,61 | 2,61 | 100% | 100% 0% 100%
Statistik (IPS)

2 | Terwujud Nilai Pem- 86,52 | 86,60 | 100,09 | 100,09 0% 100,09
nya bangunan ZI % % %
Tatakelola Pusat Data
Pemerin .
tah Pusat dan Informasi
Data dan |\, AkIP 81,88 | 80,11 | 97,84 | 97,84% 0% 97,84%
Informasi o
Obat dan | Pusat Data °
Makanan | gan Informasi
yang
Optimal 1\ jeks Mana- | 2,94 | 2,96 | 100,68 | 100,68 0% 100,68

jemen Risiko % % %
Pusat Data
dan Informasi
Total Capaian PK 598,61%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) | = (598,61/6)
=99,77
Predikat NKO BAIK

Tabel 3.1 Perhitungan NKO Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2025

Pada saat dilakukan penarikan data untuk penilaian NKO, surat resmi mengenai
realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum tersedia. Oleh karena itu, NKA
dikecualikan dari perhitungan NKO Tahun 2025. Selain itu, Tahun 2025 merupakan
tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Pusdatin Tahun 2025-2029, sehingga
capaian masing-masing sasaran strategis belum dapat dilakukan perbandingan.
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Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan sehubungan
dengan penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai
Kinerja Anggaran, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) IKU, yang
masing-masing diukur capaian kinerjanya. Berikut disajikan data capaian kinerja

setiap sasaran kegiatan dan IKU Pusdatin Tahun 2025 (periode Januari-Desember):

Sasaran Indikator Kinerja Tar | Reali | Capaian Kriteria
Kegiatan get | sasi (%) terhadap
Capaian
Tahunan
Terwujudnya Nilai Indeks SPBE 4,59 | 4,59 100%
Data dan
Sistem Persentase data dan| 20% | 20% 100%
Informasi sistem informasi
Pengawasan pengawasan sediaan
Sediaan Farmasi dan Pangan
Farmasi dan | Olahan yang andal dan
Pangan Olahan | terintegrasi
yang Andal,
Realtime  dan | Indeks Pembangunan | 2,61 2,61 100%
Terintegrasi statistik (IPS)
Terwujudnya Nilai Pembangunan ZI | 86,52 | 86,60 [ 100,09%
Tatakelola Pusat Data dan Informasi
Pemerintah
Pusat Data dan | Nilai AKIP Pusat Data dan | 81,88 | 80,11 97,84%
Informasi  Obat | Informasi
dan Makanan [ .
yang Optimal Nilai Kinerja Anggara_n 5 5 100%
Pusat Data dan Informasi
Indeks Manajemen Risiko | 2,94 | 2,969 | 100,99%
Pusat Data dan Informasi

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2025

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 6 (enam) indikator telah
mencapai target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target. Dari indikator yang
mencapai target tersebut, 5 (lima) indikator berada pada kriteria BAIK, dan 2 (dua)
indikator berada pada kriteria SANGAT BAIK. Pencapaian dengan kriteria BAIK dan
SANGAT BAIK menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja Tahun 2025 telah
terpenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, analisis
akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya sebagai berikut:
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SASARAN 1

TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME

DAN TERINTEGRASI
'Fﬁlﬂ Tahun 2025, Pusdatin telah berhasil mewujudkan data dan
sistem TIK dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan dengan NPS 100% dengan kriteria BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks SPBE Badan POM
1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja | Target Realisasi Capaian (%) | Kategori

Indeks SPBE 4,59 4,59 100

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025

Target kinerja yang ditetapkan sebesar 4,59 pada akhir tahun 2025
telah tercapai sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi akhir tahun
yang juga mencapai 4,59, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%
dengan kriteria “BAIK”.

1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

Tahun | Target Realisasi | Capaian (%) Kriteria

2020 3,8 3,68 96,84

2021 2,57 2,91 113,23%
2022 3,10 3,12 100,64%

2023 3,30 4,08 123,64%

2024 4,10 4,53 110,48%

2025 4,59 4,59 100%
Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi Indeks SPBE Tahun 2020-2025

Berdasarkan data capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2020-2025,
terlihat bahwa realisasi kinerja secara umum menunjukkan tren yang
meningkat dan konsisten dalam memenuhi bahkan melampaui target yang
telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi Indeks SPBE mencapai 3,68
dari target 3,80 dengan capaian sebesar 96,84% dan berada pada kriteria
BAIK. Selanjutnya, pada tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 2,91 dari
target 2,57 dengan capaian sebesar 113,23% dan masuk dalam kriteria
SANGAT BAIK.
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Pada tahun 2022, realisasi Indeks SPBE mencapai 3,12 dari target
3,10 dengan capaian sebesar 100,64% dan memenuhi ekspektasi yang
ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 4,08 dari target 3,30
menghasilkan capaian sebesar 123,64%, namun kriteria capaian belum
dapat disimpulkan karena persentase realisasi capaian melebihi 120%.
Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi Indeks SPBE mencapai 4,53 dari
target 4,10 dengan capaian sebesar 110,48% dan berada pada kriteria
SANGAT BAIK. Pada tahun 2025, target Indeks SPBE sebesar 4,59 telah
tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 4,59 atau 100%, sehingga
berada pada kriteria BAIK.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan peningkatan
kinerja yang berkelanjutan serta konsistensi dalam penerapan SPBE.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Indeks SPBE tidak dapat dibandingkan dengan
target jangka menengah tahun 2029 karena indikator tersebut hanya
ditetapkan pada tahun 2025. Selanjutnya, indikator ini akan digantikan oleh
Indikator Kinerja Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) untuk tahun 2026
hingga 2029.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Kementerian/Lembaga lain

Sehubungan dengan surat dari PIt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal
Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka
Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan
SPBE, maka BPOM masuk dalam Kategori Pembinaan Indeks
Pemerintah Digital . Selanjutnya menindaklanjuti surat dari PIt. Deputi
Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 08
Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan
Pemantauan SPBE, maka Badan POM tidak masuk dalam kategori
Pemantauan SPBE Tahun 2025. Dalam rangka menghitung capaian indeks
SPBE, maka Pusdatin melakukan penilaian secara mandiri (tanpa
melibatkan tim asesor dari Kementerian KemenPAN RB) sehingga realisasi
tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Indeks SPBE dari
Kementerian lainnya.

Pada Tahun 2025, Badan POM tidak termasuk dalam IPPD yang
dilakukan evaluasi atau pemantauan oleh KemenpanRB sehingga
BPOM tidak memperoleh hasil penilaian SPBE dari Kementerian
PANRB, sehingga perbandingan realisasi kinerja BPOM dengan
Kementerian/Lembaga lain berdasarkan hasil penilaian eksternal belum
dapat dilakukan pada periode pelaporan ini. Meskipun demikian, untuk
memenuhi IKU Indeks SPBE Badan POM, telah dilaksanakan penilaian
mandiri dan memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,59 sebagai gambaran
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capaian internal pelaksanaan SPBE Tahun 2025. Adapun perbandingan
realisasi hasil Indeks SPBE dengan IPPD lainnya tidak dapat dibandingkan
karena pada tahun 2025 Kemenpan RB tidak mengeluarkan hasil penilaian
Indeks SPBE secara terbuka, hasil penilaian terhadap IPPD yang dilakukan
pemantauan hanya dapat diakses oleh IPPD terkait melalui aplikasi Tauval
SPBE masing-masing, sehingga data komparatif lintas IPPD belum
tersedia untuk dianalisis secara setara. Perbandingan hasil realisasi Indeks
SPBE antar K/L akan dilakukan setelah tersedia hasil penilaian resmi
dan/atau akses data komparatif yang mendukung analisis benchmarking.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta
Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja
Indeks SPBE menunjukkan capaian yang optimal dan stabil. Target Indeks
SPBE sebesar 4,59 pada akhir Tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya
dengan realisasi sebesar 4,59 atau setara dengan 100%, sehingga berada
pada kriteria “BAIK”. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pusdatin
dalam menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor utama, antara lain sebagai berikut:

1) Pendekatan proaktif dan berkelanjutan dalam manajemen risiko
tercermin dari pelaksanaan reviu manajemen risiko Pusdatin Tahun 2025
secara rutin;

2) Penguatan kapabilitas teknologi didukung melalui intensitas rapat
koordinasi dan audiensi dengan berbagai penyedia teknologi, yang
menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan
infrastruktur TIK;

3) Kolaborasi dan Integrasi dengan Ekosistem SPBE Nasional guna
memastikan strategi Badan POM selaras dengan arah kebijakan SPBE
nasional, yang berdampak positif pada penilaian domain interoperabilitas
dan layanan;

4) Penguatan tata kelola internal melalui penyempurnaan kebijakan,
standar operasional prosedur, serta pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kinerja secara berkala, guna memastikan konsistensi
pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja;

5) Penguatan tata kelola internal dan pengendalian kinerja, yang dilakukan
melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan
TIK secara berkala;

6) Penyusunan dan reviu kebijakan, standar dan pedoman pengelolaan TIK
yang mengacu kepada standar Nasional sesuai amanat Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
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7) Pemantauan berkelanjutan serta rekomendasi kesesuaian pelaksanaan
TIK yang diimplementasikan secara strategis untuk memastikan
kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan yang berlaku;

8) Pemantauan penerapan dan reviu secara berkelanjutan terhadap peta
rencana SPBE di lingkungan BPOM yang merupakan acuan strategis
bagi pelaksanaan kegiatan TIK di seluruh unit, sekaligus berfungsi
sebagai roadmap menuju arsitektur target dalam transformasi digital;

9) Penjamin mutu dan kualitas atas penerapan TIK yang dilaksanakan
melalui pemenuhan [ISO 9001:2015, I1SO 37001:2016 dan ISO
27001:2022;

10) Reviu kebijakan terkait data agar selaras dengan Satu Data Indonesia
serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11) Monitoring dan evaluasi pengolahan data untuk memastikan
ketersediaan data yang berkualitas;

12) Monitoring dan evaluasi interoperabilitas data agar data yang
dibagipakaikan dapat dimanfaatkan secara optimal;

13) Otomasi analisis data (keycenter) sebagai bentuk pengembangan
pengolahan data berbasis teknologi informasi;

14) Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kebijakan, interoperabilitas dan
analisis data yang menunjang kinerja organisasi;

15) Pencapaian Penilaian lkasandi di lingkungan BPOM dengan kontrol
Kematangan Keamanan Siber, Nilai Keamanan 4,65, kategori tingkat
kematangan Level 5 - Inovatif;

16) Pencapaian Penilaian lkasandi, kontrol Kematangan Persandian, Nilai
Keamanan 3,95, kategori tingkat kematangan Level 4 - Terkelola.
Sebagai tambahan penjelasan, IKASANDI merupakan instrumen yang
digunakan untuk mengukur Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan
Sandi sebuah organisasi atau Penyelenggara Sistem Elektronik [PSE].
Instrumen IKASANDI memiliki dua bagian pengukuran, yaitu Pengukuran
Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat
Kematangan Persandian. Tujuannya adalah sebagai Kontrol yang
diberikan diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi PSE guna
memenuhi kondisi penyelenggaraan SE secara aman dan handal melalui
cerminan tingkat kematangan keamanan siber dan sandi;

17) Melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama berkelanjutan dengan
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) dalam upaya implementasi sensor monitoring dan evaluasi
keamanan siber terhadap aset di lingkungan Badan POM;

18) Pembaruan (update) pengetahuan dan teknologi keamanan siber melalui
keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi cyber security yang
diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

19) Partisipasi perwakilan Tim Keamanan TIK dan Persandian BPOM pada
kompetisi Siber Capture the Flag (CTF) bersama Kementerian dan
Lembaga dengan predikat hasil peringkat kedua dari 40 partisipan;

20) Inisiasi penerapan SSO terpusat melalui benchmarking serta uji coba
(POC) pada dua aplikasi pilot project memberikan validasi teknis
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sebelum implementasi skala luas. Hal ini meningkatkan efisiensi
manajemen akun, memperkuat kontrol akses, dan mengurangi risiko
keamanan akibat kredensial tersebar di banyak sistem;

21) Penguatan aplikasi (registrasi.pom.go.id) berbasis Artificial Intelligence
(Al) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan akurasi proses registrasi produk obat dan makanan.
Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital dan
pengawasan berbasis risiko di lingkungan Badan POM,;

22) Kolaborasi lintas kementerian dalam keberlanjutan program Strateqgi
Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang diikuti dengan
interoperabilitas data antara LNSW, BPOM dan KEMENKES; dan

23) Orkestrasi aplikasi sejalan dengan semangat simplifikasi bisnis proses
layanan di Badan POM.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah
dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke
depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan
timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja
pada periode selanjutnya yang dituangkan ke dalam matriks tabel sebagai

berikut:

No Kendala / Rekomen | Rencana Timeline | Apakah | Kode | Peristiwa
Permasalahan dasi Tindak Sudah | Risiko Risiko
Lanjut dikelola
sebagai
risiko
(YIT)*
1 | Berdasarkan Melakuk | Dilakukan | Desember T - -
surat dari | an penilaian 2025
KemenPAN RB, | penilaian | mandiri
BPOM bukan | indeks untuk
termasuk salah | SPBE mengeval
satu IPPD yang | secara uasi nilai
dilakukan mandiri Indeks
evaluasi atau | untuk SPBE
pemantauan pemenu
terhadap han
penerapan target
SPBE di BPOM | IKU
pada tahun | Indeks
2025. SPBE
Badan
POM
2 | Pengelolaan Penerap | Integrasi | Desember T - -
akses pada | an akses 2026
sistem mekanis | pengguna
informasi me secara
pengawasan pengelol | bertahap
sediaan farmasi | aan pada
dan pangan | akses aplikasi
olahan belum | terpusat | pengawas
sepenuhnya sebagai | an
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No Kendala / Rekomen | Rencana Timeline | Apakah | Kode | Peristiwa
Permasalahan dasi Tindak Sudah | Risiko Risiko
Lanjut dikelola
sebagai
risiko
(YIT)*
terintegrasi, fondasi prioritas,
sehingga integrasi | penyusun
berpotensi sistem an
mempengaruhi | pengawa | kebijakan
keandalan dan | san pengenda
kelancaran lian
pertukaran data akses,
secara realtime serta
monitorin
g dan
evaluasi
berkala

Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Triwulanan

1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Indeks SPBE didukung oleh
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan
secara konsisten sepanjang tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut
memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat domain kebijakan, tata
kelola, manajemen, serta layanan SPBE.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pelaksanaan reviu manajemen risiko Pusdatin Tahun 2025 secara
berkala, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko
infrastruktur TIK untuk mencegah potensi gangguan layanan dan
menjaga keberlanjutan operasional;

2) Pelaksanaan rapat update teknologi dengan berbagai mitra, seperti
Dynatrace, Lintasarta, Moratelindo, dan mitra terkait lainnya sebagai
upaya optimalisasi infrastruktur TIK dan peningkatan kualitas layanan
digital;

3) Pelaksanaan rapat Koordinasi dengan KOMDIGI terkait pemanfaatan
Government Cloud, PDNS, dan JIP untuk memastikan strategi Badan
POM selaras dengan arah kebijakan SPBE nasional, yang berdampak
positif pada penilaian domain interoperabilitas dan layanan;

4) Pelaksanaan audit internal dan eksternal Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (ISO 27001:2022), reviu pedoman manajemen konfigurasi,
serta tindak lanjut hasil audit;

5) Pelaksanaan monitoring realisasi pengadaan alat pengolah data,
evaluasi pemenuhan standar infrastruktur, serta penyusunan rencana
dan KAK pengadaan infrastruktur Tahun 2026;
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6) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkungan Badan POM, meliputi:

a. Penyusunan SK Tim Kerja SPBE yang terdiri dari SK Tim Asesor,
Tim Koordinasi dan Tim Teknis Reviu Arsitektur SPBE yang memiliki
tugas masing-masing dalam melaksanakan koordinasi terkait
penerapan SPBE di lingkungan BPOM.

b. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang
Manajemen SDM SPBE kepada seluruh unit kerja BPOM. Kebijakan
Manajemen SDM menjadi acuan pengelolaan atau manajemen
talenta dalam menjalankan SPBE di BPOM.

7) Tindak lanjut hasil Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah disusun pada 2024
menjadi Surat Keputusan yang disahkan oleh Kepala Badan POM.
Keputusan Kepala Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang
Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan
BPOM sebagai pedoman penerapan Arsitektur SPBE BPOM,;

8) Melaksanakan reviu Kebijakan/Pedoman/Standar SPBE terkait
pengelolaan TIK di Lingkungan BPOM, meliputi:

a. Reviu terhadap SOP Makro dan SOP Mikro terkait Pengelolaan TIK
dan SPBE di BPOM. SOP ini menjadi pedoman kerja dalam
melaksanakan kegiatan TIK.

b. Melakukan sosialisasi hasil reviu SOP Makro yang telah disahkan
kepada seluruh unit kerja di BPOM.

c. Reviu Pedoman Standar Layanan TIK yang menjadi acuan layanan
TIK yang diterapkan pada KATALISTIK BPOM.

d. Reviu Keputusan Kepala BPOM tentang Standarisasi Sistem
Informasi, Infrastruktur TIK dan Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi.

9) Melaksanakan pemantauan dan reviu terhadap penerapan Keputusan
Kepala Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan
Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM yang
selanjutnya menyusun rancangan kebijakan Arsitektur dan Peta
Rencana baru sesuai hasil penerapan dan reviu kebutuhan. Kegiatan ini
juga dilakukan selaras dengan perubahan Renstra BPOM 2025-2029;

10) Pendaftaraan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk seluruh
Sistem Elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh BPOM melalui aplikasi
https://pse.layanan.go.id/login ~ yang dikelola oleh  Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi);

11) Melakukan reviu terhadap permohonan pengajuan pengembangan
Aplikasi sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 tahun 2023
tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

12) Melakukan reviu terhadap pengajuan pengadaan Alat Pengolah Data
sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor
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211 tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

13) Melakukan penjaminan mutu dan kualitas pengelolaan TIK melalui
penerapan ISO 9001:2015 tentang Quality Management System, 1SO
37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO
27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

14) Melakukan penyusunan dan reviu kebijakan terkait Satu Data
a. Penyusunan SOP terkait Satu Data di lingkungan BPOM sebagai

implementasi dari Peraturan Presiden No0.39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

b. Reviu Kepka BPOM terkait pedoman manajemen data sebagai salah
satu bentuk optimalisasi implementasi Satu Data BPOM yang
mengacu pada Satu Data Indonesia

15) Monitoring dan reviu penyajian data di BPOM Command Center dan
Webgis sebagai langkah menghasilkan pengolahan data yang akurat
dan mudah dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan
a. Pembuatan dan Pemutakhiran Dashboard BCC dan Webgis
b. Penyajian dashboard untuk dimanfaatkan oleh pimpinan dan unit

kerja

16) Pengembangan otomasi analisis data (keycenter) dapat mereduksi
waktu pemrosesan data manual, sehingga kinerja tim dapat mencapai
analisis data yang lebih strategis dan bernilai tambah.

a. Koordinasi kebutuhan pengembangan otomasi analisis data

b. Monitoring dan evaluasi pengembangan otomasi analisis data

17) Interoperabilitas data di internal dan eksternal BPOM
a. Kerjasama interoperabilitas data dengan Kementerian/Lembaga lain

dalam mendukung pengawasan obat dan makanan

b. Monitoring dan evaluasi interoperabilitas data melalui Portal Satu
Data BPOM

18) Koordinasi dan kerjasama Lintas Sektor
a. Koordinasi kebutuhan pertukaran data antar instansi dengan

Kementerian/Lembaga lain

b. Monitoring implementasi MoU/PKS terkait pertukaran data
pengawasan obat dan makanan

19) Pencapaian Penilaian l|kasandi di lingkungan BPOM dengan kontrol
Kematangan Keamanan Siber, Nilai Keamanan 4,65, kategori tingkat
kematangan Level 5 - Inovatif.

- Melakukan persiapan penilaian lkasandi melalui fase dari tahapan
Self Assesment dan Kick-Off Meeting pada aspek Identifikasi,
Proteksi, Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan.

20) Pencapaian Penilaian |kasandi, kontrol Kematangan Persandian, Nilai
Keamanan 3,95, kategori tingkat kematangan Level 4 - Terkelola.

- Melakukan persiapan penilaian lkasandi melalui fase dari tahapan
Self Assesment dan Kick-Off Meeting pada aspek Persandian.

21) Melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama berkelanjutan dengan
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara
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(BSSN) dalam upaya implementasi sensor monitoring dan evaluasi

keamanan siber terhadap aset di lingkungan Badan POM.

- Kegiatan implementasi sensor monitoring dan evaluasi keamanan
siber terhadap semua aset di lingkungan Badan POM.

22) Pembaruan (update) pengetahuan dan teknologi keamanan siber melalui
keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi cyber security yang
diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Peningkatan kompetensi SDM Keamanan TIK dan Persandian
dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diantaranya pelatihan
seperti berikut ini:

e Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI) Angkatan Ke-4 BSSN T.A. 2025.

e Pelatihan dan Sertifikasi Incident Response Analyst Angkatan
ke-1.

e Pelatihan dan Sertifikasi Level 1 Security Operations Center
Analyst Angkatan ke-8.

e Pelatihan Teknis Dasar Persandian.

23) Partisipasi perwakilan Tim Keamanan TIK dan Persandian BPOM pada
kompetisi Siber Capture the Flag (CTF) bersama Kementerian dan
Lembaga dengan predikat hasil peringkat kedua dari 40 partisipan.

24) Aktivitas dan Fitur Baru pada BPOM Mobile
Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga
Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 3.025.936 pengguna,
dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D barcode
mencapai 28.603.939 kali, serta menerima 13.037 laporan pengaduan
atau permintaan informasi dari masyarakat.

Gambar 3.2 Aktivitas BPOM Mobile 2018-Desember 2025

BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan
beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di
Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Bukan hanya menu saja yang
diperbarui, ada juga fitur notifikasi, penambahan survei setelah
mengakses e-labeling, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga
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kesehatan (nakes). Versi terbaru BPOM Mobile telah tersedia di Play
Store dan App Store

25) Online Single Submission (OSS)
Dalam upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko dan mendukung transformasi digital dalam
rangka peralihan dari PP No. 5 Tahun 2021 ke PP No. 28 Tahun 2024,
Lembaga OSS telah menyelesaikan sejumlah pengembangan strategis
pada sistem Online Single Submission (OSS RBA) sepanjang tahun
2025. Pengembangan ini dirancang untuk memastikan kesesuaian
standar perizinan sektor kesehatan yang baru, mendukung integrasi data
lintas kementerian/lembaga (K/L), serta meningkatkan kemudahan
layanan bagi pelaku usaha.
Adapun poin-poin utama pengembangan yang telah diimplementasikan:
a. Penguatan Modul Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan:

i. Penyempurnaan alur validasi otomatis untuk penyesuaian
parameter risiko kesehatan sesuai mandat PP No. 28 Tahun
2024.

ii. Integrasi standar teknis baru dalam sistem untuk meminimalisir
kendala transisi bagi pelaku usaha yang bermigrasi dari rezim
regulasi lama.

b. Pembaruan Menu dan Antarmuka Layanan:Penguatan Modul

Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan:

i. Penambahan menu Info Alur Registrasi Produk Kesehatan
dan Pusat Informasi Regulasi PP 28 untuk transparansi
prosedur.

ii. Optimalisasi fitur notifikasi real-time terkait status pemenuhan
komitmen dan sertifikasi standar secara terintegrasi.

c. Sinkronisasi Data dan Pengawasan:

i. Pengembangan interface untuk mendukung audit standar
internasional dan sinkronisasi data dengan sistem kementerian
teknis guna memperkuat pengawasan post-market.

i. Pembaruan fitur survei kepuasan pelanggan dan modul
pengaduan teknis pada aplikasi OSS versi terbaru di Play Store
dan App Store.

26) Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan post-market dan
mendukung transformasi digital di lingkungan Badan POM, Pusat Data
dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah menyelesaikan
sejumlah pengembangan strategis pada aplikasi Sistem Informasi
Pelaporan Terpadu (SIPT) sepanjang tahun 2025. Pengembangan
dilakukan sesuai dengan arah prioritas yang telah ditetapkan meliputi
pemenuhan rekomendasi BPK, dukungan audit World Listed Authority
(WLA), serta dukungan layanan publik.

Adapun poin-poin utama pengembangan yang telah diimplementasikan:
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a. Modul Pemeriksaan Sarana:

i. Penyempurnaan modul tindak lanjut Corrective Action Preventive
Action (CAPA) pada komoditi obat guna mengoptimalkan
monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

i. Pengembangan fitur Master Sarana Tidak Berizin guna
mendukung pencatatan data sampling obat pada sarana tidak
berizin.

iii.  Implementasi fitur deteksi duplikasi data pemeriksaan dan sistem
notifikasi aplikasi untuk meminimalisir kesalahan entri dan
mempercepat perbaikan data oleh unit kerja.

iv. ~ Penambahan opsi metode inspeksi (on-site, remote, dan hybrid)
serta fasilitas unggah dokumen persiapan inspeksi.

b. Modul Sampling Pengujian:

i. Implementasi otomatisasi kesimpulan akhir sampel berdasarkan
integrasi hasil pengujian dan hasil penandaan.

i. Penyempurnaan fitur monitoring dan evaluasi (monev)
regionalisasi laboratorium melalui mekanisme clock-off dan
clock-on untuk pemantauan timeline pengujian yang lebih akurat.

ii. Pengembangan Form Sampling Pusat untuk mengakomodasi
pencatatan sampel dari berbagai kedeputian pengawasan yang
diuji di BPKOM.

iv. = Penambahan kode ATC vyang bersumber dari database
CekBPOM untuk kelengkapan ekspor data.

c. Penyempurnaan Modul Pengawasan lklan dan Penandaan
Penyempurnaan pada modul pengawasan iklan dan penandaan
sesuai dengan kebijakan terkini

27) Antrian Online

Sebagai Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik

lingkungan badan BPOM, Pusdatin bersama Biro Hukum dan Organisasi

melakukan pengembangan Aplikasi Antrian Online Versi 2.0. Aplikasi
ini dikembangkan untuk menghadirkan sistem antrian digital yang lebih
andal, efisien, dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan
publik oleh Unit Pelayanan Publik (UPP). Berikut penambahan fitur saat
pengembangan Antrian Online:
a. Pengelolaan Antrian dan Layanan

i.  Admin unit kerja dapat membatalkan antrian apabila pelanggan

mengambil nomor antrian lebih dari satu.

i. Penambahan informasi nomor antrian dan estimasi jam

kehadiran bagi pelanggan.

iii. Penambahan informasi alasan loket tidak beroperasi saat

pelanggan memilih loket.

iv.  Penyederhanaan mekanisme check-in yang dapat dilakukan

oleh petugas loket.

v. Penambahan fitur pengambilan antrian on the spot.
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b. Fitur Punishment Pelanggan
i. Pelanggan yang sudah booking namun tidak datang/check-in
diberikan 1 ikon bad smile.

i. Akumulasi 3 ikon bad smile menyebabkan akun pelanggan
tersuspend sementara.

iii. Pelanggan dengan akumulasi 3 ikon bad smile tidak dapat
mengambil antrian hingga 2 hari kedepan dan dapat mengambil
antrian kembali pada H+3.

c. Informasi, Notifikasi, dan Kepatuhan

i. Penambahan disclaimer komitmen anti-gratifikasi dan anti-suap
yang wajib disetujui saat pengambilan nomor antrian.

ii. Penambahan kalimat “Silahkan melakukan aktivasi” pada email
registrasi sebelum tombol KLIK DISINI.

iii. Penambahan fitur survei layanan pada akhir sesi konsultasi
dengan pertanyaan yang lebih lengkap.

d. Pelaporan, Monitoring, dan Administrasi

i. Penambahan fitur export data antrian ke PDF dan Excel pada
menu admin unit kerja sesuai filter yang diterapkan.

i. Penyempurnaan tampilan dan fitur monitoring antrian.

iii. Penyempurnaan menu admin dan form antrian untuk proses
verifikasi.

iv.  Pembuatan form punishment pada menu antrian.

e. Penyempurnaan Sistem
i. Penyempurnaan form login untuk role pelanggan dan petugas.
i. Penyempurnaan form booking antrian.

iii. Penyempurnaan penomoran antrian.

Tahapan implementasi sistem Antrian Online yang telah dilaksanakan

secara bertahap dan terstruktur:

a. Sharing Knowledge, yang dilaksanakan pada 25 September 2025.
Pada tahap ini dilakukan transfer pengetahuan dari tim pengembang
kepada tim pengelola aplikasi. Tujuannya agar tim internal
memahami alur sistem, fitur yang tersedia, serta mekanisme
pengelolaannya.

b. Sosialisasi kepada User pada 5 November 2025. Pada tahap ini
dilakukan diskusi serta verifikasi data bersama pengguna.

c. Melengkapi Master Data Aplikasi (05 Nov 2025 — 07 Nov 2025)

i. Sinkronisasi dan pembaruan data sesuai kondisi aktual
(Gedung Athena).

i. Input dan validasi data layanan.

iii. Penyesuaian jadwal, loket, dan petugas.

iv.  Finalisasi konfigurasi awal sistem.

d. Uji coba internal pada 18 hingga 24 Desember 2025 menggunakan
domain uji coba. Uji coba ini melibatkan petugas loket dan unit terkait
untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.

e. Penggantian Domain (29 Des 2025 — 29 Des 2025) Perubahan
domain dari:uat-antrian.pom.go.id menjadi: antrian.pom.go.id
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f. Uji coba pra-implementasi (29 Des 2025 - 15 Jan 2026), Uji coba

kembali dilakukan menggunakan domain produksi
(antrian.pom.go.id).
Tujuan:

i. Memastikan sistem stabil setelah migrasi domain.

ii. Memastikan tidak ada gangguan saat diakses publik.

iii.  Validasi akhir sebelum peluncuran penuh.

Implementasi Penuh (16 Jan 2026)

Evaluasi Hasil Implementasi (19 Jan 2026 — 21 Jan 2026)

Dilakukan evaluasi terhadap:

i.  Masukan dan saran dari pengguna.

ii. Kendala teknis selama masa awal implementasi.

iii. Efektivitas sistem terhadap pelayanan.

28) Aplikasi Ekspor Impor (e-BPOM)
e-BPOM adalah platform digital terintegrasi yang diselenggarakan oleh
Badan POM sebagai wujud sistem pelayanan publik satu pintu. Platform
ini secara spesifik dirancang untuk memfasilitasi proses rekomendasi
dan perizinan di bidang Obat dan Makanan, yang mencakup penerbitan
Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat Keterangan Impor (SKI), dan
Special Access Scheme (SAS.
Sebagai bagian dari evaluasi kinerja selama periode Triwulan IV tahun
2025, telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan berhasil
menyelesaikan keluhan yang masuk. Tercatat sebanyak 1.222 aduan
yang diterima melalui kanal email telah ditindaklanjuti dan diselesaikan
pada Triwulan IV tahun 2025. Berikut adalah diagram yang merinci data
keluhan selama periode Triwulan IV tahun 2025:

- Q@

Kendala / Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor
Triwulan |V 2025
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m Oktober = NMovember Desember

Gambar 3.3 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspir Impor TW IV 2025

Guna meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan terhadap aplikasi ekspor impor tersebut, rencana tindak
lanjut yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan kementerian
lembaga terkait. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, diharapkan
dapat tercipta integrasi sistem yang lebih baik sehingga proses perizinan
ekspor impor menjadi lebih efisien dan transparan.
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29) Pemanfaatan Layanan TIK (KATALISTIK)

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan tren
peningkatan kinerja dan volume layanan yang signifikan. Total tiket
layanan yang tercatat melalui Aplikasi Help Pusdatin/ITSM dan
pengembangannya menjadi KATALISTIK mencapai 9.299 tiket, yang
terdiri atas permohonan (request) dan pengaduan (incident). Dari jumlah
tersebut, sebanyak 7.792 tiket atau sekitar 83,8% telah berhasil
diselesaikan, sementara sisanya berada dalam proses, tiket terbit, dan
sebagian kecil ditolak. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas
pengelolaan layanan yang baik di tengah meningkatnya kebutuhan
dukungan TIK di lingkungan kerja.

Secara tren triwulanan, volume layanan mengalami dinamika yang
cukup signifikan. Pada Triwulan | tercatat 2.025 tiket, kemudian
mengalami penurunan pada Triwulan Il menjadi 1.294 tiket seiring
dengan proses re-design dan implementasi sistem layanan berbasis
ESTIM. Setelah fase stabilisasi, jumlah tiket kembali meningkat pada
Triwulan Il menjadi 2.823 tiket dan mencapai angka tertinggi pada
Triwulan IV sebesar 3.157 tiket. Peningkatan ini menunjukkan
meningkatnya pemanfaatan sistem layanan serta kepercayaan
pengguna terhadap kanal layanan TIK yang tersedia.

Dari sisi kinerja waktu tindak lanjut (service level), terjadi
peningkatan yang sangat signifikan pada akhir tahun. Jika pada Triwulan
| hingga Il rata-rata waktu respons berada pada rentang 2—4 hari, maka
pada Triwulan IV berhasil ditingkatkan menjadi rata-rata 3-5 jam.
Perbaikan ini menunjukkan adanya optimalisasi proses bisnis,
peningkatan koordinasi internal, serta kematangan sistem layanan pasca
transformasi. Dengan demikian, secara umum layanan TIK tahun 2025
dapat dinilai progresif, adaptif terhadap peningkatan beban kerja, serta
menunjukkan perbaikan kualitas layanan yang terukur dan berkelanjutan
sebagai bagian dari dukungan transformasi digital unit kerja.

Distribusi Status Tiket Layanan TIK Tahun 2025
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Gambar 3.4 Distribusi Status Tiket Layanan TIK Tahun 2025
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Pada bulan Mei 2025 telah dilakukan sosialisasi perubahan dan
pengembangan aplikasi layanan TIK kepada seluruh pengguna sebagai
bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi proses
pengelolaan tiket. Kegiatan sosialisasi ini  bertujuan  untuk
memperkenalkan fitur, alur layanan, serta penyesuaian mekanisme
pengajuan permohonan dan pengaduan pada sistem yang telah
diperbarui.  Selanjutnya, aplikasi versi baru tersebut mulai
diimplementasikan dan digunakan secara resmi pada tanggal 1 Juni
2025, menandai dimulainya operasional layanan dengan platform yang
lebih terintegrasi, responsif, dan mendukung percepatan waktu tindak
lanjut layanan.

4 PUSDATIN

£

KATALISTIK
it Lot T T i

Gambar 3.5 Tampilan KATALISTIK
1.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa
realisasi IKU Tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar
110,48%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan
pada akhir triwulan 1V, realisasi Nilai Indeks SPBE mencapai 4,59. Nilai
tersebut telah memenuhi target triwulan IV yang ditetapkan sebesar 4,59,
sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kriteria “BAIK”.

Berdasarkan capaian tersebut, pemanfaatan Laporan Kinerja yang
disusun secara triwulanan terbukti berperan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, serta menunjukkan progres yang terukur dalam
pemenuhan target Indeks SPBE.
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2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Sistem Informasi
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan
Terintegrasi
2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kategori
(%)
Persentase Data dan Sistem | 20% 20% 100

Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Andal dan
Terintegrasi

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

Target indikator kinerja Persentase Data dan Sistem Informasi
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan
terintegrasi ditetapkan sebesar 20% pada akhir tahun 2025. Berdasarkan
realisasi pada triwulan IV yang juga mencapai 20%, capaian kinerja telah
terpenuhi sepenuhnya sebesar 100% dengan kriteria “BAIK”.

2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

Realisasi dan capaian pada indikator Persentase Data dan Informasi
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan
Terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Notifikasi

2029 2025 (%) Warna
Persentase Data | 100% 20% 20 Perlu
dan Sistem Upaya v
Informasi Keras
Pengawasan
Sediaan Farmasi
dan Pangan
Olahan yang
Andal dan

Terintegrasi

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra 2025-2029
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Indikator kinerja ini memiliki target 100% atau 16 proses bisnis terkait
sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang
akan diintegrasikan menggunakan Single Sign On (SSO). Capaian pada
tahun 2025 adalah sebesar 20% atau 3 proses bisnis, dengan demikian
capaian ini masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”

24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Kementerian/Lembaga lain

Indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi tidak dapat
dibandingkan dengan indikator pada Kementerian/Lembaga maupun unit
kerja lain, karena belum terdapat indikator sejenis yang memiliki definisi
dan ruang lingkup yang sama.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta
Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025,
capaian indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi
dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah ketepatan
pemilihan teknologi Single Sign-On (SSO), khususnya dalam aspek
pemilihan protokol autentikasi dan otorisasi.

Pemilihan protokol SSO yang kurang tepat berdampak langsung
terhadap tingkat integrasi antar sistem pengawasan. Sebagai contoh,
penggunaan SAML 2.0 pada sistem berbasis web tradisional memang
stabil untuk lingkungan enterprise, namun menjadi kurang optimal ketika
harus mengintegrasikan aplikasi mobile, dashboard analitik berbasis API,
maupun layanan berbasis microservices. Hal ini dapat menghambat
interoperabilitas sistem dan memperlambat proses integrasi lintas unit
kerja.

Disisi lain, masih terdapat pemahaman yang belum seragam terkait
perbedaan antara autentikasi dan otorisasi. Penggunaan OAuth 2.0 tanpa
lapisan identitas yang memadai berpotensi menimbulkan celah dalam
mekanisme autentikasi pengguna. Padahal, untuk ekosistem sistem
informasi yang terdistribusi dan berbasis API, pendekatan yang lebih tepat
adalah menggunakan OpenID Connect sebagai standar autentikasi modern
yang mendukung integrasi lintas platform.

Ketidaktepatan dalam memilih protokol SSO dapat menyebabkan beberapa
dampak strategis terhadap capaian indikator kinerja, antara lain:
1. Terhambatnya integrasi antar aplikasi pengawasan karena perbedaan
standar autentikasi.
2. Meningkatnya kompleksitas pengembangan dan biaya integrasi.
3. Potensi risiko keamanan akibat konfigurasi yang tidak sesuai dengan
standar best practice.
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4. Menurunnya keandalan sistem ketika terjadi gangguan pada Identity
Provider (1dP).

Dengan demikian, pemilihan teknologi SSO yang selaras dengan
arsitektur sistem, kebutuhan interoperabilitas, serta standar keamanan
nasional menjadi faktor krusial dalam meningkatkan keandalan dan
integrasi data pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Optimalisasi pada aspek ini secara langsung berkontribusi terhadap
peningkatan capaian indikator kinerja pada Tahun 2025.

No Kendala / Rekomend Rencana Time | Apakah | Kode | Peris
Permasa- asi Tindak Lanjut line Sudah Risi | tiwa
lahan dikelola ko Risi

sebagai ko
risiko
(YIT)*
1 | Data antar | Penetapan | Pemetaan dan | Triwu T - -
aplikasi standar harmonisasi lan IV
pengawasan | data dan | data (data | 2026
belum tata kelola | mapping),
terstandarisa | data penyusunan
si sehingga | pengawas | kamus data,
integrasi an serta
belum terpusat penerapan
optimal master data
pengawas an
2 | Teknologi Penetapan | Evaluasi dan | Triwu T - -
autentikasi standar migrasi ke [ lan Il
(SSO) dan | arsitektur | protokol 2026
mekanisme integrasi autentikasi
integrasi dan terpusat serta
sistem belum | autentikasi | penguatan
seragam nasional integrasi
berbasis API
3 | Infrastruktur | Penguatan | Peningkatan Triwu T - -
dan tata | infrastrukt | kapasitas lan IV
kelola ur dan | server, 2026
keamanan manajeme | implementasi
informasi n high
belum keamanan | availability,
sepenuhnya | informasi backup, dan
mendukung disaster
keandalan recovery
sistem

Tabel 3.9 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Sistem Informasi
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian
Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Data dan

Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

Andal dan Terintegrasi, telah dilaksanakan sejumlah program dan kegiatan
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strategis yang berfokus pada penguatan arsitektur sistem, integrasi data,
serta peningkatan keamanan informasi.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah benchmarking
teknologi Single Sign-On (SSO) ke Perum Peruri sebagai institusi yang
memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem keamanan digital dan
identitas elektronik skala nasional. Benchmarking ini bertujuan untuk
memperoleh  pembelajaran terkait arsitektur autentikasi terpusat,
pengelolaan identitas digital (identity management), serta penerapan
standar keamanan yang mendukung prinsip high availability dan business
continuity.

Selain itu, benchmarking juga dilakukan ke beberapa lembaga
pendidikan/universitas yang telah mengimplementasikan SSO terintegrasi
dalam ekosistem layanan digitalnya. Praktik baik dari perguruan tinggi
memberikan referensi terkait pengelolaan multi-aplikasi, federasi identitas,
integrasi sistem berbasis API, serta penerapan protokol autentikasi modern
yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Sebagai tindak lanjut konkret dari hasil benchmarking, telah dilakukan
Proof of Concept (POC) terhadap 2 (dua) aplikasi yang ditetapkan sebagai
pilot project implementasi SSO terpusat. POC ini bertujuan untuk:

1. Menguji kompatibilitas protokol autentikasi dengan arsitektur aplikasi
eksisting.

2. Mengidentifikasi potensi kendala teknis integrasi dan keamanan.

3. Mengukur performa autentikasi, stabilitas sistem, dan pengalaman
pengguna (user experience).

4. Menyusun skema replikasi dan roadmap implementasi ke aplikasi
lainnya.

Hasil POC menunjukkan bahwa pendekatan autentikasi terpusat
mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan akun pengguna, memperkuat
kontrol akses, serta mendukung integrasi lintas sistem secara lebih
terstruktur. Temuan teknis dari pilot project juga menjadi dasar
penyempurnaan standar implementasi sebelum dilakukan perluasan ke
seluruh sistem pengawasan.

Dengan demikian, rangkaian kegiatan benchmarking dan POC
tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah menghasilkan validasi
teknis dan rekomendasi implementatif. Langkah ini secara langsung
mendukung peningkatan keandalan, interoperabilitas, dan keamanan
sistem informasi pengawasan, serta berkontribusi signifikan terhadap
pencapaian target kinerja organisasi.

2.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja
Laporan kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi
SSO pada aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Badan POM dalam rangka
mempermudah pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal,
dalam mengakses seluruh layanan Badan POM.
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3.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

3.1.

3.2.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori
(%)
Indeks Pembangunan 2,61 2,61 100 Baik

Statistik (IPS)
Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun
2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS),
khususnya Pasal 7, EPSS dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan mempertimbangkan
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, rencana Grand Design Reformasi Birokrasi
2025-2045, serta Roadmap RB 2025-2029, kegiatan EPSS Tahun 2025
tidak dilaksanakan. Ketentuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam
Surat Plt.Sestama BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei
2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Instansi Pusat.
Oleh karena itu pengukuran capaian kinerja IPS tahun 2025 menggunakan
hasil resmi EPSS tahun 2024 sebagai dasar penilaian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, IPS pada Tahun 2025
menunjukkan capaian yang optimal. Target IPS yang ditetapkan sebesar
2,61 telah berhasil direalisasikan sebesar 2,61, sehingga capaian kinerja
mencapai 100% dan berada pada kategori BAIK.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

Tahun Target Realisasi Capaian (%) Kriteria
2023 - 3,04 - -
2024 - 2,61 - -
2025 2.61 2.61 100 Baik

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023-2025

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi
tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak dilakukan penilaian Indeks
Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 akan tetapi realisasi tahun 2025
menggunakan hasil penilaian 2024. Penilaian IPS telah dilakukan tahun
2023-2024, namun belum ada target yang ditentukan untuk indikator ini
dikarenakan IPS belum menjadi IKU Pusdatin pada tahun 2023-2024.
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3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Notifikasi
2029 2025 (%) Warna
Indeks Pembangunan 3,50 2,61 74,57 Akan
Statistik (IPS) Tercapai

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indikator Kinerja IPS
menunjukkan capaian sebesar 74,57%. Target IPS Tahun 2029 ditetapkan
sebesar 3,50, sedangkan realisasi pada tahun 2025 mencapai 2,61. Dengan
capaian tersebut, kinerja IPS berada pada kategori “Akan Tercapai’, yang
mengindikasikan bahwa pencapaian target jangka menengah masih berada
pada jalur yang sesuai dan memerlukan upaya peningkatan secara
berkelanjutan pada periode berikutnya.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Kementerian/Lembaga lain

Kemeterian/Lembaga Nilai Nilai Badan
POM
Kementerian Perdagangan 3.02
Kementerian Koordinator Bidang 2.45

Perekonomian

Kementerian Keuangan 2.39

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 2.31

Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Informasi Geospasial 2.68 2.61
Badan Meteorologi, Klimatologi dan 3.29

Geofisika

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1.85

Badan Standardisasi Nasional 2.48

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2.03

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Kementerian/Lembaga Lain
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Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten melakukan pembinaan
statistik sektoral yang dibagi ke dalam berbagai lokus instansi setiap
tahunnya. Pada periode 2024, Badan POM berada dalam kelompok
pembinaan bersama kementerian ekonomi dan aparatur negara, di mana
capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan POM berhasil meraih
predikat "Baik", meskipun posisinya masih berada di bawah Kementerian
Perdagangan. Memasuki tahun 2025, dalam lokus pembinaan yang
melibatkan berbagai lembaga teknis dan yudikatif, Badan POM mampu
mempertahankan kategori "Baik" tersebut. Meskipun demikian, nilai yang
ada menunjukkan bahwa Badan POM masih memiliki ruang pengembangan
untuk terus mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan statistiknya agar lebih
baik.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta

Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
maka dilakukan persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM
yang diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap
indikator. Adanya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM
merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM
meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya
koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus
dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025 menjadi salah satu
penyebab keberhasilan indikator ini untuk mengawal hasil rekomendasi
penilaian EPSS untuk persiapan penilaian di 2026.

No Kendala / Rekomend Rencana Timeline | Apakah | Kode | Peristiwa
Permasalahan asi Tindak Sudah | Risiko Risiko
Lanjut dikelola
sebagai
risiko
(Y/T)*
1 | Adanya Melakukan | Melakukan 2026 T - -
renstra yang update Penginput
baru, pada an standar
memerlukan standar data dan
penyesuaian/ | data dan metadata
update metadata pada
standar data sesuai aplikasi
dan metadata | target INDAH
statistik strategis
terbaru.

Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
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3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian
Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa

kegiatan, yaitu:

a. Telah dilakukan penyusunan standar data dan metadata statistik
terhadap data prioritas tahun 2025 - 2029

b. Telah dilakukan Metadata Coaching Clinic bersama Direktorat
Diseminasi Statistik selaku pembina Metadata Statistik

c. Melakukan pembinaan statistik sektoral bersama Dir. Pengembangan
Metodologi Sensus dan Survei - BPS selaku pembina statistik BPOM

d. Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap Survei pengukuran
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Aman dan Bermutu tahun 2025 pada aplikasi Romantik -
BPS

3.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang disusun membantu menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target IPS. Laporan kinerja
menunjukkan progres dalam tindak lanjut rekomendasi penilaian [PS.
Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk
melakukan penyusunan standar data statistik, dan metadata statistik.
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SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN YANG OPTIMAL

1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kriteria
(%)

Nilai Pembangunan ZI Pusat | 86,52 86,60 100,09
Data dan Informasi

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
(Pusdatin) menetapkan target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona
Integritas (ZI) sebesar 86,52. Realisasi kinerja pada akhir tahun mencapai
86,60, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100,09%,
dengan kriteria “SANGAT BAIK”.

1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Tahun | Target | Realisasi Capaian Kriteria

(%)
2022 80,2 71,47 89,11% Belum memenuhi ekspektasi
2023 81,2 83,76 103,15% Sangat baik

2024 86,1 86,31 100,24% Sangat baik
2025 | 86,52 86,60 100,09% Sangat baik

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2021-2025

Pada periode 2021 hingga 2022, Pusdatin belum mampu mencapai
target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya nilai RB pada periode
tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman dan
kesadaran pegawai terhadap RB dan budaya kerja, serta belum optimalnya
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pengembangan inovasi, ide dan kreativitas yang mendukung peningkatan
kinerja Pusdatin.

Memasuki periode 2023-2024, Pusdatin melakukan berbagai upaya
perbaikan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan inovasi, ide dan
kreativitas melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Zona
Integritas (Zl) dalam rangka pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya perbaikan tersebut
meliputi transformasi digital melalui pengurangan layanan tatap muka,
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta internalisasi RB
dan budaya kerja, termasuk sosialisasi berbagai kegiatan strategis yang
berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Upaya ini mendorong
peningkatan target dan realisasi Indeks RB Pusdatin pada tahun-tahun
berikutnya.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Notifikasi
2029 2025 (%) Warna

Nilai Pembangunan | 87,36 86,60 99,13% Akan
Z| Pusat Data dan Tercapai
Informasi

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2029

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI
Pusdatin, memiliki target tahun 2029 sebesar 87,36. Realisasi kinerja yang
dicapai pada tahun 2025 sebesar 86,60. Apabila dibandingkan dengan target
2029, realisasi 2025 telah mencapai 99,13%. Dengan capaian tersebut,
indikator kinerja ini berada pada kategori “Akan Tercapai’ yang ditandai
dengan notifikasi warna kuning.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Satuan Kerja lain

Unit Kerja Indeks RB | Indeks RB
Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 86,60 95,97
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 88,69 (Nilai
sementara
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan 91,66 tarikan dari
Makanan Nasional Portal RB)
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 85,86

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Capaian realisasi kinerja pembanguan Z| Pusdatin tahun 2025 jika
dibandingkan dengan satuan kerja Pusat-Pusat lainnya, posisi Pusdatin
berada di urutan ke 3, namun demikian untuk tahun 2025 ini Pusdatin
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mencapai target yang ditetapkan. Capaian realisasi Pusdatin dapat
dibandingkan dengan capaian realisasi nilai RB Badan POM yaitu 95,97 (nilai
sementara tarikan portal RB), nilai Pusdatin jika dibandingkan dengan nilai
RB BPOM 90,24% dari nilai RB BPOM, hingga laporan ini disusun nilai RB
Badan POM belum diumumkan secara resmi dari KemenPAN RB. Pusdatin
masih harus melakukan perbaikan agar capaian bisa lebih baik lagi.

1.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2025, capaian Nilai Pembangunan ZI mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut
didorong oleh berbagai inovasi serta upaya perbaikan berkelanjutan yang
telah dilaksanakan oleh Pusdatin.

Adapun alternatif upaya yang telah dilakukan Pusdatin sehingga
mendorong peningkatan capaian Nilai Pembangunan Z| sebagai berikut:

1)  Telah dilakukan reviu kebijakan standar layanan sesuai dengan inovasi
layanan publik dan penyesuaian dengan aplikasi layanan KATALISTIK
(itsm.pom.go.id)

2) Melakukan perubahan tools pemberian reward dan punishment

3) Seluruh staf Pusdatin telah mengikuti pelatihan literasi digital yang
terdapat pada ideas.pom.go.id dengan judul E-Learning Kecakapan
Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital.

4) Telah dibangun aplikasi e-pantau vyaitu sebagai tools monitoring
pengelolaan keuangan di Pusdatin.

5) Telah dikembangkan modul pengaduan berkadar pengawasan pada
aplikasi layanan KATALISTIK

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah
dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke
depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan
timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja
pada periode selanjutnya.

No Kendala / Rekomenda | Rencan | Timeline | Apakah | Kode | Peristi
Permasa- lahan Si a Sudah Risi wa
Tindak dikelola ko Risiko
Lanjut sebagai
risiko
(YIT)*
1 | Masih kurangnya | Perlu Pelaks | Triwula T - -
awareness dilakukan anaan nan
pegawai dalam | sosialisasi Sosiali 2026
penerapan penerapan | sasi
pembangunan ZI | ZI  secara
berkala

Tabel 3.19 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan

Informasi
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1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam rangka
menunjang keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pembangunan ZI antara
lain sebagai berikut:

1) Dalam rangka meningkatkan implementasi pembangunan ZI di Pusdatin,
telah dilakukan kegiatan benchmarking ke unit kerja dengan capaian nilai

Zl terbaik, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

2) Pelaksanaan internalisasi pemahaman terkait gratifikasi dan benturan
kepentingan secara berkala pada setiap triwulan.

1.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, realisasi IKU telah melampaui
target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,09%. Meskipun
demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan
untuk meningkatkan kualitas kinerja. Upaya perbaikan tersebut dimonitor
dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan pada tahun 2026. Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan
Nilai ZI pada tahun 2025. Selanjutnya, laporan kinerja 2025 dimanfaatkan
sebagai instrumen monitoring dan evaluasi guna memastikan perbaikan
kinerja berlangsung secara berkelanjutan.
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2. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori

Nilai AKIP Pusat Data 81,88 80,11 97,84
dan Informasi

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusdatin adalah nilai dari
penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
dilakukan oleh Pusdatin dengan rentang nilai sebagai berikut:

Ho | Hilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Kategori Keterangan

1 =80 AL Sangat Memuaskan
2 =80 s.d 50 A Memuaskan

3 =70 s.d B0 BB Sangat Baik

4 =60 5.d 70 B Baik

5 =50 s.d 60 CC Cukup Baik

B =30 s.d 50 C Agak Kurang

7 =30 D Kurang

Tabel 3.21 Kategori Penilaian SAKIP

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai AKIP Pusdatin pada tahun
pelaporan ditetapkan dengan target sebesar 81,88. Realisasi yang dicapai
adalah 80,11, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 97,84%.
Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pusdatin berada pada kategori
BAIK, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang
ditetapkan.

2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) Kriteria

2021 | 81,9 | 79,42 96,97 _
2022 84,4 81,00 95,97 Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 | 86,9 83,80 96,43 Cukup

2024 84 81,87 97,46 Cukup

2025 | 81,88 80,11 97,84

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2021-2025
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Berdasarkan data pada tabel, capaian kinerja dari tahun 2021-2025
menunjukkan fluktuasi namun relatif stabil. Pada tahun 2021, target sebesar
81,9 dengan realisasi 79,42 menghasilkan capaian 96,97% dan berada pada
kriteria BAIK.

Pada tahun 2022, meskipun target meningkat menjadi 84,4, realisasi
yang dicapai sebesar 81,00 dengan capaian 95,97%, sehingga kinerja
berada pada kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI. Selanjutnya, pada
tahun 2023, target kembali meningkat menjadi 86,9 dengan realisasi 83,80,
menghasilkan capaian 96,43% dan berada pada kriteria CUKUP.

Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 84 dengan realisasi
81,87 dan capaian 97,46%, yang masih berada pada kriteria CUKUP.
Sementara itu, pada tahun 2025, target sebesar 81,88 berhasil direalisasikan
sebesar 80,11 dengan capaian 97,84%, sehingga kinerja kembali berada
pada kriteria BAIK.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode tersebut
menunjukkan tingkat pencapaian yang mendekati target setiap tahunnya,
dengan kecenderungan perbaikan pada dua tahun terakhir

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Notifikasi
2029 2025 (%) Warna
Nilai AKIP Pusat 81,91 80,11 97,80 Akan
Data dan Informasi Tercapai

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP 2025 dengan Target Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai AKIP Pusdatin ditetapkan dengan
target tahun 2029 sebesar 81,91. Hingga tahun 2025, realisasi yang dicapai
adalah 80,11, dengan tingkat capaian sebesar 97,80%. Capaian ini
menunjukkan bahwa kinerja berada pada kategori “Akan Tercapai”, yang
mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpotensi untuk dicapai
pada akhir periode perencanaan. Selain itu, notifikasi warna kuning
menandakan bahwa capaian kinerja perlu terus dipantau dan ditingkatkan
secara berkelanjutan agar target dapat tercapai sesuai dengan rencana.
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24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Satuan Kerja Lain

Unit Kerja Nilai | Nilai AKIP
AKIP | Badan POM

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 80,11

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia | 78,19
Pengawasan Obat dan Makanan

82,34
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan | 80,47

Makanan Nasional

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 80,75
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai AKIP Badan POM secara
keseluruhan tercatat sebesar 82,34. Ditinjau per unit kerja, Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan memperoleh Nilai AKIP sebesar 80,11.
Selanjutnya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan
Obat dan Makanan mencatat Nilai AKIP sebesar 78,19.

Sementara itu, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional mencapai Nilai AKIP sebesar 80,47, dan Pusat Analisis Kebijakan
Obat dan Makanan memperoleh Nilai AKIP sebesar 80,75. Secara umum,
Nilai AKIP masing-masing unit kerja berada pada kisaran nilai yang relatif
berdekatan dan mendukung capaian Nilai AKIP Badan POM secara
keseluruhan.

2.5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya
perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan)
yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi masing-masing
komponen adalah sebagai berikut:

Mo Komponen Bobot 2022 Milar 2025
1. Perencanaan Kinerja 24 19,68 20,16
2. Pengukuran Kinerna 24 18,48 19,68
3. Pelaporan Kinerja 12 9,72 10,08
4. Ewvaluasi Akuntabilitaz Kinerja Internal 20 16,20 16,20
= Capaian Kinerja 20 17,79 13,99

Hilai Hasil Evaluasi 100 51,87 80,11

Predikat A A

Tabel 3.25 Hasil Evaluasi AKIP per Masing-Masing Komponen
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Penurunan nilai AKIP Pusdatin disebabkan oleh adanya penurunan
nilai pada komponen capaian kinerja. Penurunan nilai pada komponen
capaian kinerja disebabkan oleh adanya penurunan persentase realisasi
capaian Kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Dari 20 IKU yang ditetapkan pada tahun 2024, terdapat 6 IKU yang
mengalami penurunan persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Utama % Capaian Realisasi
2023 2024
1 Indeks SPBE 123,64 110,49

2 Persentase Keluhan Layanan TIK yang| 102,52 100,99
ditindaklanjuti Tepat Waktu

3 Indeks CSIRT (Computer Security Incident| 110,75 104,57
Response Team)

4 Persentase Sistem Informasi Pengawasan | 102,04 100,88
Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real
Time

5 Indeks RB Pusat Data dan Informasi 103,15 100,24

6 Persentase Pemenuhan Standar Sistem | 103,17 102,65
Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur

Tabel 3.26 Perbandingan capaian IKU tahun 2023 dan 2024

Selain itu terdapat 1 IKU yang tidak mencapai target yang telah
ditentukan yaitu Nilai AKIP dengan persentase realisasi capaian kinerja
sebesar 97,46%. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai
tersebut, adapun rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2025 antara lain:

a. Menyelaraskan rumusan antara indikator pada dokumen Renstra,
Perjanjian Kinerja, maupun dokumen relevan lainnya.

b. Melakukan cascading perjanjian kinerja melalui Matriks Peran dan Hasil
secara memadai sampai pada level yang sesuai.

c. Menyusun dan ditetapkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2025 yang memuat definisi operasional, metode perhitungan, satuan,
dan sumber data. Manual IKU diperlukan untuk memastikan konsistensi,
validitas, dan akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja di seluruh
unit kerja

d. Melakukan review terhadap SOP pengumpulan data, khususnya pada
bagian alur flowchart, dengan menambahkan tahapan atau mekanisme
koreksi dan penyampaian perubahan data ke Biro Perencanaan dan
Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alur data kinerja
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terdokumentasi dengan jelas dan mudah ditelusuri apabila terjadi revisi
atau pembaruan data.

e. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada
rapat monitoring dan evaluasi yang belum menunjukkan peran sebagai
pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja,
terutama terkait.

f. Melakukan penyelarasan antara kriteria dalam SK Reward and
Punishment yang berlaku pada Satker dengan kertas kerja atau
rekapitulasi penilaian.

g. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi,
hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib.

h. Melaksanakan reviu/verifikasi kesesuaian dan keselarasan data realisasi
dan capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan
aplikasi pelaporan kinerja telah memadai.

i. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan memuat analisis
perbandingan realisasi kinerja dengan periode tahun sebelumnya
terutama pada indikator kinerja yang berkelanjutan agar
menggambarkan efektivitas tindak lanjut perbaikan kinerja antar periode.

j- Menyusun tindak lanjut atas kendala dan rekomendasi yang diidentifikasi
pada periode sebelumnya, termasuk status pelaksanaannya (selesai,
sedang berjalan, atau belum dilaksanakan). Hal ini untuk memastikan
bahwa permasalahan yang sama tidak berulang dan proses perbaikan
kinerja dapat terukur serta terdokumentasi dengan baik

k. Memastikan bahwa seluruh anggota Tim Pengelola SAKIP yang
tercantum pada SK telah memperoleh pembekalan dan pelatihan teknis
terkait implementasi SAKIP, baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis,
maupun pelatihan lanjutan.

. Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil
evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya
perbaikan implementasi SAKIP Satker

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
kegagalan dan penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah
dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke
depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan
timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja
pada periode selanjutnya.
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No | Kendala/ | Rekomenda Rencana Timeline | Apakah | Kode | Peristiwa
Permasal Si Tindak Sudah | Risiko Risiko
ahan Lanjut dikelola
sebagai
risiko
(YIT)*
1 | Terjadi Melakukan Melakukan Triwulan T - -
penurun pemantauan | pemantauan | IV 2026
an pada | secara secara
Nilai AKIP | berkala berkala
dikarena | pada 9 IKU | pada 9 IKU
kan yang telah | yang telah
penurun ditetapkan ditetapkan
an nilai | pada tahun | pada tahun
pada 2026, agar | 2026, agar
kompo persentase | persentase
nen realisasi realisasi
capaian capaian capaian
kinerja kinerjanya kinerjanya
lebih tinggi | lebih tinggi
dari tahun | dari  tahun
2025 2025
Tabel 3.27 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berdasarkan hasil asesmen nilai AKIP oleh Inspektorat | pada tahun
2025, realisasi capaian nilai AKIP Pusdatin tercatat mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam rangka mencapai target yang
telah ditetapkan, Pusdatin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan upaya
strategis, antara lain sebagai berikut:
a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap bulan)

membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin;
b. Mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, serta bimtek Renstra;
c. Mengikuti rapat evaluasi internal bersama Sekretaris Utama Badan POM
setiap triwulan;
d. Mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
e. Dokumen perencanaan telah selesai disusun yaitu :

A WON -~

()]
_\ovvvvvvvvv

~— ~—

(9]

© 00 N

—_—

2025-2029

Perjanjian Kinerja 2025
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025
Revisi Perjanjian Kinerja 2025

Revisi RAPK 2025
Penetapan MPH 2025
Draft Renstra Pusdatin 2025-2029
SK Renstra 2025-2029
SKIKU 2025
SK Penanggung Jawab Data 2025
Pengusulan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2026
Penyusunan SWOT Pusdatin untuk Rancangan Renstra BPOM
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12) Manual IKU dan Kertas Kerja IKU Pusdatin Tahun 2025
13) Rencana Kinerja Tahun 2026

f. Dokumen pelaporan telah selesai disusun yaitu:

Laporan Kinerja 2024

Laporan Tahunan 2024

Masukan terhadap Laporan Tahunan BPOM 2024

Lapkin Interim TW |

Laporan Evaluasi Internal TW |

Monev TW |

Laporan Interim TW I

Laporan Evaluasi Internal TW Il

Monev TW Il

Laporan Interim TW IlI

Laporan Evaluasi Internal TW Il

Monev TW Il

Laporan Evaluasi Internal TW IV

Monev TW IV

Perbaikan Laporan Kinerja Tahun 2024

Pemenuhan hasil rekomendasi atas SAKIP 2024

O 0 NO O b WN -
N N N N N N N N N

[ N N U U . N
oo 0k WN—O
N N N N N Y N

2.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, realisasi IKU belum
mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 97,46%. Hal ini
dikarenakan terdapat penurunan nilai pada komponen perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja
internal, sehingga masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan.
Upaya perbaikan tersebut dimonitor dan dievaluasi secara berkala setiap
triwulan di tahun 2025. Selanjutnya, laporan kinerja 2025 digunakan sebagai
instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan perbaikan kinerja
berlangsung secara berkelanjutan.
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3. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

(%)
100

Kategori

Nilai Kinerja Anggaran Pusat 5 5 Baik

Data dan Informasi

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Pada akhir tahun 2025, target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran
Pusdatin ditetapkan sebesar 5. Realisasi pada triwulan IV juga mencapai
nilai 5, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100% dengan
kriteria “BAIK”.

3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun

sebelumnya

Realisasi Kriteria
87,07

91,83

Tahun | Target
2021 93
2022 | 93,6
2023 | 94,8 89,41

2025 5 5 100% Baik
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025

Capaian (%)
93,62%
98,11%
94,31%

Baik
Belum Memenuhi Ekspektasi
Cukup

Terjadi penurunan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya
perubahan penetapan target indikator Tahun 2029 yang dilakukan pada akhir
tahun 2025 menjadi nilai 5. Sehingga capaian realisasi indikator Nilai Kinerja
Anggaran yang diperoleh Satker Pusdatin di Tahun 2025 mencapai 100%
bila dibandingkan dengan target indikator di Tahun 2029.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator
Kinerja

Target
2029

Realisasi
2025

Capaian
(%)

Kategori

Notifikasi
Warna

Nilai Kinerja 5

5

100

Tercapai/

A

Anggaran Pusat Melampau
Data dan i

Informasi

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin pada tahun 2025
terealisasi sebesar 5, dengan target nilai 5 pada tahun 2029. Mengingat nilai
maksimal untuk indikator ini adalah 5, maka capaian kinerja yang diperoleh
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telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target tahun 2029,
dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Satuan Kerja Lain

Unit Kerja Nilai Kinerja
Anggaran

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 100
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 98,39
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan 97,33
Makanan Nasional
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 88,81
Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 3.31 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel tersebut, bila ditinjau per unit kerja Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi
dibandingkan dengan satker Pusat-pusat di lingkungan BPOM sebesar 100.
Selanjutnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mencatat Nilai
Kinerja Anggaran sebesar 98,39.

Sementara itu, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional mencapai Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,33, dan Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
memperoleh Nilai AKIP sebesar 88,81.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TA 2025 capaian nilai NKA mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada Nilai IKPA yang
sebelumnya 99,13 menjadi 100, serta peningkatan pada NK Perencanaan
Anggaran yang sebelumnya 99,63 menjadi 100.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN [T}

uaftar Prrancanase

s

mm 10

Gambar 3.6 Hasil Penilaian IKPA Tahun 2025
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NK Perencanaan Satuan Kerja

Tampilkan 1= & enni Cari:
Efestivitas Eftsianl

o, + Kode Satuan Kera Satuan Kerja MK Perescansan Anggaran Capaian RO Penggumaan SEK.

PLUSAT OATA TR INPSRBAS OBAT CAI BARARAN T 100,00 200 10600

Meenampitian 1 sampai L dani Lentr chalummya - elanmub
Gambar 3.7 Hasil Penilaian EKA Tahun 2025

Alternatif yang telah dilakukan Pusdatin sehingga capaian Nilai NKA
meningkat adalah sebagai berikut:
1. Melakukan revisi DIPA serta Halaman Ill DIPA sesuai dengan timeline
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
2. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target penyerapan

Nasional per triwulan

o0k w

Melakukan kontrak pra-DIPA
Menyelesaikan tagihan untuk SPM LS Kontraktual secara tepat waktu
Memanfaatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Melakukan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran pada RO SBKU

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah
dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke
depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan
timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja
pada periode selanjutnya.

No | Kendala/ | Rekomen Rencana Tindak Timeli | Apakah | Kode | Peristiwa
Permasala dasi Lanjut ne Sudah Risik Risiko
h an dikelola o
sebagai
risiko
(Y/IT)*

1 | Penyerap | Melaku Melakukan Triwul Y K-3 | Adanya
an kan pemantauan an IV penyerap
anggaran | pemantau serta monitoring | 2026 an
pada an serta dan evaluasi anggaran
triwulan monitor pada yang
tertentu ing dan penyerapan belum
belum evaluasi anggaran satker sesuai
memenuhi | pada secara rutin dengan
target penyerap setiap bulan target
nasional an Melakukan revisi nasional
yang anggaran halaman Il DIPA
ditetapkan | satker dengan
Kementeri | secara memperhatikan
an rutin target
Keuangan | setiap penyerapan

bulan anggaran
Nasional

Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
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3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian
Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran meliputi pengelolaan
keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta koordinasi dan konsultasi
baik secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen
Perbendaharaan Provinsi DKI). Selain itu, dilakukan upaya efisiensi dalam
pemanfaatan anggaran pada RO Layanan BMN (SBKU).

Dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan unit
kerja, Pusdatin melakukan revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali, dengan 2
(dua) revisi yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran. Dari jumlah
tersebut, hanya 4 (empat) revisi DIPA yang diperhitungkan dalam penilaian
IKPA, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan target revisi DIPA yang
ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

3.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja
Utama (IKU) Tahun 2025 telah tercapai dengan capaian indeks sebesar 5.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan selama pelaksanaan
tahun berjalan, khususnya penyerapan anggaran pada triwulan tertentu yang
belum sepenuhnya memenuhi target nasional yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengukur
Nilai Kinerja Anggaran terhadap target yang telah ditetapkan dalam reviu
Renstra Pusdatin. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga merepresentasikan
tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pencapaian
kinerja yang optimal di lingkungan Pusdatin.
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4. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi
4.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kategori
(%)
Indeks Manajemen Risiko 2,94 2,969 100,99 Sangat
Pusat data dan Informasi Baik

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

Target Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Pusdatin pada akhir
tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,94. Hingga Triwulan IV, realisasi capaian
mencapai 2,969, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100,99%
dan masuk dalam kriteria “SANGAT BAIK”.

4.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Tahun Target Realisasi Capaian (%) Kriteria
2021 - 2.625 - -
2022 - 2.875 - -
2023 - 2.938 - -
2024 - 2.906 - -
2025 2,94 2,969 100,99 Sangat Baik

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2021-2025

Realisasi Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2025 tidak dapat
dibandingkan secara langsung dengan realisasi tahun sebelumnya, karena
pada periode 2021-2024 indikator tersebut belum ditetapkan sebagai IKU
Pusdatin. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan
peningkatan sebesar 2,17% dibandingkan dengan capaian pada periode
sebelum indikator ini ditetapkan.

4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Notifikas
2029 2025 (%) i Warna

Indeks Manajemen | 3,07 2,969 96,71 Akan
Risiko Pusat data Tercapai
dan Informasi

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Target
Renstra 2025-2029
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 3,07,
sementara realisasi pada tahun 2025 mencapai 2,969. Dengan demikian,
apabila dibandingkan dengan target tahun 2029, capaian kinerja tahun 2025
tercatat sebesar 96,71% dan berada pada kategori “Akan Tercapai”

4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Satuan Kinerja Lain

Unit Kerja Nilai Indeks Maturitas | Nilai Manajemen Risiko
Manajemen Risiko Indeks (MRI) BPOM
Pusat Data dan Informasi 2.969 4.252
Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan SDM 2.969
Pusat Pengembangan 2.938
Pengujian Obat dan
Makanan
Pusat Analisis dan Kajian 3.375

Obat dan Makanan

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Realisasi
Kinerja Unit Lain

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko,
Pusdatin serta Pusat Pengembangan SDM masing-masing mencatat
capaian indeks sebesar 2,969. Sementara itu, Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan memperoleh nilai indeks sebesar 2,938.
Adapun capaian tertinggi ditunjukkan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat
dan Makanan dengan nilai indeks mencapai 3,375.

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Manajemen Risiko BPOM,
belum ada satuan kerja Pusat-Pusat yang melebihi capaian realisasi BPOM
sebesar 4,252.

4.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan
Nilai Indeks Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2025 telah mencapai

target, keberhasilan capaian Indeks Manajemen Risiko tersebut disebabkan
beberapa hal, yaitu:
a. Pusdatin selaku Unit Pemilik Risiko telah :
1. Memutakhirkan data manajemen risiko secara tertib yaitu minimal
setiap semester;
2. Mengidentifikasi risiko pada setiap sasaran strategis/program/kinerja
sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan; dan
3. Memiliki kriteria dalam penentuan level risiko baik level kemungkinan
maupun dampak.
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b. Pusdatin telah mengintegrasikan manajemen risiko dengan manajemen
kinerja melalui cascading kinerja dan tagging risiko pada setiap Rencana
Hasil Kerja (RHK) pegawai;

c. Seluruh pegawai Pusdatin telah mengikuti pelatihan manajemen risiko
minimal melalui aplikasi IDEAS.

No | Kendala Reko Rencana Tindak | Timeli | Apakah Kode | Peristiwa
/ menda Lanjut ne Sudah Risiko Risiko
Permasa si dikelola
lahan sebagai
risiko
(Y/T)*
1 | Tim Pelatih | 1. Mengundang [ TW 1 T - -
Manrisk | an Tim dan
Pusdatin | terkait Inspektorat TW 2
belum Manaj untuk Tahun
memaha | emen mereviu hasil | 2026
mi Risiko implementasi
dengan Manrisk
baik Pusdatin
terkait Tahun 2025
bagaima 2. Pelatihan
na Manrisk
melakuk untuk Tim
an reviu, Manrisk dan
analisa CPNS
dan
menyus
un
kertas
kerja
Tabel 3.38 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan
Informasi

4.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025 untuk
mendukung keberhasilan capaian target Indeks Manajemen Risiko di
Lingkungan Pusdatin adalah sebagai berikut :

a. Penerbitan SK Tim Manajemen Risiko tahun 2025

b. Sharing knowledge dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen
Risiko Pusdatin Tahun 2024 bersama Tim Inspektorat yang dilaksanakan
pada tanggal 12 Februari 2025

c. Refreshment Manajemen Risiko bersama dengan konsultan Ahli yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 dan 11 Maret 2025

d. Mereviu resiko Pusdatin berdasarkan pedoman Manrisk serta isu internal
dan eksternal Pusdatin.

e. Mereviu Daftar Risiko Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025

f. Sosialisasi daftar Risiko Pusdatin dan masing-masing fungsi di pusdatin
kepada Seluruh Pegawai Pusdatin di tanggal 16 Juni 2025
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g. Penginputan daftar risiko semester 2 tahun 2025 ke dalam aplikasi SAPA
APIP

h. Melakukan monev dan reviu terhadap terhadap tindakan mitigasi resiko
yang sudah dilakukan

i. Auditor Internal Pusdatin melakukan reviu terhadap risk register
Semester 2 Tahun 2025

j. Pengisian kertas kerja dan pengumpulan data dukung Penilaian mandiri
tingkat maturitas Risiko di Pusdatin pada
https://sites.google.com/view/penilaianmanrisk2025

k. Mereviu Isu Internal dan Eksternal sebagai persiapan Audit Internal 9001
dan 37001

. Pengesahan Risk Register, RTP dan Reviu Risiko Pusdatin

m.Desk Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di
Lingkungan BPOM yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025

n. Laporan Pelaksanaan Manajemen Riisko di tahun 2025 dari Ketua Tim
Manrisk Pusdatin kepada Kepala Pusdatin

4.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun secara triwulanan menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target Indeks
Manajemen Risiko Pusdatin. Laporan tersebut sekaligus menggambarkan
perkembangan capaian Indeks Manajemen Risiko Pusdatin pada setiap
triwulan secara berkelanjutan.
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3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Apakah
sudah
N . Harels Rekomendasi TW Rencar_\a ULE AL Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnyva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(YIT)*
1 | Nilai Indeks | 1. Hasil Indeks |1. Reviu Reviu Selesai | Rancangan hasil TW IV Y 0-26 | Spesifikasi
SPBE SPBE BPOM Kebijakan/Pedoman/ Kebijakan/Pedoman reviu telah aplikasi yang
pada tahun Standar terkait TIK /Standar terkait TIK diselesaikan dan dikembangkan
2024 adalah dalam tahap tidak sesuai
4,53 penyusunan legal dengan
. Telah dilakukan drafting spesifikasi
reviu terhadap menindaklanjuti aplikasi yang
Kepka arahan Biro Hukum diajukan pada
Arsitektur dan dan Organisasi form pengajuan
Peta Rencana pengembangan
SPBE yang aplikasi yang
menghasilkan disampaikan ke
rancangan Pusdatin
Kepka 2. Pemenuhan Standar Pemenuhan Selesai | Re-Sertifikasi ISO TW IV T - -
Aristektur dan ISO Series Standar ISO Series 27001:2022 dan
Peta Rencana Audit Internal ISO
SPBE 2024. 9001:2015 dan
. Telah disusun 37001:2017 telah
rancangan dilaksanakan pada
SOP Makro TW 3 dan TW 4
dan Mikro
sebagai 3. Reviu Permohonan Reviu Permohonan | Selesai | Rekomendasi TW IV Y 0-27 | Pengajuan APD
pedoman Alat Pengolah Data Alat Pengolah Data Permohonan APD yang tidak
implementasi sesuai Standar sesuai Standar telah selesai sesuai dengan
arsitektur dan Infrastruktur TIK Infrastruktur TIK diterbitkan standar
peta rencana
SPBE BPOM
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tahapan awal reviu
arsitektur dan peta
rencana SPBE

Reviu dan

tahapan awal reviu
arsitektur dan peta
rencana SPBE

Reviu dan

disusun dalam
arsitektur domain
SPBE dan menjadi
masukan dalam
penyusunan peta
rencana terbaru

Apakah
sudah
. EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
No | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
Reviu Inisiasi Proyek Reviu Inisiasi | Selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-25 | Spesifikasi
Pengembangan Proyek reviu dan diterbitkan aplikasi yang
Aplikasi sesuai Peta Pengembangan rekomendasi hingga dikembangkan
Rencana SPBE Aplikasi sesuai Peta tahap pengujian tidak sesuai
Rencana SPBE sebelum dengan
implementasi spesifikasi
aplikasi yang
diajukan pada
form pengajuan
pengembangan
aplikasi yang
disampaikan ke
Pusdatin
Pedoman dan
Pelaksanaan Survey Pedoman dan | Selesai | Sudah diterbitkan TW IV Y 0-26 | Survey
Layanan TIK Pelaksanaan pedoman dilakukan
Survey Layanan TIK pelaksanaan survey berulang pada
layanan TIK terbaru periode yang
sama untuk
pemenuhan
target
responden
Verifikasi hasil Verifikasi hasil
survey untuk survey untuk | Selesai | Hasil verifikasi TW IV T - -
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monitoring dan

Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
Penetapan SK Tim Penetapan SK Tim | Selesai | Telah dilaksanakan | TW I Y 0-15 Inkonsistensi
Satu Data BPOM Satu Data BPOM pada TW | data pada
2025 2025 aplikasi Badan
POM
8. Reviu dan (8. Reviu dan
Penetapan SK Tim Penetapan SK Tim | Selesai | Telah dilaksanakan | TW I Y 0O-14 | Adanya keluhan
BCC 2025 BCC 2025 pada TW | perbedaan data
pada dashboard
BCC
9. Monev implementasi |9. Monev
Penggunaan Sistem implementasi Selesai | Telah dilaksanakan | TW IV T - -
Penghubung Penggunaan Sistem implementasi
Layanan Pemerintah Penghubung Penggunaan Sistem
(SPLP) BPOM TW Layanan Penghubung
i Pemerintah (SPLP) Layanan
BPOM TW III Pemerintah (SPLP)
BPOM
10. Monev Manajemen [10. Monev Manajemen
Data TW llI Data TW Il selesai 1.Telah TW IV Y 0-15 Inkonsistensi
dilaksanakan data pada
reviu kebijakan aplikasi Badan
manajemen data POM
2.Telah
dilaksanakan
penyusunan dan
reviu SOP terkait
Satu Data
11. Monev Penggunaan [11. Monev Penggunaan
Layanan Data Layanan Data | selesai | Telah dilaksanakan | TW IV Y 0-19 | Potensi
terbuka TW I terbuka TW I koordinasi kegagalan

pertukaran data
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Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
penyediaan dalam kerja
dashboard sama
12. Monev Pemanfaatan |12. Monev
Pusat Data Nasional Pemanfaatan Pusat | selesai | Telah dilaksanakan TW I Y 0-3 Layanan
(PDN) TW I Data Nasional koordinasi dengan terganggu,
(PDN) TW llI KOMDIGI terkait penurunan
Monitoring dan produktivitas,
Evaluasi dan Aplikasi
Implementasi PDNS menjadi lambat
13. Monev Pemanfaatan [13. Monev
Jaringan Intra Pemanfaatan selesai | Telah dilaksanakan | TW IlI Y 0-45 | Aplikasi lambat
Pemerintah (JIP) Jaringan Intra koordinasi dengan diakses
TW I Pemerintah (JIP) KOMDIGI terkait
TW I Monitoring dan
Evaluasi
Implementasi JIP
14. Monev Layanan |14. Monev Layanan
Koneksi Internet Koneksi Internet selesai | Telah dilaksanakan TW I Y 0-2 Akses Internet
Monitoring dan lambat atau
Evaluasi sama sekali
Pemanfaatan tidak ada akses
Internet
15. Koordinasi dengan |15. Koordinasi dengan
Komdigi terkait Komdigi terkait | selesai | Telah dilaksanakan TW IV T - -
persiapan persiapan Koordinasi dan
penggunaan  PDN penggunaan PDN Kunjungan
Jawa Barat Jawa Barat KOMDIGI beserta
Ul terkait Layanan
PDNS dan Rencana
Pengembangan
16. Pengembangan 16. Pengembangan Ekosistem PDN
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Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
aplikasi sesuai aplikasi sesuai | Selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-40 Terhambatnya
dengan hasil reviu dengan hasil reviu pengembangan Proses
peta rencana SPBE peta rencana SPBE aplikasi sesuai pengembangan
dengan hasil reviu aplikasi
peta rencana SPBE berkelanjutan
17. Pemeliharaan 17. Pemeliharaan
aplikasi sesuai aplikasi sesuai | Selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-42 Kehilangan data
dengan peta dengan peta pemeliharaan / data corrupt
rencana SPBE rencana SPBE aplikasi sesuai pada aplikasi
dengan peta yang aktif
rencana SPBE
18. Monev tindak lanjut |18. Monev tindak lanjut
manajemen layanan manajemen layanan | Selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-43 Penanganan
SPBE pada aplikasi SPBE pada aplikasi moneyv tindaklanjut keluhan tidak
ITSM ITSM manajemen layanan sesuai timeline
SPBE pada aplikasi
ITSM
19. Reviu SOP |19. Reviu SOP
Keamanan TIK dan Keamanan TIK dan | selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-30 | Serangan
Persandian  Tahun Persandian Tahun Reviu SOP hacker terhadap
2025 2025 Keamanan TIK dan aplikasi BPOM
Persandian Tahun
2025
20. Monitoring dan [20. Monitoring dan
Evaluasi Hasil Evaluasi Hasil | selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-34 | PIC aplikasi
Vulnerability Vulnerability Monitoring dan tidak setuju
Assessment Assessment Evaluasi Hasil dengan
Vulnerability penjadwalan
Assessment pelaksanaan

ITSA (Uji
Keamanan,
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dengan BSSN

dengan BSSN

Analisis Insiden
Keamanan Siber
dengan BSSN

Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi b i | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(YIT)*
Information
Technology
Security
Assessment)
terhadap aplikasi
ybs
21. Koordinasi Tim |21. Koordinasi Tim
Penanganan Penanganan selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-29 | Terjadiinsiden
Kerentanan - Tim Kerentanan - Tim Koordinasi Tim siber terhadap
Tanggap Insiden Tanggap  Insiden Penanganan aplikasi Badan
Siber Nasional Siber Nasional Kerentanan - Tim POM
dengan BSSN dengan BSSN Tanggap Insiden
Siber Nasional
dengan BSSN
22. Monitoring dan [22. Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-29 | Terjadiinsiden
Pemanfaatan Web Pemanfaatan Web Monitoring dan siber terhadap
Application Firewall Application Firewall Evaluasi aplikasi Badan
Pemanfaatan Web POM
Application Firewall
23. Sosialisasi SOP |23. Sosialisasi SOP
Penanganan Insiden Penanganan selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-29 | Terjadiinsiden
Insiden Sosialisasi SOP siber terhadap
Penanganan aplikasi Badan
Insiden POM
24. Pembahasan 24. Pembahasan
Analisis Insiden Analisis Insiden | selesai | Telah dilakukan TW IV Y 0-29 | Terjadiinsiden
Keamanan  Siber Keamanan  Siber Pembahasan siber terhadap

aplikasi Badan
POM
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Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
2 | Persentase | Belum adanya |1. Development Portal |1. Development Portal | Selesai | 1. Pembangunan 2026 T - -
Data dan akses terpusat SSO SSO Portal SSO telah
Sistem untuk akun dan |2. Development 2. Development dibangun
Informasi akses ke dalam implementasi SSO implementasi SSO 2. Aplikasi BCC
Pengawas | aplikasi yang pada aplikasi BCC pada aplikasi BCC (BPOM
an Sediaan | terintegrasi di (BPOM  Command (BPOM Command Command
Farmasi Badan POM untuk Center) dan aplikasi Center) dan aplikasi Center) dan
dan internal dan Penindakan Penindakan Aplikasi
Pangan eksternal (pelaku Penindakan
Olahan usaha) telah berhasil
yang andal dalam
dan implementasi
terintegrasi fitur SSO
3 | Indeks 1. Hasil Indeks (1. Penyusunan 1. Penyusunan Selesai | Penginputan 2026 Y SDM-1 | Kurang tepat
Pembangu Pembangunan Standar Data dan Standar Data dan standar data dan dalam
nan Statistik  (IPS) Metadata Statistik Metadata Statistik metadata pada pembuatan
Statistik BPOM pada |2. Penyusunan  ABK (2. Penyusunan ABK aplikasi INDAH Standar Data
(IPS) tahun 2024 Pranata Komputer Pranata Komputer dan Metadata
adalah 2,61 dan Statistisi dan Statistisi statistik
2. Telah dilakukan
reviu terhadap
rekomendasi
penilaian IPS
tahun 2024
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Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
4 | Nilai Hasil indeks ZI |1. Laporan monitoring [1. Laporan monitoring | Selesai Laporan - - -
Pembangu | pada Tahun 2024 dan evaluasi WBS dan evaluasi WBS monitoring dan
nan Z| adalah: 86,31 dan [2. Persiapan 2. Persiapan evaluasi
Pusat Data | Tahun 2025 Pelaksanaan Survei Pelaksanaan Survei WBSdilaporkan
dan mengalami layanan IT layanan IT setiap triwulan.
Informasi peningkatan 2. surevi TIK telah
menjadi 86,60 dilaksanakan Y 0-22 Survey
pada TW III. dilakukan
berulang
pada periode
yang sama
untuk
pemenuhan
target
responden
5 | Nilai AKIP | Nilai AKIP |1. Melakukan reviu |1. Melakukan reviu | Selesai [1. Telah dilakukan TW IV T - -
Pusat Data | Pusdatin tahun terhadap terhadap rapat
dan 2024 berdasarkan keselarasan antara keselarasan antara pembahasan
Informasi hasil penilaian perencanaan, perencanaan, akhir terkait
oleh pengukuran kinerja pengukuran Kinerja Renstra
APIP adalah dengan melengkapi dengan melengkapi Pusdatin tahun
81,87. Capaian kertas kerja, dan kertas kerja, dan 2025-2029
nilai AKIP memastikan memastikan dengan internal
Pusdatin tahun pelaporan dan pelaporan dan Pusdatin dan
2024 belum evaluasi kinerja. evaluasi kinerja. juga Konsultan
berhasil 2. Melakukan 2. Melakukan 2. Telah
mencapai  target pembahasan pembahasan dilaksanakan
yang ditetapkan rekomendasi dan rekomendasi  dan desk evaluasi
yaitu 84 (97,46%) hasil tindak lanjut hasil tindak lanjut SAKIP bersama
yang telah dilakukan yang telah dengan
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Apakah
sudah
N . EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
o | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(Y/T)*
bersama dengan dilakukan bersama Inspektorat pada
inspektorat. dengan inspektorat. tanggal 08
September 2025
6 | Nilai Nilai Kinerja Melakukan reviu Melakukan reviu | Selesai |1. Telah dilakukan TW IV Y K-2 Adanya
Kinerja Anggaran  Pusat penyerapan penyerapan monitoring setiap pencairan
Anggaran Data dan Informasi anggaran satker anggaran satker komponen pada anggaran tidak
Pusat Data | pada Tahun 2024 setiap bulan setiap bulan nilai IKPA secara sesuai dengan
dan adalah: 99,37 Melakukan Melakukan rutin setiap bulan RPD yang telah
Informasi pembahasan pembahasan 2. Telah ditetapkan
rencana penarikan rencana penarikan dilaksanakan
dana satker setiap dana satker setiap pemanfaat
triwulan triwulan efisieansi
Melaksanakan Melaksanakan anggaran pada
kegiatan dan kegiatan dan rincian output K-3 Adanya
pencairan dana pencairan dana SBKU Layanan Penyerapan
pada SBKU pada SBKU BMN angaran yang
Layanan BMN untuk Layanan BMN untuk 3. Telah dilakukan belum sesuai
memaksimalkan memaksimalkan revisi DIPA yang dengan target
indikator efisiensi indikator  efisiensi ditetapkan nasuinal
capaian Nilai EKA capaian Nilai EKA Kemenkeu
Melakukan revisi Melakukan revisi sebanyak 4
anggaran sesuai anggaran sesuai (empat) kali
dengan batas yang dengan batas yang
ditetapkan oleh ditetapkan oleh
Kemenkeu Kemenkeu
7 | Indeks Hasil Penilaian Reviu Daftar Risiko Reviu Daftar Risiko | selesai | sudah ditindaklanjuti | TW IV |Y 0-49 1. Tidak
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Apakah
sudah
. EheRIE Rekomendasi TW Rencar.\a ULICELS Progres TL Timeli | dikelola Kode Peristiwa
No | Indikator Permasalahan Sebel Lanjut TW Status Rek dasi baaai | Risik Risik
TW sebelumnva ebelumnya Sebelumnva ekomendasi ne sebagai isiko isiko
y y risiko
(YIT)*
Manaje Maturitas di lingkungan di lingkungan Tahun dan Mengidentifik
men Risiko | Manajemen Risiko Pusdatin Pusdatin 2025 0-50 asi Semua
Pusat Data | Pusdatin ~ Tahun Self assessment Self assessment Risiko yang
dan 2024 adalah 2,906 Implementasi Implementasi Relevan
Informasi dengan tingkat Manajemen Risiko di Manajemen Risiko Keterlambata
maturitas Risk Lingkungan di Lingkungan n Pelaporan
Aware Pusdatin Pusdatin Pengelolaan
Desk dengan Desk dengan Manajemen
Inspektorat Inspektorat Risiko di
Pelaporan Pelaporan lingkungan
implementasi implementasi Pusdatin
Manajemen Risiko di Manajemen Risiko pada Media
Lingkungan di Lingkungan pelaporan
Pusdatin Pusdatin yang
ditetapkan
BPOM
(SAPA APIP)

Tabel 3.39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
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3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja disusun untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan
konsistensi Pusdatin dalam menjaga transparansi kepada pihak internal dan
eksternal.

Terdapat beberapa manfaat dari penyusunan laporan kinerja ini diantaranya:

1. Memantau Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Memantau, mengukur, dan mengevaluasi ketercapaian kinerja dan realisasi
anggaran merupakan salah satu hal penting untuk mengetahui informasi
tentang sejauh mana target yang ditetapkan akan tercapai serta seberapa
besar anggaran yang sudah terealisasi. Sebagai salah satu lembaga di
pemerintahan, keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran
Pusdatin menjadi tolak ukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan Komunikasi Pimpinan dan Pegawai
Laporan kinerja dapat meningkatkan komunikasi antara pimpinan (Kepala
Pusdatin) dengan pegawainya. Dengan adanya laporan kinerja pimpinan dapat
mengetahui permasalahan apa saja yang muncul pada saat akan mencapai
indikator kinerja utama. Komunikasi yang dijalin secara efektif akan mendorong
produktivitas antar tim dan mengurangi terjadinya konflik di tempat kerja.

3. Memudahkan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan
Manfaat dalam membuat laporan kinerja adalah agar Pimpinan dapat membuat
keputusan yang tepat dan tepat sasaran. Laporan kinerja Pusdatin memuat
permasalahan yang muncul dan alternatif solusi dalam menghadapi
permasalahan tersebut. Namun setelah diberi beberapa alternatif solusi masih
ada indikator yang target tahunannya tidak tercapai. Hal inilah yang
membutuhkan kebijakan Pimpinan dalam mencapai target di tahun selanjutnya.

4. Landasan Perencanaan
Perencanaan dibuat berdasarkan pada laporan yang dihasilkan. Contoh apabila
masih ada beberapa aspek yang kurang di dalam laporan, maka perencanaan
kinerja bisa dibuat di periode berikutnya sehingga ada strategi yang muncul
dalam memperbaiki aspek tersebut.

5. Pertanggungjawaban pada Masyarakat
Pusdatin wajib membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat dan para stakeholder. Selain sebagai pertanggungjawaban,
laporan ini juga menunjukkan bahwa Pusdatin merupakan lembaga
pemerintahan yang profesional, kredibel, dan transparan.
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3.4. Realisasi Anggaran
3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Petikan 17 Nomor SP DIPA- 063.01.1.632458/2025
tanggal 2 Desember 2025 satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan mengelola anggaran sebesar Rp.45.468.340.000. Selama tahun 2025
terdapat perubahan pagu anggaran melalui 6 (enam) kali Revisi DIPA, terdiri
atas:

1) Revisi DIPA 01 pada Direktorat Jendral Anggaran (DJA), tanggal 22 Februari
2025 berupa revisi Automatic Adjustment.

2) Revisi DIPA 02 pada pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 21
Maret 2025 berupa revisi Pemenuhan Honor Pramubakti s.d Akhir TA 2025.

3) Revisi DIPA 03 pada Kanwil DJPb, tanggal 18 Juni 2025 berupa revisi
Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu
anggaran tetap.

4) Revisi DIPA 04 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 7 Juli
2025 Dberupa Penambahan Gaji CPNS dan PPPK sebesar
Rp496.406.000,00.

5) Revisi DIPA 05 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 26
Agustus 2025 berupa Penambahan Alokasi Anggaran dari Deputi Il untuk
Pengadaan Tools Aplikasi Berbasis Al (Artificial Intelligence) sebesar
Rp450.000.000,00.

6) Revisi DIPA 06 pada Kanwil DJPb, tanggal 1 Oktober 2025 berupa
Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu
anggaran tetap.

Pengelolaan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan adanya blokir anggaran
sebesar Rp. 17.052.812.000 sehingga anggaran yang bisa digunakan hinga
akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp.28.415.528.000, sedangkan realisasi
Anggaran pada TA 2025 tercapai sebesar Rp.28.415.280.433 (99,999%).
Berikut realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Target Realisasi Persentase
Anggaran . L .
Kegiatan Anggaran setelah Kegiatan Anggaran Eea!|sta5| AReahsaS| Realllsr?3| Antgg?ran
pemblokiran egiatan nggaran setelah pemblokiran

27 45,468,340,000 | 28,415,528,000 27 28,415,280,433| 100% 62.49% 99.999%

Tabel 3.40 Perbandingan target dengan realisasi anggaran dan kegiatan 2025
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Strategi yang dilakukan oleh Pusdatin dalam mengoptimalkan penyerapan
anggaran sebagai berikut:

1) Dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dengan target pencairan anggaran sesuai dengan Rencana
Penarikan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya;

2) Pelaksanaan revisi DIPA maksimal 2 (dua) kali dalam satu semester;

3) Kontrak Pra DIPA 2025 dilakukan untuk menambah nilai akselerasi pada
komponen penilaian pelaksanaan kontraktual;

4) Memaksimalkan UP dan TUP Tunai sehingga tidak ada pengembalian sisa
TUP ke Negara serta pelaporan LPJ GUP/GUP Nihil dilakukan tepat waktu;

5) Penyampaian SPM dilakukan tepat waktu;

6) Tercapainya realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
pada awal tahun anggaran.

3.4.2. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran
Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 7 (tujuh) rincian output. Perbandingan

realisasi anggaran dengan realisasi kinerja pada Pusdatin tahun anggaran 2025,
sebagai berikut:

Volume Output Anggaran
No Rincian Output Satuan
Target | Realisasi % Pagu Realisasi %
Sistem Informasi
1 [Pemerintahan (SPBE) Layanan 5 5 100.00% | 1,240,764,000| 1,240,759,319|100.00%
Layanan Sarana
2 lInternal Unit 41 45 109.76% 513,673,000 513,666,190(100.00%
Perangkat Pengolah
3 |Data dan Komunikasi Unit 13 14 107.69% 113,218,000 113,218,000|100.00%
4 [Layanan BMN Layanan 1 1 100.00% 7,956,000 7,956,000|100.00%
Layanan Organisasi
dan Tata Kelola
5 [Internal Layanan 1 1 100.00% 630,617,000 630,611,766 (100.00%
Layanan Data dan
6 [Informasi Dokumen 1 1 100.00% | 3,542,611,000| 3,542,610,600|100.00%
7 |Layanan Perkantoran Layanan 1 1 100.00% |22,366,689,000]22,366,458,558|100.00%

Tabel 3.41 Realisasi anggaran per rincian output

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian output Pusdatin
pada tahun 2025 seluruhnya tercapai 100% dengan dua rincian output yang
tercapai lebih dari 100% yaitu Layanan Sarana Internal dengan capaian 109,76%
dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian 107,69%.
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3.4.3. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Pusdatin pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis, ketercapaian
realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Capaian Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja = = >
Kegiatan Kegiatan Target | Co. o0 ersent Pagu Realisasi ersent
si ase ase
1 |01 - Tewujudnya |01 - Persentase data
Data dan Sistem [dan sistem informasi
Informasi pengawasan sediaan 20 20 |100,00%| 4.438.111.000| 4.438.110.600|100,00%
Pengawasan Farmasi dan Pangan
Sediaan Farmasi |Olahan yang andal dan
dan Pangan terintegrasi
Olahan yang 145 _|ngeks SPBE 459 | 459 [100,00%|12.312.566.000(12.312.561.025( 100,00%
Andal, Realtime
dan Terintegrasi |03 - Indeks
Pembangunan Statistik 2,61 2,61 |100,00% 940.258.000 940.254.650( 100,00%
(IPS)
2 |02 - Terwujudnya |01 - Nilai Pembangunan
Tatakelola Z| Pusat Data dan 86,52 | 86,60 |100,09% 448.174.000 448.169.266| 100,00%
Pemerintah Pusat | Informasi
Data dan o
) 02 - Nilai AKIP Pusat o 0
Informasi Obat Data dan Informasi 81,88 | 80,11 97,84% 148.193.000 148.192.500| 100,00%
dan Makanan
Anggaran Pusat Data 5 5 100,00%] 10.093.976.000( 10.093.742.392( 100,00%
dan Informasi
04 - Indeks Manajemen
Risiko Pusat Data dan 294 | 2,969 [100,99% 34.250.000 34.250.000{ 100,00%
Informasi
Total Anggaran|28.415.528.000| 28.415.280.433| 100,00%

Tabel 3.42 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi
anggaran per sasaran strategis pada umumnya telah mencapai 100%. Adapun
realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran strategis Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal

dengan capaian sebesar 99,999%. Selain itu, terdapat satu indikator kinerja yang
belum mencapai 100%, yaitu Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan dengan capaian sebesar 97,84.

3.4.4. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Pada tahun 2025, terdapat 26 kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin
dengan rincian output dan juga anggaran sebagai berikut :
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Volume Anggaran
No Kegiatan Realisa
Target Si Capaian Pagu Realisasi Capaian
1 Ei?fz‘;ia;ofneﬁ&zks?t Pengolah 13 14 [ 107.69% | 113,218,000| 113.218,000| 100.00%
2 E:Arznca”aa” dan Penata Kelolaan| 1| 100.00% 7,956,000 7,956,000 100.00%
3 ;Z?grﬁ:;agiEi?ac:}”;ug:'ﬁn 64 105 | 164.06% | 448,174,000| 448,169,266| 100.00%
4 E‘j:;‘ﬁitsgg;glememas' SAKIP 5 5 |100.00% | 148,193,000 148,192,500 100.00%
5 [Peningkatan Kompetensi SDM TIK 5 5 100.00% 34,250,000 34,250,000] 100.00%
6 :Tff’;‘:’n‘i::ig;:g:g?:t:r'iﬁzks' 22 22 | 100.00% |3.542,611,000| 3.542,610,600| 100.00%
7 |Pembayaran Gaiji dan Tunjangan 14 14 | 100.00% |5,548,729,000| 5,548,511,950| 100.00%
8 E:gi';:a:staer;ki':;iz Informasi 5 5 |100.00% | 710,500,000 710,500,000 100.00%
Pemeliharaan Sistem Informasi
9 | ayanan Intorna 1 1 100.00% | 185,000,000| 185,000,000| 100.00%
10 [Dukungan Keamanan TIK 4 4 100.00% | 578,045,000 578,044,173 100.00%
Pengadaan peralatan
11 |perlengkapan perkantoran dan 12 12 100.00% | 327,572,000 327,571,421 100.00%
penambah daya tahan tubuh
Belanja Pemeliharaan dan
12 |Operasional Kendaraan Roda 12 12 100.00% 37,000,000 36,999,049| 100.00%
4//6/10
13 |Administrasi Kegiatan 12 12 | 100.00% [1,231,996,000] 1,231,993.371| 100.00%
14 |Langganan Daya dan Jasa 12 12 [100.00% | 761,082,000| 761,080,423 100.00%
15 [Perawatan Gedung dan Bangunan 12 12 100.00% |1,053,819,000| 1,053,815,100( 100.00%
16 gg;g‘ﬁ‘a‘?ta” Kesejahteraan 1 1 1100.00% | 193.412,000| 193,412,000 100.00%
17 |Jasa Keamanan dan Pengamanan 12 12 100.00% | 254,740,000| 254,739,888 100.00%
18 iﬁ”sa;"i‘rr;,\?a” Pengamanan Arsip | 1 100.00% 4,997,000 4,997,000 100.00%
19 gz“é%f\_‘?rsaraa” bermotor 1 1 100.00% | 159,000,000{ 159,000,000| 100.00%
20 [Layanan Koneksi Jaringan 12 12 | 100.00% |4,179,292,000] 4,179,292.000| 100.00%
21 |Pemeliharaan infrastruktur TIK 12 12 | 100.00% |7,141,505,000| 7,141,502,183| 100.00%
22 i‘;irgi:‘”ha” Sarana Gedung 41 44 |107.32% | 513,673,000| 513,666,190 100.00%
Manajemen Sistem Informasi
23 | ayaman Ekstornal 1 1 100.00% 1,693,000 1,692,169 99.95%
g4 |KoOrdinasi Lintas Sektor 30 44 | 146.67% | 53,290,000| 53,289,500| 100.00%
Pengawasan Sediaan Farmasi dan
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Volume Anggaran
No Kegiatan Realisa
Target Si Capaian Pagu Realisasi Capaian

Pangan Olahan

Keterpaduan Layanan Digital
25 |Sistem Pengawasan Sediaan 331 331 100.00% | 940,258,000] 940,254,650 100.00%
Farmasi dan Pangan Olahan

Penyusunan Matriks Peran hasil

26 dan Kinerja individu Pusdatin

3 3 100.00% | 245,523,000| 245,523,000| 100.00%

Tabel 3.43 Realisasi anggaran per kegiatan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kegiatan
memiliki capaian 100% dengan 4 kegiatan memiliki volume capaian yang lebih
tinggi dari 100% vyaitu kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi dengan capaian volume 107.69%, kegiatan Penyusunan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Pusdatin dengan capaian volume 164.06%, kegiatan
Pemenuhan Sarana Gedung Phinisi dengan volume capaian 107.32% dan kegiatan
Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
dengan volume capaian 146.67%.

3.4.5. Efisiensi Anggaran

Berikut merupakan tabel efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber
daya dalam mencapai kinerja per sasaran kegiatan Pusdatin pada tahun 2025

0, H 0, H
No Sasaran Kegiatan % CapKaeI;?ati isaran ﬁ:;agf:':: IE TE |Kategori
Terwujudnya Data dan
Sistem Informasi
i (0]

1 |Pengawasan Sediaan 100% 100% | 1.00| 0.00 | 199%
Farmasi dan Pangan (Efisien)
Olahan yang Andal,

Realtime dan Terintegrasi
Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintah Yang Optimal o 0 100%

2 Pusat Data Dan Informasi 99.73% 100.00% 11.00 0.00 (Efisien)

Obat Dan Makanan

Tabel 3.44 Tingkat efisiensi anggaran

Dari 2 (Dua) Sasaran Kegiatan milik Pusdatin pada tahun 2025, didapatkan
hasil tingkat efisiensi sebesar 100% (efisien) untuk kedua sasaran kegiatan
tersebut. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan sumber daya, Pusdatin
mampu melakukan efisiensi dengan baik sehingga sasaran kegiatan tercapai
dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Pada Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU.
Hingga akhir Tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp.44.521.934.000 telah terealisasi
sebesar Rp.28.415.280.433 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 63,82% dan
persentase realisasi fisik sebesar 106,86%. Dengan rincian capaian indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:

1. 2 (Dua) indikator kinerja dengan kriteria SANGAT BAIK vyaitu :
1) Nilai Pembangunan Z| Pusat Data dan Informasi
2) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi
2. 5 (Lima) indikator kinerja dengan kriteria BAIK yaitu:
1) Nilai Indeks SPBE
2) Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi
3) Indeks Pembangunan statistik (IPS)
4) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
5) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

Secara umum, pelaksanaan kinerja Pusdatin Tahun 2025 menunjukkan hasil yang
positif. Dari dua sasaran kegiatan yang ditetapkan, sebagian besar Indikator Kinerja
Utama (IKU) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di
antaranya menunjukkan capaian dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mencerminkan
komitmen Pusdatin dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), pengelolaan data dan sistem informasi pengawasan obat dan
makanan yang andal dan terintegrasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Meskipun demikian, Pusdatin menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan
kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan dinamika regulasi,
kebutuhan penguatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, penguatan
budaya data dan keamanan siber, serta perlunya peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas
unit kerja dan pemangku kepentingan. Terhadap hal tersebut, Pusdatin telah dan akan
terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui tindak lanjut hasil evaluasi kinerja,
penguatan perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan data.

Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pimpinan dan seluruh pemangku
kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Pusdatin pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
strategis, perumusan kebijakan, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang
lebih efektif dan efisien.
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Selama pelaksanaan tahun 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
menemui beberapa hambatan serta telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

dan Sistem
Informasi
Pengawasan
Sediaan Farmasi
dan Pangan
Olahan yang
Andal, Realtime,
dan Terintegrasi

fragmentasi data
pada beberapa
sistem informasi
legacy yang belum
sepenuhnya
terintegrasi

analisis data
membutuhkan waktu
tambahan

No|Sasaran Kegiatan| Kendala yang Dampak terhadap Upaya Tindak Lanjut
Dihadapi Tahun Kinerja
2025
1 [Terwujudnya Data |Masih terdapat Proses konsolidasi dan  [Melakukan penguatan

arsitektur data, percepatan
integrasi sistem melalui
API| dan microservices,
serta penyesuaian
roadmap SPBE

Terwujudnya Data
dan Sistem
Informasi
Pengawasan yang
Andal

Keterbatasan SDM
dengan kompetensi
khusus di bidang
data analytics,
keamanan siber,
dan pengelolaan
sistem terintegrasi

Optimalisasi pemanfaatan
teknologi belum
sepenuhnya maksimal

Peningkatan kapasitas
SDM melalui pelatihan,
sertifikasi teknis, serta

penguatan knowledge

sharing internal

Terwujudnya Data
dan Sistem
Informasi
Pengawasan yang
Andal

Dinamika
perubahan
kebijakan dan
regulasi nasional
terkait SPBE dan
transformasi digital

Memerlukan penyesuaian
perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan

Penyesuaian rencana kerja
dan dokumen
perencanaan, serta
peningkatan koordinasi
lintas unit dan
kementerian/lembaga

Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintah
Pusat Data dan
Informasi Obat dan
Makanan yang
Optimal

Nilai AKIP belum
sepenuhnya
mencapai target
yang ditetapkan

Capaian kinerja
organisasi belum optimal
secara menyeluruh

Penguatan kualitas
perencanaan kinerja,
pemantauan indikator,
serta peningkatan
pemanfaatan hasil evaluasi
kinerja

Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintah
yang Optimal

Terjadinya
pemblokiran
anggaran pada awal
tahun anggaran

Penyesuaian
pelaksanaan kegiatan
dan jadwal realisasi

Melakukan revisi
anggaran, penyesuaian
RAPK, serta optimalisasi
pelaksanaan kegiatan
pada periode berjalan
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No|Sasaran Kegiatan| Kendala yang Dampak terhadap Upaya Tindak Lanjut
Dihadapi Tahun Kinerja
2025
6 |Terwujudnya Tata [Meningkatnya risiko |Potensi gangguan Penguatan penerapan
Kelola Pemerintah [keamanan siber layanan dan risiko Sistem Manajemen
yang Optimal seiring dengan terhadap keamanan data |Keamanan Informasi
peningkatan (SMKI), peningkatan
layanan digital awareness keamanan

siber, serta koordinasi aktif
dengan CSIRT

7 |Terwujudnya Tata |Koordinasi lintas Keterlambatan Peningkatan forum
Kelola dan unit kerja dan pemutakhiran data dan  [koordinasi, penyusunan
Layanan Berbasis |pemangku sinkronisasi informasi kesepakatan berbagi data,
Data kepentingan serta penguatan peran
eksternal belum Pusdatin sebagai integrator
optimal dalam data

pertukaran data

Tabel 4.1 Kendala, dampak dan tindak lanjut
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LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025

BADANPOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrochman Indrajaya Sukma
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : TARUNA TKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.
Jakarta, 12 February 2025
Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Kepala Badan Pengawas
Informasi Obat dan Makanan Obat Makanan RI
e
Abdurrochiman Indrajaya Sukma TARUNA IKRAR
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Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

PUSDAT /N

INDIKATOR KINERJA

NO. SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET

1, 01 - Terwujudnya Data 01 - Nilai Indeks SPBE 459
dan Sistem Informasi Nilai
Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan 02 - Persentase data 20 %
Olahan yang Andal, dan sistem informasi
Realtime dan pengawasan Sediaan
Terintegrasi Farmasi dan Pangan

Olahan yang andal dan

terintegrasi

03 - Indeks 2.8 Nilai
Pembangunan Statistik

(IPs)

2. 02 - Terwujudnya 01 - Nilai Pembangunan 86.52
Tatakelola Pemerintah ZI Pusat Data dan Nilai
yang Optimal Pusat Informasi
Data dan Informasi
Obat dan Makanan 02 - Nilai AKIP Pusat 81.88

Data dan Informasi Nilai
03 - Nilai Kinerja 97.47
Anggaran Pusat Data Nilai
dan Informasi

04 - Indeks Manajemen 2.94
Risiko Pusat Data dan Nilai

Informasi

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh
Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh

Empat Ribu Rupiah)

NO. KEGIATAN ANGGARAN

1. WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi
Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan
Makanan

44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Pusat Data dan Kepala Badan Pengawas Obat
Informasi Obat dan Makanan Makanan RI

——

S

Abdurrochman Indrajaya Sukma

TARUNA IKRAR
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2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

H

SASARAN
HKEZIATAN

o -
Terwujudnya
Data dan
SeElam
Infarmasl
I‘enqan‘a SAN
Sadiamn
Farmas! dan
Pangan
Diahan yang
Andal
Femaltima
dan
Terintegrasi

02 -
Terwuludnya
Talakelola
Pamerintah
yang
Dptimal
Pusat Data
dan
Informasl
Dot dan
kMakanan

BADAH PO

REMCAMNA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUSAT DATA DAN INFORMASI DBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

IHDIKAT DR
KINERJA

KEGIATAN B0Y 802 B03 B4 BOS
01 - Hilal

Indeks SPEE

02 -
Persentass
data dan
sletam
Infotmasi
POnNgawEsan
Gedlaan
Fermas! dan
Pangan
Ctahan yang
andal dan
terintegras

03 = Indeks
Pembanguman
Statistk (IPS)

01 - Nilal

Pembanguean
7l Puzsat Diala
dan Informas!

02 - Nital
AKEFP Pusal
Cata dan
Informasl

03 - Nial
Kinerja
Anggaran
Pusat Data
dan Informas

04 - Indeks
Ktana|ermien
Ristkno Pysat
Data dan
informasi

HKEPAL A PUSAT DATA DAN

TARGET

804 807 BOB BODB @O BN g2

20

BE52

81B8

]
]
=

Total

AT N

LAY BT A AR

AMCEOARAM

25 785,844 000

4,934 400 D00

Z,266,266,0:00

106,533,000

1,184, 488,000

10,082 718,000

157,578,000

44521034000

JAKARTA, 12 Febmmry 2025

ABDURRDCHMAN INCRAJAYA SUKMA

MFORMAS] OBAT DAN MAKANAN
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3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja — Revisi 1

BABAH

RENCANA AKSI PERJANJAN KINERJA TAHUN 2025
PUBAT DATA GAM INFORMAST OBAT DAN MAKAHAN
BADAN PEMOAWAS OBAT DAN MAKANAN

NI ATDRA TARDET
EAGARMN HIHERIA
MO HEGIATAN KEGIATAN a9 02 BO3 BO4 BOS 08 BO7 BOB B0 EW BN BY AHOGARAN
1 1= Ml 453 a i L.ES  25.705.844.00
Tarwii|u fiy nlaks SPEE
LAatE Gan
Slatwer 07 70 4,934,400 000
Irermiasi PRrEmiabe
P e sar nfa dan
SEIEnir
r LW aRER
H Sodlimar
T
Tik
Teriniagra
.Il.." : HE. 000
Gratigclk {IPS)
3 03- 1= Wil WOE533.000
Teraa|udenya P Lifst
ar
Qptimal {2 = Nl .Es 1184, RS, 000
(=T Iala
|| i
inf
Mot it
dakprn 7,47 10042, 714,000
o4 2 84 §HY K78 00

Totsl 44511834500

ahartin, 15 Apnl 2037

Hopala Pusat Dnta dan Informasi Cnal dan Makanan

T
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4. Perjanjian Kinerja — Revisi

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
bercrientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama ' TARUNA IKRAR

Jabatan  KEPALA BADAN PENCAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaarn.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Keherhasilan dan kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama Pihak Kedua
KEFALA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
OBAT DAN MAKANAN DAN MAKANAN RI
ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA TARUNA IKRAR
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Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO. SASARAN KEGIATAN

% 01 - Terwujudnya Data dan Sistem
Infarmasi Pengawasan Sediaan
Farmas! dan Pangan Olahan yang
Andal, Realtime dan Terintegrasi

2. 02 - Terwujudnya Tatakelola
Pemerintah Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan yang Optimal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

01 - Persentase data dan sistem
informasi pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang
andal dan terintegrasi

02 - Indeks SPBE
04 - Indeks Pembangunan Statistik
(IPS)

01 - Nilai Pembangunan Z1 Pusat
Data dan Informasi

02 - Nilai AKIP Pusat Data dan
Informasi

03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat
Data dan Informasi

04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat
Data dan Informasi

PUSDAT %N

LAY BT A AR

TARGET

20%

459
Nilai

2.61
Indeks

86,52
Nilai

81.88
Nilai

5 Nilai

2.94
Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,468,340,000 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus
Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO. KEGIATAN

T WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan

Informasi Obat dan Makanan

Pihak Pertama
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

ANGGARAN

JAKARTA, 28 August 2025

Pihak Kedua

45,468,340,000

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR
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5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja — Revisi 2

BADAN FOM

RENCAMNA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAMN
BADAMN PENGCAWAS OBAT DAN MAKANAN

INDIKATOR TARGET
SASARAN KINERJA
NO, KEGIATAN KEGIATAN B0 BO2 BO3 BO4 BOS BOS BO7T BOB BOS RBIO BN B12 ANGGARAN
1. 01- o1- 20 4186,151,000
Terwujudnya  Perzentase
Data dan data dan
Sistem sistem
Informasi infarmas
Fengawasan  pengawasan
Sediaan Sediaan
Farmesi dan  Farmasi dan
Fangan Fangan
Olahanyang  Olahan yang
Andal, andal dan
Realtime terintegrasi
dan
Terintegrasi 02 - Indeks 453 453 453 458 338,661,000
SPBE
04 - Indeks 261  12,337,836,000
Pembangunan
Statistik (1PS)
7. 02- 01~ Nilai 8852 1,989,070,000
Terwujudnya  Pembangunan
Tatakelola Zl Pusat Data
Femerintah dan Infermasi
Pusat Data
dan 02 - Milal B1BR  12,355,724,000
Informasi AKIP Pusat
Obat dan Data dan
Makanan Informasl
yang
Qptimal 03 - Nial 5 13,6B7,239,000
Kinerja
Anggaran
Fusat Data
dan Informasi
04 - Indeks 294 584,750,000
Manajemen
Risiko Pusat
Data dan
Informasi

Total  45,488,340,000

Perencanaan targat B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi
berdacarkan Manual KU Rancangan Renstra 2025-2028 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jakarta, 28 August 2025

Kepala Pusal Data danjnformasi Obat dan Makanan

Abdurrochifian Indrajaya Sukma
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6. Rencana Kinerja Tahun 2026

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Megara Mo, 23 Jokarta Pusal 10560 Indenmia
Telp. (B2 1) 4244691, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : (021) 4245139
BADAN POM Email ; infopom@lindo_net.id; Website : wew pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.8.10.25.62 TAHUN 2025 TENTANG
RENCAMNA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana  kerja  dan
pengangegaran Pusat Data dan Infermasi Obat dan
Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana
Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Tahun 2026;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Noemor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencansan dan Penpanpggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Repuhblile
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga  (Lembaran Negara Republike
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

i Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Aluntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor
1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Orpganisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republile
[ndonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

serhfilal eleicimonk
e
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Tahun 2020 tentang Orgamnisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomaor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2023
Momor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistemn Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : HKeputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan Tahun 2026,

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data
dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya
disebut denpan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputuszan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesato
merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan dalam melalukan penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahun 2026,

Ketiga ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dokumen ini tetah diancatangan secam oleitonk menggunasan serifilal slekionk
yang diterbitkan oleh Balsi Besar Serdfikasi Elektronik (BS0E), Badan Siber dan Sandi Megara (B55N).
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
INFORMAS] OBAT

PUSAT

DATA DAN
DAN MAKANAN NOMOR

HE.02.02.8102562 TAHUN 2025 TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT DATA

DAN

[NFORMAS] OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

RENCANA EINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2026
NO | SASARAN KEGIATAN INDIEATOR TARGET
Terwujudnya Data dan | Persentase data dan  sistem 40%
1 Sistem Informasi informasi pengawasan  sediaan
Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang
Farmasi dan Pangan andal dan terintegrasi
Olahan yang Andal, Indeks Pemerintah Digital 2,00
Realtime dan — 3.00
Terintegrasi Indeks Pembangunan Statistik !
Nilai Pembangunan ZI Pusat Data | 86,73
dan Informasi
Terwujudnya Tatakelola | Nilai AKIP Pusat Dawa dan| 81,89
5 | Pemerintah Pusat Data Informasi
dan Informasi Obat dan | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data 5
Makanan vang Optimal | dan Informasi
Indeks Manajemen Risike Pusat 2,97
Data dan Informasi
3 Tf:rw_u judnye Pelay,.-a@n Persentase Pemenuhan Layanan B
Publik BPOM Berbasis ; : )
Digital yarig Puh_h.l-r. yvang Terintegrasi dengan
s Nasional
Terintegrasi
2 i,
4 Tﬁ:::;ﬂ':;;%?iieémg Persentase  Pemenuhan  Tata 1o
b i Kelola TIK BPOM vang Terstandar
Profesional

KEPALA PUSAT DATA DAN INFOREMASI OBAT DAN MAKANAN,

ABDURROCHMAN INDREAJAYA SUKMA

Dokurmssn ini t=lah ditandatangani secara elektonk menggunalen serifila elekionk
yang diterbitican oleh Balal Besar Sertfikas] Elsktronik (BSrE}, Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN)
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7. SKIKU 2025-2029

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1L Percesakan Megara Mo, 23 Jokarto Pusot 10540 indonesio
Talp, [G21) 4244891, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, AZ44B1 % Fax : [OT1) 4245139
BADAN POM Emuoil : infopom@indo nat.id; Webaide | www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HE.02.02.8.03.25.394 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERITA UTAMA (IKL)
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MaAKANAN TAHUN 2025-2029

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. Bahwe dengan adanya penctapan Perjanjisn Kinerja di
Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (KU} Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan Tahun 2025-202%;

Mengingat : L. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahiin 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menter Megara Pendayapunasn Aparatur Negara
Nomoe PER/20/MPANS11/2008 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemenntah;

3. Peraturan Menterd Negara Pendayagunasn Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PANJ11 /2008 tentang Pedoman
Penyvusunan Indikator Kinerja Utamea;
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4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Ohat
dan Makanan Tahun 2020-2024 (Benta Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Maksnan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Maksnan (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 629);

G. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organi=sasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Telmis di Linglbungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HE.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERIA UTAMA
(IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan Tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU] Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan Tahun 2025-2029 dalam Lampiran yang merupalkan
bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu merupakan acuan untuk  meoyusun  dokumen

Dokumen o islalh gani secara mengaradan sentfikal elekimak
wang ciiertdian oie Baial Sesar Serifkas Beddronik (550E). Sagan Ster dan Sand) Negaa
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PeTENCANEEN, PENEANEEAran, monitoring serta evaluasi kinerja di

Lingtungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga ¢ Keputusan mi mulai beriaku pada tanggsl ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 19 Februan 2025,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Februan 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dok i by oida: gani secans siskimnk menpounadan seviiikat eleAtoni
yang citertiian cdeh Baial Sesar Sedtas Eleidronik (F5nE), Sadan Ster dan Sand Msgam
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMAS] OBAT DAN

MAKANAN ROMOR HE.02.02803253 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERIA UTAMA (IKL) PUSAT DATA DAN
INFORMAST OBAT DARN MAKANAN TAHUN 2025-2020

1. Nama Orgamsasi @ PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

2. Tugas © Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang
pengawasan Obat dan Makanan

3. Fungsi : 8. Penyusunan kebijakan tekmis di bidang infrastrultur
teknologl informasi dan komunilasi, sistem informasi
dan tata kelola data dan informeasi;

b. Pelaksanaan pengelolasn infrastruktur  telnolog
informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata
kelola data dan informast;

c. Pemantauan, evaluasi, den pelsporan di  bidang
infrastrulktur telmologn informasi dan  komunikasi,
sistem informas: dan tata kelola data dan informasi;

d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan

e. Pelaksanaan fungs: lan yang diberikan oleh Kepala
Badan.

4, Indikator Kinerja Utama

881 | Terwujudnya Data dan Sistem Informesi Pengewasan Sediasn Fermesi dem

Pangan Clshan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi
1.1 Nilai Indelks SPBE

1.2 Pereentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediasn Farmasi dan Pangan
Olahan yang andal dan terintegrasi***

1.3 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)****

| 882 | Terwujudnya Tatakelols Pemerintah yang Optiral Pusat Data dan Informasi
Obat dan Malanen

2:1 Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

22 Nilai AKIF Pusar Data dan Informasi

2.3 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

2.4 Indels Manajemen Riziko Pusat T

Dofumen i isiah cilandaiamgan’ SECAn efekTOAk ManKUTIRAN seriiat elskimnk
yang chTErtatkan cinh Baial Sesar Serivas Eleitronik (O5S), Sadan Siver dan Sandi Negan
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S5

Keterangan:
**4* Indikcator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2025

Ditetapkan i : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Februan 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMAS] OBAT DAN MAKANAN,

ABDURROCHMAN INDREAJAYA SUKMA

Dokumen i leiah ciandalangan SECan siekionk menpaunaRan serdfial efekimnd
yang oviertdian cish Sainil Sesar Semifias Eedtronik (B.505), Sadan Ster dan Sandl Negam
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8. SK Perubahan IKU 2025-2029

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percatokan Negora Mo, 23 Jokorla Pusat 10560 Indonesia
Telp, [021) 4244471, AZ0W21, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fou ; 4245137
Email : halohpom@pom ga id ; ‘Websita ; www pom.go.id

BADAN POM

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.12.25.76 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIEATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. babhwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas kinerja di Pusatr Data dan Informasi
Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pusat Data
dan Informasi Obat dan Makanar:

b. babhwa ketentuan dalam EKeputusan Kepala Pusat Data
dan Informasi Ohat dan Makanan Nomor
HEK.02.02.8.03.25.34 Tahun 2023 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan sudah tidak sesuai denpan perkembangan
hukum dan kebutuhan orgamsasi sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur MNepara Nomaor
PER/O9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2,  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategiz dan Rencana Kera
Kementerian /Lembaga  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114):
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4.  Peraturan Menteri Nepara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M_PAN/11 /2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjulk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
18432);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat das Makanan ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkunpgan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 5396 Tahun 2025 tentang Pedeman Penyusunan
dan Reviu Rencana Strategis di Lingkunpan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

12. EKeputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan Neomor HE.02.02.8.122575 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan Tahun 2025-2029;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT
DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT
DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-
2029,

Kezatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-
2029 wyang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama
sebapaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidalk terpisahkan dan Keputusan ini,

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dilketum
Eesatu merupakan acuan unfuk menyvusun rencana kinerja
tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja,
laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Eetiga ¢ Pada saat EKeputusan ini mulai berlaku, Keputusan Eepala
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor
HE.02.02.8.03.25.34 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keempat ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA
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LAMPIRAN

KEEPUTUSAN KEFALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN

NOMOR HK.02.02.8.12.25.76 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

SK 01 Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi

1.1 Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi
1.2 Indeks SPBE*

1.3 Indeks Pemerintah Digital*

1.4 Indeks Pembangunan Statistik {IPS)

SK 02 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan yang Optimal

2.1 Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

22 Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

23 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

2.4 Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

SK 03 Terwujudnya pelayanan publik BPOM berbasis digital yang

terintegrasi
2.1 Persentase Pemenuhan Lavanan Publik yang Terintegrasi dengan
Nasional
SK 04 Terwujudnya tata kelola manajemen TIK yang profesional
4.1 Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar
Keterangan:

* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2025
** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2026-2029

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

120




Laporan Kinetja 2025

9. Hasil Evaluasi ZI 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-P1.06.06.7.08.25.233
¥th. : Kepala Pusat Data dan Informasi
Dari . Inspektur Utama
Lampiran .
Hal :  Hasil Evaleasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun
2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Tanggal : 14 Agustus 2025

Berdasarkan

1. PermenPANRE Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas (Z1) Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birckrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan
Zona Integritas Menuju WEBK dan WBEM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;

Inspekiorat Utama selaku Tim Penilal Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar

Kerja Evaluasi (LKE) Penilalan Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZ21) pada

Pusat Data dan Informasi.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan Z| adalah untuk menilai dan memberikan saran
perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapal mewujudkan Unit Kerja
yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta
mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZ| menunjukkan bahwa nilai total
pada Pusat Data dan Informasi sebesar 86,60 dengan rincian sebagai berikut

PENILAIAN Bobot Aspek Azpek | Total Ket
A. | Komponen Pengungkit | 60,00

i [ Dsmsmen 8,00 3.22 368 | 6,90 MS
Perubahan
Penataan

Il Tatalaksana 7.00 2.81 3,50 631 M3
Penataan Sistem

111 Manaiemen SDM 10,00 361 425 7.BB MS
Penguatan

V. Akuntabiitas 10,00 4.69 431 8.99 MS

g [ Eungusan 15,00 5.12 688 | 1199 MS
Pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara slekironi menggunasian seriifikal slektronik
yang difertitkan oleh Balai Basar Serifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megare (BSEMN).
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i,
Aspek Aspek | Total
PENILAIAN Eobot Femenuhan | Reform | Mital Keterangan
Peningkatan
V. | Kualitas Pelayanan | 10,00 429 376 8,05 M3
Pubdik
TOTAL PENGUNGKIT 50,10 MS
B. | Komponen Hasil 40,00
Birokrasi  Bersih
dan Akuntabel 2,50
1. Milai Survei
Persepsi
Kepuasan
Pelayanan dan 1750 16,06 M
Anti  Komupsi
(SPAK)
2. Capaian
Kinerja lebih | 500 5,00 MS
baik
F’eiayan.an Publik 17.50
yang Prima
II. | Milai Survei
Persepsi Kualitas | 17,50 1544 TMS
Pelayanan (SPKP)
TOTAL HASIL 36,50
NILAI PMPZI B6.60 T™MS

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagal:

1. Terdapat pedoman/mekanisme pemilihan anggota tim pembangunan Zl pada unit
kerja, namun proses pemilihan anggota tim belum dilengkapi dokumentasi yang
memadal, antara lain: kertas kerja pemilihan tim dan riwayat/ rekam jejak pegawal.

2. Telah dilakukan sosialisasi Pembangunan Z1 menuju WBK/WEBBM dan
dikomunikasikan dalam lingkup internal unit kerja, namun belum dilaksanakan
kepada pihak eksternal/stakeholder.

3. Belum terdapat dokumentasi memadal yang menunjukkan keterlibatan aktif
pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zl dan
penyusunan perencanaan kinerja.

4, Telah terdapat Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas realisasi pelaksanaan
rencana kerja pembangunan ZI, namun belum menyajikan informasi adanya
kendala serta tindak lanjut dalam pencapaian target renja.

5. Telah terdapal Laporan realisasi rencana kerja Tim Agen Perubahan, namun
belum menunjukkan analisis perubahan dan dampak dari pelaksanaan program
perubahan tersebut.

6. Belum membangun dan menerapkan Inovasi terkait Standar Operasional Prosedur
(S0P) pada area perubahan tata laksana yang berdampak pada perbaikan kinerja
dengan penyederhanaan alur/pengurangan timeling layanan publik.

7. Terdapat kebjjakan internal mengenal pola mutasi pegawai internal namun
pelaksanaan mutasi belum sepenubnya mempertimbangkan kinerja dan
kompetensi pegawal. Selain itu, monev atas pegawai yang telah dilakukan mutasi
belum dilengkapi hasil kinerja before-affer setelah mutasi.

Dokumen ire felah ditandatangani secara shekironik menggunaican serfifikat slsktronik
yang dileritkan cheh Bals Besar Serifikas El=kironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM)
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3.

8. Laporan monev rencana pengembangan kompetensi psgawal bslum memuat
informasi realisasi pelaksanaan dan bukti keikutsertaan pengembangan
kompetensi, serta dikaitkan dengan pemenuhan Trend Need Analysis.

9. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
namun belum sepenuhnya menerapkan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan berupa kerjasama, penampilan, dan inovasi pelayanan.

10.Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja namun belum seluruh anggota tim akuntabilitas mengikuti pelatihan yang
berhubungan dengan akuntabilitas kinerja;

11.Secara umum masih terdapat kelemahan pada inovasi, yaitu:

a. Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplinkode etik/kode perilaku dan pada area
penguatan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Belum terdapat analisis dampak dampak (before-after) penerapan inovasi;

12.Kebijakan WBS dan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pelaporan.

13.Telah dilaksanakan reviu atas standar pelayanan namun pelaksanaan reviu belum
melibatkan stakeholder serta menyajikan informasi bukti hasil reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan.

14.Telah dilakukan pelatihan pelayanan prima namun belum terdapat rencana
pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal sesuai kebutuhan jenis layanan, serta
dilengkapi monev pelaksanaan pelatihan petugas layanan.

15.Terdapat kebijakan pemberian reward and punishment bagi petugas pember
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan, namun belum
terdapat bukti implementasi pemberian kompensasi layanan atas kebijakan
tersebut.

16.Hingga pelaksanaan penilaian pembangunan ZI tahun 2025, masih terdapat
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.

Hasil Survel Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,53 (syarat 3,6) tidak
memenuhi persyaratan minimal dan Survel Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti
Korupsi (SPAK) sebesar 3 67 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan
KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 5 (syarat 3.75) diatas persyaratan minimal yang
ditetapkan KemenPANRB.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan

terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemilihan Tim Pembangunan ZI dengan mempertimbangkan daftar
riwayall rekam jejak pegawal dan mendokumentasikan secara memadal kertas
kerja penentuan tim tersebut;

2. Melakukan sosialisasi atas pembangunan ZI menuju WBK/MWBBM melalui berbagai
media interaktif kepada pihak eksternal/stakeholder,

3. Meningkatkan keterlipatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan
Zl dan penyusunan perencanaan kinerja serta mendokumentasikannya secara
memadai;

4. Menyajikan informasi tentang kendala dan tindak lanjut dalam mencapai nilai
indeks RB pada laporan monev pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI;

Diak umnen ini telah ditandatangani secara slekironik menggunakan seriifikat elekbronik
yang dilerbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik [BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BS5N).
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5. Menyajikan informasi analisis atas perubahan dan dampak dari pelaksanaan
program perubahan pada Laporan realisasi rencana kerja Tim Agen Perubahan;

6. Mendorong pembangunan dan menerapkan inovasi terkait SOP pada area
perubahan tata laksana dan pengawasan yang berdampak pada perbaikan kinerja;

7. Melakukan rotasi dan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan kinerja dan
kompetensi pegawai, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

8. Menyajikan informasi realisasi pelaksanaan dan bukti keikutsertaan pegawai terkait
pengembangan kompetensi dalam pemenuhan Trend Meed Analysis pada
Laporan monev pengembangan kompetensi;

9. Menerapkan seluruh kriteria penilaian dalam pemberian reward dan punishment
bagi pegawai;

10.Melakukan peningkatan kompetensi seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas
kinerja serta mendokumentasikan bukti peningkatan tersebut secara memadai;

11.Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada ssluruh area perubahan
dengan memperhatikan:

a. Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis,
maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta
menyusun analisis dampak (before-after) penerapan inovasi.

12.Membangun lingkungan pengendalian untuk memastikan tidak ada pelanggaran
terkait fraud/disiplin/kode etik/kode perilaku;

13.Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya WBS dan pengaduan masyarakat
sebagal langkah untuk mengidentifikasi potensi perbalkan layanan dan
meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan;

14.Melakukan reviu atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder melalui
forum formal dan mendokumentasikan informasi bukti hasil revie dan perbaikan
atas standar pelayanan;

15.Menyusun perencanaan pelatihan pelayanan prima sesual kebutuhan secara
berkelanjutan dan terjadwal kepada seluruh petugas layanan, serta melakukan
monev terhadap hasil pelaksanaan pelatihan dalam kaitannya dengan perbaikan
layanan publik unit kerja;

16.Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan
stakeholders serta memanfaatkan masukan hasil survei atas evaluasi layanan dan
pengaduan masyarakat;

17.Mengimplementasikan kebijakan pemberian reward and punishment bagi petugas
pelaksana layanan dan kompensasi atas layanan, serta mendokumentasikan bulkti
implementasi secara memadai;

18. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran;

19.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam
membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih
dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Z| pada Pusat Data
dan Informasi. Selanjutnya kami harapkan Pusat Data dan Informasi dapat

Diakumen iri telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sartifikal elekbronik
yang dilerbilkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironis [BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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melaksanakan Pembangunan 7l secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi
alas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di Pusat Data dan Informasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Yan Setiad

Tembusan:
1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Penindakan selaku Pembina

Dokumen ire felah ditandatangani secara shekironik menggunaican serfifikat slsktronik
yang dileritkan cheh Bals Besar Serifikas El=kironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM)
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10.Hasil Evaluasi Manrisk 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAMAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PLO6.07.7.01.26.168

¥th. : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Doari . Inspektur Utama

Lampiran Do

Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko
Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Tanggal : 15 Januari 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM,

Inspektorat Utama telah melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko

tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Hasil penilaian kami uraikan sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur
Utama MNomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat
Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

2. Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses
manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM
sebagaimana diharapkan;

b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat
penerapan manajemen risiko;

¢. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

3. Ruang lingkup penilaian meliputi:

. Komunikasi dan konsultasi;

. Penetapan konteks;

. Identifikasi risiko;

. Analisis risiko;

. Evaluasi risiko:

Mitigasi risiko;

g. Reviu dan pemantauan.

4. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan
manajemen risiko pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat
dikategorikan Risk Aware.

bl =N T = ol 1]

Dosumen ini elah dilandalangani secara elektnonik menggurakan sertifikal ebekironik
yang diterbitkan aleh Balai Besar Serfifiasi Elsiironik (B30E), Badan Siber dan Sandi Negara (B3SM)
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2.

Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Uraian Nilai 2024 Nilai 2025 Maik/{Turun)
Jumlah Nilai 46.50 47,50 1,00
Nilai Maturitas 2,906 2,969 0,063
Tingkat Maturitas Risk Aware Risk Aware _

5. Secara ringkas hasil penilaian dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Telah mengidentifikasi risiko secara berkala, namun belum pada seluruh
kategori risiko, seperti kategori risike reputasi dan IT, khususnya pada
pelaporan semester 2;

b. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan
penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan
dalarm penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:

1) Terdapat sumber risiko yang berasal dari eksternal namun nama unit kerja
terkait tidak disebutkan dengan lengkap, misalnya pada kode risiko O-22;
0-24,

2) Terdapat penyebab risike yang masih menggunakan narasi umum seperti
belum optimal, tidak efektif atau belum mencukupi seperti pada kode
risiko 0-11 dan SDM-1;

3) Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi
umum seperti “belum optimalftidak efektiftidak memadaiftidak maksimal’
kurang mencukupi misalnya pada kode risiko A-5 dan SDM-3;

4) Terdapat sumber risiko yang berasal dari internal, namun mencantumkan
keterkaitan dengan unit teknis sebagai unit kerja terkait seperti pada kode
risiko O-4 dan O-12:

5) Terdapat kefidaksinambungan penetapan simpulan atas aktivitas
pengendalian eksisting berupa kelemahan tidak signifikan dengan
simpulan tidak efektif dan, level risiko residualnya tidak berkurang,
misalnya pada kode risiko SDM-3;

6) Terdapat atribut pengendalian yang merupakan kalimat aktivitas seperti
pemasangan maupun pendataan, misalnya pada kode risiko A-1, A-2, A3,
atau O-26;

€. Telah dilakukan aktivitas reviu risiko oleh unit pemilik risiko selama beberapa
kali, namun belum terdapat informasi terdokurnentasi atas adanya perubahan
pada risk regisfer dari 58 risiko menjadi 75 risiko;

d. Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risike residual
dengan level risike 216, namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan
aktivitas pengendalian saat ini (existing controf), misalnya pada kode risiko
SDM-3 dan O-26

e. Telah dilakukan rapat pembahasan manajemen risiko namun  belum
seluruhnya terdokumentasi secara memadal dan menunjukkan keterlibatan
pejabat struktural/ketua tim dalam pembahasan maupun memperlihatkan
pemberian masukan terkait manajemen risiko.

Dofumen ini tekah ditandalangani sscara slekironik menggurakan sertifikal slekironix
yang diterbitkan aleh Balai Besar Seriflasi Elskironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM)
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6. Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Kepala
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan beserta jajarannya agar melakukan
perbaikan sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh kategori risiko;

b. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai
dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan
POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah
dizampaikan pada poin 5.b;

€. Melakukan pendokumentasian kertas kerja reviu risiko yang memuat informasi
atas adanya perubahan pada risk register secara memadai, termasuk
mendokumentasikan aktivitas berupa rapat maupun skema lain yang
dilakukan untuk memutakhirkan daftar risiko;

d. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian
eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.

e. Melibatkan para pejabat struktural/Ketua Tim dalam proses pembahasan
manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko telah teridentifikasi serta
mendokumentasikan proses tersebut secara memadai.

Inspektorat Utama menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam

penerapan manajemen risiko di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan sehingga telah meningkat dari hasil penilaian tahun 2024, namun dernikian

periu dilakukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko dapat

mencapal tingkat maturitas level selanjutnya.

Demikian disampaikan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko,
selanjutnya diharapkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat
melakukan perbaikan secara berkesinambungan serta meningkatkan komitmen
dalam penerapan manajemen risiko.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Yan Setiadi
Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Penindakan

Dofumen ini tekah ditandalangani sscara slekironik menggurakan sertifikal slekironix
yang diterbitkan aleh Balai Besar Seriflasi Elskironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM)
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11. Kepka Renstra 2025-2029 Pudatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Percatokan Negara Mo. 23 Jokorto Pusal 10560 Indonesia
Telp, (021) 4244671, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244817, Fox | 4245137
BADAN POM Emeil : halobpom@pom.go.id ; Website : www. pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.8.12.25.75 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa unmk melaksanakan ketentuan diktum Kedua buruf a
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Rewviu
Hencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Pusat Data dan Informasi Obar dan Makanan tentang
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanpunan Nasional [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan HRencana Pembangunan Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Preziden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -
2029 |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

.Jé.-?'.;-_
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6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Perecpatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan
Dipital Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2025 tentang Kencana Strategis Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763); dan

12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan
Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT
DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Hencana Strategis Pusat
Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, vang
selanjutnya disebut Renstra Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan imi.
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Kedua : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat wisi,
misi, tijuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi
sebagai:

a. acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
dalam menyusun dekumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN,

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA
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12.Hasil Evaluasi SAKIP 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PL0O4.71.7.01.26.09

¥th. . Kepala Pusal Data dan Informasi Obat dan Makanan
Dari ! Inspektur Utama

Lampiran t .

Hal . Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Tanggal ¢ 27 Januari 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah
melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat
Data dan Infermasi Obat dan Makanan Tahun 2025 dengan uraian sebagal berikut:
A. Pendahuluan
1. Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Megara dan Reformasi Birokrasl
Momor 88 Tahun 2021 tentang Ewvaluasl Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Momor 311 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan BPOM;
c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d. Surat Edaran Momor B-PL04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria
Lembar Kerja Ewvaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan BPOM,;
e. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor P1.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025
dan Nomor P1.04.7.09.25 166 tanggal 8 September 2025.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
Menilai tingkat implementasi SAKIP;
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

LIS

Diakismen irs lelah ditandatangani secara slekirorsk menggunaan serfifikal =lekironik
yang diterbitkan cleh Balai Besar Serlifikasi Elekironix (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM).
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2.

3. Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja
internal dan capalan kinerja atas oufpuf maupun outcome termasuk penerapan
anggaran berbasis kinerja.

4. Ewvaluasi AKIP dilaksanakan oleh evaluator yang telah dibekali kempetensi terkait
SAKIP.

5. Ewvaluasi AKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi
data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya
Berdasarkan informasi yang disajikan pada aplikasi SAPA APIP, Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Tahun
2024, dari 15 (lima belas) rekomendasi, seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian
informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi dapat dilihat melalui aplikasi SAPA
APIP.

C. Hasil Evaluasi
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIFP Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian
hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No Komponan Bobot 024 Nilai 2025
1. | Perencanaan Kinerja 24 18,68 20,18
2 Pangukuran Kinerja 24 18,48 19,68
3. | Pelaporan Kinerja 12 8,72 10,08
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinarja Internal 20 16,20 16,20
5 Capaian Kinerja 20 17,78 13,99

Nilai Hasil Evaluasi 100 81,87 80,11

Predikat A A

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPA APIP.

Penjelasan singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melaksanakan implementasi

perencanaan Kinerja berikut:

a. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan
melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder.

b. Mekanisme cascading kinerja terdokumentasi dalam Kertas Kerja Matriks Peran
Hasil (MPH) dan MPH pada aplikasi SIMAKIN, dengan pembagian indikator
kinerja dari Kepala Unit Kerja hingga ke tingkat tim dan individu secara terukur
serta selaras dengan target kinerja organisasi.

Diakumen ini telah ditandatangani secara slekironik menggunaan sariifikal slekironik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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c. Evaluasi periode akhir Renstra tahun 2020-2024 telah disusun dalam bentuk
matriks yang memual realisasi kKinerja dan anggaran serta penilaian capaian
selama lima tahun, didukung dengan Revisi SK IKU yang mencerminkan
penyesuaian indikator sesuai Perjanjian Kinerja.

Namun dalam implementasi perencanaan Kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat
beberapa kelemahan antara lain:
a. Terdapat perbedaan rumusan pada beberapa sasaran dan indikator sebagai

berikut:
Rancangan =
Re PK Awal 2025 PK Revisi 2025 Renstra Final
Nilai Indeks SPBE Milal Indeks SFBE Indeks SPFBE Nilal lngeks SFBE
4.689 4.58 .58 4.58

Nilai Pembangunan

Nilai Pembangunan

Mital Pembangunan

Milai Pembangunan

Zl £1 Pusat Data dan Zl Pusal Data dan Z| Pusat Data dan
BE.52 Infermasi Informasi Infarmasi
BE.52 BE.52 BB.52
Nilai AKIP Nilai AKIP Pusat Milai AKIP Pusat Milai AKIP Pusal
B1.88 Data dan Infarmasi Data dan Infarmasi Data dan Informasi
Bi.B3 B1.88 a81.88
Milai Kinerja MNilai Kinearja Milai Kinerja Milai Klnerja
Anggaran Anggaran Pusat Anggaran Pusal Anggaran Pusal
] Data dan Informasi Data dan Informasi Data dan Informasi
97 4T 5 5
Indeks Manajamen Indeks Manajemen Indeks Manajeman Indeks Manajemen
Risiko Risiko Pusat Data Risiko Pusat Data Risiko Pusat Data
284 dan Informasi damn Informasi dan Informasi

284

2.94

2.94

b. Belum terdapal inovasi lerkait perencanaan SAKIP yang diformalkan dan
menjadi bagian dari prosedur yang beraku di unit kerja.
c. terdapat indikator yg tidak diturunkan sampal dengan ke anggota sebagai
berikut:
1) Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan hanya diturunkan
ke 2 ketua tim kerja dengan pembagian:
Terlaksananya Program-Program area RB Pokja Manajemen
Perubahan, Penataan Tala Laksana, dan Penataan Sistemn
Manajemen SDM

Dakumen irs telah ditandatangani secara dekironk menggunakan serfifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balsi Basar Serlifiicasi El=kironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BESEN)
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- Terlaksananya Program-Program area RB Pokja Penguatan
Akuntabilitas Kinera, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

2} Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri yang diturunkan ke
3 ketua tim kerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa kriteria pada komponen

pengukuran kinerja yang telah dipenuhi oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan, antara lain:

a. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;

¢. Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;

d. Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;

e. Penginputan data kinerja dan analisisnya pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan
dan triwulan.

f. Telah terdapat kebijakan reward and punishment yang ditetapkan dan
diimplementasikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu

Berdasarkan pemenuban komponen pengukuran kinerja tersebut, masih terdapat

beberapa kelemahan antara lain:

a. Belum terdapat Manual IKU Tahun 2025

b. S0P pengumpulan data pada keterangan matriks SOP terdapat mekanisme
jika terjadi kesalahan/perubahan namun pada alur flowchart-nya tidak memuat
tahapan apabila ada perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;

c. Peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang belum spesifik dalam
bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap seluruh IKU sebagai salah satu
bentuk strategi pimpinan dalam mengendalikan kinerja organisasi;

d. Pada dokumen SK Reward and Punishment Tahun 2024, ditemukan bahwa
kriteria penilaian yang tercantum dalam SK tidak sepenuhnya selaras dengan
kriteria yang digunakan dalam kertas kerja atau rekapitulasi penilaian Reward
and Punishment. Beberapa indikator maupun bobot penilaian menunjukkan
perbedaan. dan Tidak terdapat data “Rekapitulasi Hasil Pengaduan Petugas
Layanan Pusdatin” yang menjadi dasar pemberian reward berupa kesempatan
mengikuti pelatihan pelayanan apabila dalam satu tahun memperoleh
penghargaan Employee of the Month lebih dari tiga kali.

e. Pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2025, diketahui bahwa pengisian rencana
tindak lanjut (TL) belum dilakukan secara tertib oleh unit terkait target
penyelesaian tindak lanjut berada pada akhir tahun berjalan.

3. Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyajikan
informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:
a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan, tahunan, dan jangka
menengah;

Diakumen iri telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sartifikal elekbronik
yang dilerbilkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironis [BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dan tahun berjalan dengan realisasi
kinerja triwulan dan tahun sebelumnya;

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di satuan kerja yang
sejenis;

d. Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait
kegagalan dalam pencapaian kinerja;

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya;

f. Pemanfaatan informasi kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
a. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan penyajian
data realisasi antar dokumen, antara lain:

Realisasi
Mo Indikator Kinerja

RHPK | LEI Lapkin | Simetris

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Dala
! dan Informasi Obat dan Makanan 0638 | 86,38 05,33 88
Indaks Pengelolaan Data dan
Informasi yang Optimal

Milai Kinarja Anggaran Pusat Dafa dan

Infarmasi Obat dan Makanan

300 300 3,00 3,80

99,37 | 9588 99,37 99 37

Adanya perbedaan penyajian data tersebut pada Nilal Kinerja Anggaran Pusat
Data dan Informasi Obat dan Makanan terdapat perbedaan cut off data yakni
pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
dikarenakan nilai hasil konversi dari tolal Perjanjian Kinerja serla Indikator
Kinerja [ndeks Profesionalitas ASM Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan dikarenakan terdapat komponen penilaian baru yang dimana nilai
Indeks Profesionalitas ASN dikecualikan dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

b. Laporan Kinerja Interim Triwulan | Tahun 2025 belum memberikan informasi
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Triwulan sebelumnya
yaitu TW IV Tahun 2024, terutama terkait IKU yang dilanjutkan dari tahun 2024
yaitu Indeks SPBE Badan POM

c. Pada Laporan Kinera Interim Triwulanan Tahun 2024, tindak lanjut atas
rekomendasi terkait kendala atau hambatan yang diidentifikasi pada periode
sebelumnya belum terlihat secara jelas pemenuhan tindak lanjutnya, baik telah
dilaksanakan, sedang berjalan, maupun belum dilakukan sama sekali.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyusun laporan evaluasi
internal secara berkala setiap triwulanan dengan menyajikan:
a. Berita Acara Evaluasi Internal;
b. Ewaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
c. Ewvaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
d. Motulen rapat.

Dakumen ini ielah ditandatangani secara slekinonik menggunaican sariifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Basar Serlifikasi Ele=kironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (ESSM).

136




Laporan Kinetja 2025

-6-

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan, masih terdapat

beberapa kelemahan antara lain:

a. Berdasarkan SK Tim pengelola SAKIP tahun 2024 dan 2025 yang diwakilkan
oleh pegawai dari setiap substansi antara lain:

1) KepKa Pusdatin Mo HK.02.02.8.81.012412-Tim Pengumpulan Data,
Monitoring Data Dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin 2024,

2} KepKa Pusdatin No HK.02.02.8.03.25.31-Tim Pengumpulan Data, Monitoring
Data Dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin 2025

Dari nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut, hanya 2 (dua) orang yaitu

Vera Yeni dan Hanifah yang telah dilengkapi dengan bukti sertifikat

keikutsertaan dalam sosialisasi, bimtek, atau pelatihan terkait SAKIP.

b. Laporan Evaluasi Internal (LEI) belum seluruhnya menyajikan hasil analisis
capaian kinerja terutama terkait adanya permasalahan/kendalathambatan yang
menghambal capaian kinerja per masing-masing IKU serta tindak lanjutnya,
misalnya pada indikator Indeks kesadaran masyarakal (awareness index)
terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

c. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi SAKIP Irtama 2024, namun
belum seluruhnya sesuai saran (S5).

5. Capaian Kinerja

Tahun 2023 Tahun 2024
No Kriteria Kategori Milai Hml}gnr Milai Keterangan
5a | Kinerja output
Indikator kinerja tahun 2024
1 Target dapat dicapai AR ars AR 375 pai target sebanyak 100%
Capaian Kinerja Inclikator  kinerja  tahun 2024
A 3.75 dengan capaian kinerja tidak kebi
2 :'EEIE:_:ﬁmn tahun oc 158 balk dari tahun sebelumnya
ya sebanyak 50%
5b | Kinerja oufcome
Indikator  kinerja  tahun 2024
1 Target dapat dicapai A 551 AB 563 pai target sebanyak 100%
Capaian Kinerja Indikator  kinerja  tahun 2024
BB 478 273 | sebanyak 56.25% capalannya
z ;mlu":_:ﬁm" tahun ¢ Bdsk lebih baik dar tshun
ya sebelumnys

Terhadap beberapa kelemahan tersebut diatas, dan untuk meningkatkan Kinerja secara
berkelanjutan, direskomendasikan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan beserta jajarannya agar melaksanakan perbaikan sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja
a. Menyelaraskan rumusan antara indikator pada dokumen Renstra, Perjanjian
Kinerja, maupun dokumen relevan lainnya.
b. Melakukan cascading perjanjian kinerja melalui Matriks Peran dan Hasil secara
memadai sampai pada level yang sesual.

Dakumen ini telah ditandatangani secara slekironik menggunaican sertifikal slektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serlifikasi El=kironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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2. Pengukuran Kinerja

a. Menyusun dan ditetapkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
yang memuat definisi operasional, metode perhitungan, satuan, dan sumber
data. Manual IKU diperlukan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan
akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja di seluruh unit kerja

b. Melakukan review terhadap SOP pengumpulan data, khususnya pada bagian
alur flawchart, dengan menambahkan tahapan atau mekanisme koreksi dan
penyampaian perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini
bertujuan untuk memastikan alur data kinerja terdokumentasi dengan jelas dan
mudah ditelusuri apabila terjadi revisi atau pembaruan data.

c. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat
monitoring dan evaluasi yang belum menunjukkan peran sebagai pengambil
keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait.

d. Melakukan penyelarasan antara kriteria dalam SK Reward and Punishment
yang berlaku pada Satker dengan kertas kerja atau rekapitulasi penilaian.

e. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi,
hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib.

3. Pelaporan Kinerja

a. Melaksanakan reviufverifikasi kesesuaian dan keselarasan data realisasi dan
capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi
pelaporan kinerja telah memadai.

b. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan memuat analisis perbandingan
realisasi kinerja dengan periode tahun sebelumnya terutama pada indikator
kinerja yang berkelanjutan agar menggambarkan efektivitas tindak lanjut
perbaikan kinerja antar periode.

c. Menyusun tindak lanjut atas kendala dan rekomendasi yang diidentifikasi pada
periode sebelumnya, termasuk status pelaksanaannya (selesai, sedang berjalan,
atau belum dilaksanakan). Hal ini untuk memastikan bahwa permasalahan yang
sama tidak berulang dan proses perbaikan kinera dapat terukur serta
terdokumentasi dengan baik.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a. Memastikan bahwa seluruh anggota Tim Pengelola SAKIP yang tercantum pada
SK telah mempercleh pembekalan dan pelatihan teknis terkait implementasi
SAKIP, baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pelatihan lanjutan.
b. Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP
dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP
Satker.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagal implementasi manajemen kinerja,
selanjutnya kami mengharapkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui aplikasi SAPA APIP dalam rangka

Diakumen iri telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sartifikal elekbronik
yang dilerbilkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elekironis [BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSM).
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peningkatan implementasi SAKIP secara berkesinambungan. Alas kerjasamanya
selama proses evaluasi AKIP kami ucapkan terima kasih.

Yan Setiadi

Tembusan:

1. Sekretaris Utama

2. Deputi Bidang Penindakan

3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

D umen irn lelah dtandatangani secara slekiromnk menggunaian serbfikat elekimonk
yang dilerbitkan olef Balai Besar Sertificass Elekironis (B5rE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN)
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13.Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BIRO UMUM
NOTA DINAS
NOMOR : PL.O3.01.25.01.26.12

Yth. : Seluruh Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan POM
Dari : Kepala Biro Umum
Lampiran : 1 (satu} berkas
Hal : Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan target kinerja penilaian BMN di lingkungan Badan POM maka
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target penilaian BMN Satuan Kerja di lingkungan Badan POM tahun 2025 yaitu
82,75 poin sebagaimana Ielah disampaikan dengan Surat Nomor:
B-PL.03.01.2.25.04.25.119 tanggal 30 April 2025 tentang Penyampaian Capaian
Penilaian BMN Triwulan 1 serta Perubahan Parameter dan Target Penilaian BMM.

2. Capaian Penilaian BMN per Triwulan IV tahun 2025 pada masing-masing Satuan
Kerja tercantum dalam dokumen sebagaimana terlampir.

3. Hasil penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025 agar menjadi bahan monitoring dan
evaluasi untuk pelaksanaan pengelolaan BMN yang lebih baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dra. Asih Liza Restanti, Apl., M.Kes

Diakumen ir ielah ditandatangani secam slekirorsk menggunsian sarfifikat elekironik
yang dilerbitkan olef Balai Besar Serlifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BESEN)
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Loka POM di Kabugaten Sanggau 15.00 5.00 500 100 10.00 100 oS 1.00 2.00 15.00 10.00 2.50 125 1050 450 553
Balal Besar POM & Pontianak 15.00 5.00 5.00 300 1000 100 075 1.00 200 15.00 10.00 10.00 5.00 263 4.50 574
Korwil 15.00 5.00 5.00 175 10.00 100 Loo 1.00 2.00 15.00 10.00 6.67 5.00 10.50 &.50 6.03
" Balai Besar POM di samarinda 15.00 500 5.00 300 10.00 100 100 100 200 10.00 10.00 500 1050 450 625
Balai POM di Tarakan 15.00 500 5.00 300 10.00 100 100 100 200 10.00 7.50 5.00 1050 450 6.0%
Balai POM di Balikpapan 15.00 5.00 5.00 235 10.00 100 100 1.00 200 10.00 250 5.00 1050 4.50 573
.5?"‘" 15.00 5.00 5.00 3.00 10.00 100 Loo 1.00 2,00 10.00 813 5.00 7.88 587
Balai POM di Surakarta 15.00 5.00 5.00 300 10.00 100 1od 100 200 10.00 250 5.00 7.E8 5.62
Balai Besar POM di Yogyakarta 15.00 500 500 .00 10.00 100 Log 100 Z2.00 10.00 10,00 5.00 .63 5.76
Balai Besar POM di Semarang 15.00 500 5.00 300 1000 100 100 100 2.00 10.00 10.00 5.00 1050 625
Balai POM di Banyumas 15.00 500 5.00 3.00 10.00 104 100 1.00 2.00 10.00 10.00 5.00 1050 625
Noruiuriheys — 1530 . 500 = el ] Ao ALy nt, LN ] b REE Sk
Balai Besar POM o Surabaya 15.00 500 5.00 300 10.00 100 100 100 200 10.00 10.00 5.00 1050 [
Balai POM di lamber 15.00 5.00 5.00 00 10.00 100 100 100 200 10.00 10.00 5.00 1050 6.25
Balal POM di Kedir 15.00 .00 500 300 1000 100 Lod 100 Z.00 10.00 10.00 5.00 1050 6.25
Balai Besar POM di Mataram 15.00 5.00 500 100 10.00 100 100 1.00 2.00 10.00 10.00 5.00 263 576 |
Balai POM di Bima 15.00 5.00 5.00 3.00 10.00 100 100 1.00 2.00 15.00 250 10.00 5.00 1050 4.50 5.78
Pusat 15.00 5.00 5.00 3.00 10.00 0.98 095 0.98 2.00 2.00 13.50 9.50 10.00 5.00 814 4.50 5.97
PAKOM [ Pusat Analisis Kebifakan Obat dan
Makanan 15.00 500 5.00 oo 10.00 100 1Loa 100 Z00 .00 37 10.00 10.00 5.00 1050 450 5.55
PPSDM [ Pusat Pengem bangan Sumber
Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan 15.00 5.00 5.00 100 10.00 100 075 100 200 200 15.00 750 10.00 5.00 1050 450 6.08
Deputi 4/ Deputi Bidang Penindakan 15.00 s00 S00 300 10,00 104 a7s 0.75 2.00 2.00 15.00 10.00 10.00 5.00 1050 1.50 622
500 500 500 100, 100, 150 too 2007 20 m 000 @ e
Sekretariat Utama 15.00 5.00 500 .00 100 100 1.00 200 200 10.00 10.00 450 576
PIOMN / Pusat Pergembangan Pengufian
Ohat dan Makanan Nasional 15.00 500 5.00 300 10.00 100 100 100 2.00 200 15.00 10.00 10.00 5.00 263 450 576 |
Deputi 3/ Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan 15.00 500 5.00 100 10.00 100 1loo 100 200 00 1135 750 10.00 5.00 1050 4.50 5.B6
Inspektorat Utama 15.00 5.00 500 300 1000 100 Lod 100 200 2.00 15.00 10.00 1000 .00 1050 .50 6.25
Deputi 2/ Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplermnen Kesehatan dan
Kosmetik 15.00 500 5.00 3.00 10.00 106 100 1.00 2.00 200 15.00 10.00 10.00 5.00 1050 4.50 625
Deputi 1/ Députi Bidang Pengawasan Obat, |
Markotika, Psikotro pika, Prekursor dan Zat
Agdiktil 15.00 5.00 500 00 10.00 075 Loa 1.00 200 2.00 15.00 10.00 10.00 .00 2.63 4350 574 | Baik Sekali
Pusat KD 15.00 5.00 5.00 3.00 10.00 100 - - 2.00 - 15.00 10.00 10.00 5.00 5.25 4.50 5.67
Balai Kalibrasi 15.00 500 5.00 3.00 10.00 100 - - 200 - 15.00 10.00 10.00 5.00 1050 450 6.00 Baik Sakali
Balai Pengufian Khusus Obat dan Makanan 15.00 500 5.00 100 10.00 100 = - 200 - 15.00 10.00 1000 5.00 2563 4.50 551
___Balai Pengujian Produk Biologi 15.00 5.00 5.00 3.00 10.00 100 = = 2,00 E 15.00 10.00 10.00 5.00 2.63 4.50 5.51
Rata-rata Keseluruhan 15.00 5.00 5.00 297 9.77 100 09 0.93 2.00 192 14.69 951 9.48 4.96 9.16 4.50 6.05
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14.Hasil Re-Sertifikasi ISO 27001

ok Glog
& ¥,
WE

INSPIRE
IN TRUST I N I

CERTIFICATE OF REGISTRATION
ISO/TEC 27001:2022

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS (ISMS)

This is to certify, that:

Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan - Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Ji. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia

Scope of Certification

ISM5 for The Provision of IT Development and Operation of E-Certificate (Certification
of GMP - Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices} and
NOTIFKOS - (Cosmetic Notifications)

This is in-accordance with Statement of Applicability Document, MNumber
FR.MR-30-09, Revision 02, Released date 13 June 2025

{

Yessiva, 5.T., M.B.A.
President Director

Cert. Number: ISMS1001281

Initial Certification Date : 03 November 2022

Latest Certification Date : 18 August 2025

Issue Date : 19 August 2025 ="
Expired Date : 02 November 2028 (scan me) {Barcode KAN)

This certificates isuedaccording 1o the agreed Certification Agreament of centification services that can be accessedat ww g

Thes certificata’s valklity s subject tothecontinued satisfactary maintenance of the Organisation’s Management System. Certificate <ol be validatad by dicking on the
Ik providedabovedontheBafthand side) or byscanning both <odes provided above (on themiddle &xighthands|del with asmartphone.
Office Address: South Quarter Tower &, 17th floor Unit B201, AL RA. Kartni Kav. 8 Clandak Barat, Cllandak, Jakarta Selatan 12430
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15.Surat Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemanatauan SPBE
2025

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Y DAN REFORMASI BIROKRASI
rsi™ REPUBLIK INDONESIA

L
FI'EII'Irb JBLAN [ENDERAL SUDEMAN KAV, 64, JAKARTA 17190
: ] TELEAGN (071) TAGB0AY - TI0EIA2, FAXIMILE [021) 79032, SITUS hitp:fwww merman. go.id
Nomor  : Bf40/PD.03/2025 08 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran ; 1 (satu) set
Hal : Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah

Digital dan Pemantauan SPBE 2025

Yth

(Daftar Penerima pada Lampiran 1)
di
Tempat

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah
{RP|M} Nasional Tahun 2025-2029, maka akan dilaksanakan pemantauan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik {SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Digital {Pemdi). Adapun tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi, yang akan
lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna
{user centric), peningkatan efektivitcas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta
peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.

Dalam hal ini, keglatan Pemantauan SPBE merupakam langkah berkelanjutan dan hasil
Evaluasi SPBE Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah melakukan identifikasi
terhadap lokus berdasarkan RPJM MNasional Tahun 2025-2029 untuk pencapaian agenda prioritas
Pemdi serta daftar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan Indeks SPBE sebagai
indikator kinerja utama, dengan kegiatan sesuai jadwal pada Lampiran Il

Demikian kami sampaikan, bahwa pentingnya pembinaan yang terarah dan
berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesiapan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
mendukung pembangunan nasional. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secars ebektronlk oleh ;

CAHYONO TRI BIROWO
Pit. Deputi Bidang Transformasi Digital

Pemerintah
MIF. 19790707 2002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian PEndayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Binakrasi

2. Deputl Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabllitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRE
3. Staf Khissus Mentesi PANRB Bldang Transformas: Digital

Catatan :
= UL [TE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Wniormas Elektronik danstau Dokaurmen Elextronik dandatau . | Bal

hasil cetaknya menipakan #at bukti hukun yang sah.” |’ | | St
= Surat Ini ditandatangani secara elektranik mengounakan sertifikat elektronik yang dierbitkan BSrE. = {Laktromik

= Surat ini dagat dibuktican keachannya di httpefoeksurat. menpan. go.d, dengan kode 250T04G0WM
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Lampiran |

DAFTAR PENERIMA SURAT
Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan

3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

11. Sekretaris Janderal Kementerian Agama

12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

13. Sekretaris Jenderal Kementarian Hak Asasi Manusia

14. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains. dan Teknologi

18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan

19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesahatan

20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

22, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

23. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

24 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

26. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi

27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

28. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital

29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

30. Sekretaris Jenderal Kementarian Kehutanan

31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

32. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Masional

33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Masional

34. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi

35. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

36. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Masional

37. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup

38. Sekretaris Kementerian Investasi dan HilirisasilBadan Koordinasi Penanaman
Modal

38. Sekretaris Kementerian Koperasi
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40. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
41. Sekrataria Jondaral Kementerian Ketenagakarjaan

Lembaga Pamerintah Non Kementerian
Kepada Yth.

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
Sekretarizs Utama Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Sekretaris Utama Badan Markotika Masional
Sekretaris Utama Badan Masional Penanggulangan Bencana
Sekretaris Utama Badan Masional Penanggulangan Terorisme
Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Muklir
. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
. Sekretaris Utama Perpustakaan Masional RI
. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

e S o

O -
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Kepada Yth.
1. Asisten Kapolr Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Lembaga Pamerintah Lainnya
Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional

2. Sekretaris Utama Badan Gizi Masional
3. Sekretaris Otorita |bu Kota Nusantara

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
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Kepada Yth.

Sekretaris Utama Badan Masional Pengelola Perbatasan

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Sekretaris Dewan Pars

Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia

Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional

Lol e

-y
= O

Pemerintah Provinsi

Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
T. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatara Selatan;
8.  Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9.  Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah |stimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21.  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
28. Sekrataris Daerah Provinsi Sulawasi Tenggara,
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
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Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan;
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;

BLEGEBRE

Pemerintah Kabupaten
Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Sekretaris Dasrah Kabupatan Aceh Tengah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
Sekretaris Daerah Kabupaten Alor

10. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat

11. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

12.  Sakretaris Daerah Kabupaten Balangan

13. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka

15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli

18. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar

19. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng

21. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

22 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

23. Sekraetaris Daerah Kabupaten Banyuwanagi

24. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala

25. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur

27. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara

28. Sekrataris Daerah Kabupaten Batang

29. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari

30. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara

31. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi

32. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
33
34
a5

Lol U

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Sekretaris Dasrah Kabupaten Bengkalis
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
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36. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

40. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor

41. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima

42 Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

43. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuan

44, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

45. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
Sekretaris Dasrah Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
Sekretaris Daerah Kabupatan Bone Bolango
Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes

Sekretaris Dasrah Kabupaten Bulungan

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu

Sekretaris Dasrah Kabupaten Donggala
Sekretaris Daerah Kabupaten Ende

Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak

Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa

T0. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik

71. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

72. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

73. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

T4. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
T5. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
78, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

80. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

81. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya

82, Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto

83. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

EREIBRTOR2ER8I8GLBRIB8EE85S

148




Laporan Kinetja 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Sekretaris Dasrah Kabupaten Karawang
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur

Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Sekretaris Daerah Kabupaten Kedir

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

105. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaetapang

106. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten

107. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkumng

108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka

109. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

110. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara

111. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
112. Saekrataris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

115. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

116. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

117. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang

118. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timuwr

120. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

121. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

122. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
123. Sakrataris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak

126. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat

127. Sekretaris Daerah Kabupaten Labong

128. Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat

130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur
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132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

134. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Ltara

135. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

136. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka

137. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka

138. Sakretaris Daerah Kabupatean Malang

139. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau

140. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju

141. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
143. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur
144, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari

145. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros

146. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi

147. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

148. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuiji

149. Sekretarizs Daerah Kabupaten Mimika

150. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

152. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

153. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat

154. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
155. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
156. Sekretaris Daerah Kabupaten Magan Raya
157. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna

158. Sekretaris Daerah Kabupaten Mgada

158. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

160. Sakretaris Daerah Kabupatan Ngawi

161. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

162. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat

163. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan

164. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan llir

165. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

166. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
167. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
168. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan

169. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang

170. Saekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
171. Sakretaris Daerah Kabupatan Pangkajene dan Kepulauan
172. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
173. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

175. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

176. Sakretaris Daerah Kabupaten Pakalongan

177. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran

150




Laporan Kinetja 2025

180. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Finrang

183. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

185. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso

186. Sakretaris Daerah Kabupatan Pringsawu
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

194. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
195. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
196. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
197. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

198. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

199. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

200. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

201. Sekretaris Daerah Kabupaten Samarang
202. Sekrataris Daerah Kabupaten Serang

203. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
204. Sekretaris Daerah Kabupaten Saruyan

205. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

206. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi

207. Sekrataris Daerah Kabupaten Sijunjung

208. Sekretarizs Daerah Kabupaten Simeulue

209. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai

210. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

211. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

213. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok

214. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng

215. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong

216. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

217. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukcharjo
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
224, Sekrataris Daerah Kabupaten Sumadang
225, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumanep

226. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong

227. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
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228. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

229, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

230. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

231. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus

232. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin

234, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya

235, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo

236. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama

237. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

238. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
239. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una

240. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli

241, Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara

242, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek

243. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang

244, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
245. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

246. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan

247. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri

248, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

249, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

250. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

251. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
252, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kota

Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3 Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4.  Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar
T. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
9. Sekretaris Daerah Kota Batam
10. Sekretaris Daerah Kota Batu
11. Sekretaris Daerah Kota Baubau
12. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
13. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
14. Sekretaris Daerah Kota Binjai
15. Sekretaris Daerah Kota Bitung
16. Sekretaris Daerah Kota Blitar
17. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
18. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
19. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
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20. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

21. Sekretaris Daerah Kota Depok

22,  Sekretaris Daerah Kota Dumai

23. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

24,  Sekretaris Daerah Kota Jambi

25. Sekretaris Daerah Kota Jayapura

26. Sekretaris Daerah Kota Kendari

27. Sekrataris Daerah Kota Kotamaobagu

28. Sekretaris Daerah Kota Kupang

29. Sekretaris Daerah Kota Langsa

30. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau

31. Sekretaris Daerah Kota Magelang

32. Sekretaris Daerah Kota Makassar

33. Sekrataris Daerah Kota Malang

34. Sekretaris Daerah Kota Manado

35. Sekretaris Daerah Kota Mataram

36. Sekretaris Daerah Kota Medan

37. Sekretaris Daerah Kota Metro

38. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

39. Sekretaris Daerah Kota Padang

40. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang

41. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

42, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

43. Sekretaris Daerah Kota Palembang

44, Sekretaris Daerah Kota Palopo

45. Sekretaris Daerah Kota Palu

45. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang

47. Sekretaris Daerah Kota Pariaman

48. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan

49, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

50. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan

31. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

32. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar

53. Sekretaris Daerah Kota Pontianak

54. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

55. Sekrataris Daerah Kota Sabang

56. Sekretaris Daerah Kota Salatiga

57. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

58. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
Sekretaris Daerah Kota Semarang

60. Sekrataris Daerah Kota Serang

61. Sekretaris Daerah Kota Sibolga

62. Sekretaris Daerah Kota Singkawang

63. Sekretaris Daerah Kota Solok

64. Sekretaris Daerah Kota Sorong

65. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

66. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

67. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
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68. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
69. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai
70. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
71. Sekretaris Daerah Kota Tarakan

72. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
73. Sekrataris Daerah Kota Tebing Tinggi
74. Sekretaris Daerah Kota Tegal

75. Sekretaris Daerah Kota Temate

76. Sekretaris Daerah Kota Tomohon

77. Sekretaris Daerah Kota Tual

78. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
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Lampiran Il

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan
SPEE Tahun 2025

Sosialissi Evaluasi SPEE 14 Juli 225

1.
i Penilaian Mandin 14 Juli =/d I8 Agustos 225
3 Penilaian Dokumen 18 - 22 Agusius 2025
4. Pembinann Pemerintah Digital 20235 O&ctober &'d November 2025 (detil jadwal akan
dizpmpaikan)
Catatan:

1) Sosializasi Pemantauan SPBE disslenggarakan oleh Mementerian PANRE dan dihadin oleh
selunsh Kementenan, Lembaga dan Pemeriniah Daerah (KL Pamda).
2}  Peniaian Mandin dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Infermal K/LPemda melalw apikasi
hifps:dtauval sobe. go.idl.
3} Penilaian Dokumen dilakukan oleh Asesor Ekstemnal yang lelah ditelapkan Kementenan PANRE.
4) Jadwal setiap lahapan evaluasi SPBE dapal diakses melalw hitps:Mavval sphe goid.
5 Informasi pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 akan kami sampaikan melalul perwakilan
narahubung masing-masing (nstansi Pusal dan Pemerintah Daerah.
8} Untuk informasi lebih land, Perwakilan 1PPD dapal manghuburgi Tim Tekmis Pemantauan dan
Evaluasi SPBE
a  MNugroho Aref Prasatyo (0822-4319-0828) sebagai Narahubung Kementerian, Lembaga,
Femariniah Provins, dan Pemenntah Kota,
b Joshua Arel Perkasa (0856-5701-5615) sebagal Narahubung Pamerintah Kabupaten.

7] Untuk informasi kebih lanful terkail pelaksanaan Pembinaan Permerintal Digiltal Tahun 2025,
Perwakilan IPPD dapatl menghubung Arman Kurmiawan (0852-21719-8920)

Keterangan Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025

Pelaksanaan
Mo. MNama Instansi Tipa lembaga Wilayah Pemantauan
SPBE 2025
1 |Kementerian Koordinator Bidang Politik Kemeaniarian Pusat
dan Keamanan
2  |Kementerian Koordinator Bidang Kemenierian Pusal
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan
3 |Kementerian Koordinator Bidang Kemeaniarian Pusat
Parekonomian
4 [Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
5 |Kemeniterian Koordinalor Bidang Kemeanterian Pusat Pemantauan
Infrastrukiur dan Pembangunan
Kewilayahan
6 |Kemenierian Koordinator Bidang Kemeantarian Pusat
Pembardayaan Masyarakat
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T |Kementerian Koordinalor Bidang Kemenierian Pusal
Pangan
kementenan Dalam Negen Kemeanmlerian Pusal
9 |Kementerian Luar Meger Kemenierian Pusat
10 | Kementerian Pertahanan Kamanterian Pusat Pemantauan
11 |Kementerian Agama Kementerian Pusal
12 |Kementerian Hukum Kemeanterian Pusat
13 |Kementeran Hak Asasi Manusia Kemanlerian Pusal
14 [Kementerian Imigrasi dan Kemeanterian Pusat
Pemasyarakatan
15 |Kementerian Keuangan Kemenierian Pusal
16 |Kementerian Pendidikan Dasar dan Kemanierian Pusal Pemantauan
Menengah
17 |Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Kemeanterian Pusat Pemantauan
dan Teknologi
18 |Kementerian Kebudayaan Kemenierian Pusal
18 |Kementerian Kesahalan Kemanterian Pusal
20 |Kementedian Sosial Kemeanterian Pusat
21 |Kementeran Perindustrian Kemanlerian Pusal Pemantauan
22 |Kementerian Perdagangan Eemenierian Pusat
23 |Kementerian Energl dan Sumber Daya Kemanterian Pusat
Minaral
24 |Kementerian Pekerjaan Umum Kemanierian Pusal Pemantauan
25 |Kementerian Desa dan Pambangunan Kemeanterian Pusat
Dasrah Tertinggal
28 |Kementerian Transmigrasi Kemanterian Pusat
ZT |Kementerian Perhubungan Kementerian Pusal
28 |Kementedian Komunikasi dan Digial Kemeanterian Pusat Pemantauan
28 |Kementarian Pertanian Kemeanierian Pusal Pemantauan
30 |Kementarian Kehutanan Kameanterian Pusat
31 |Kementerian Kelawtan dan Parikanan Kamanterian Pusat
Kementerian Agraria dan Tata Kementerian Pusal Pemantauan
Ruang/Badan Pertanahan Masional
33 |Kementedian Perancanaan Kemeanterian Pusat Pemantauan
Pembangunan Masional/Badan
Perencanaan Pembangunan Masional
3 |Kementerian Pendayagunaan Aparatur Kemenierian Pusat Pemantauan
Megara dan Reformasi Birokrasi
35 |Kementedian Badan Usaha Milik Kemeanterian Pusat
Megara
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36 |Kementedian Kependudukan dan Kemeanterian Pusat
Pembangunan Keluarga/ Badan
Kepandudukan dan Keluarga
Barancana Masional
I7 | Kementerian Lingkungan Hidup' Badan Kemenierian Pusal
Pengendalian Lingkungan Hidup
38 |Kementarian Invastasi dan Kemanierian Pusal Pemantauan
HilirisasilBadan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM)
39 |Kementerian Koperasi Kemanterian Pusat Pemantauan
40 |Kementarian Usaha Mikro Kecil dan Kemanterian Pusal Peamantauan
Menengah
41 |Markas Besar Kepolisian Republik Instansi Lainnya Pusat
Indonasia
42 |Arsip Nasional Republik Indonesia Lambaga Pusat Pemantauan
Pamerintah MNon
Kemenierian
43 |Badan Informasi Geospasial Lambaga Pusat Pemantauan
Pamearintah Mon
Kamanlerian
44 |Badan Keamanan Lautl Lambaga Pusat Pemantauan
Pamerintah Man
Kemenierian
45 |Badan Kepegawaian Megara Lambaga Pusal Pemantauan
Pamarintah Mon
Kemanlerian
48 |Badan Meteorologi, Klimailologi dan Lembaga Pusat
Geolisika Pamerintah MNon
Kemenierian
47 |Badan Markotika Nasional Lambaga Pusat
Pamearintah Mon
Kamanlerian
48 |Badan Masional Pananggulangan Lambaga Pusat
Bencana Pamerintah Man
Kemeanierian
489 |Badan Masional Pananggulangan Lambaga Pusal Pemantauan
Tararisma Pamarintah MNon
Kemanlerian
50 |Badan Pengawasan Keuangan dan Lambaga Pusat Pemantauan
Pembangunan Pamernntah MNaon
Kemenierian
51 |Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lambaga Pusat
Pamearintah Mon
Kamanlerian
52 |Badan Pengawas Obal dan Makanan Lambaga Pusat
Pamerintah Man
Kemenierian
53 |Badan Pusat Statistik Lambaga Pusal
Pamarintah Mon
Kemanlerian
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54 |Badan Siber dan Sandi Nagara Lambaga Pusat
Pamenntah Non
Kameaniarian
55 |Badan Standardisasi Masional Lambaga Pusat
Pemearintah Mon
Kemeanterian
56 |Lembaga Administrasi Negara Lambaga Pusal Pemantauan
Parnarintah Mon
Kementerian
57 |Lembaga Kebijakan Pengadaan Lambaga Pusal Pemantauan
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Mon
Kemeantarian
58 |Perpustakaan Masianal RI Lambaga Pusat
Pamenntah Non
Kameaniarian
58 |Badan Pangan Maskonal Lambaga Pusat
Pemearintah Mon
Kemeanterian
60 |Badan Risat dan Inovasi Masional Instansi Lainnya Pusatl Pemantauan
61 |Sekretanat Jenderal Dewan Parwakilan | Instansi Lainnya Pusat
Rakyat
Sekretariatl Jendaral Majalis Instansi Lainmya Pusat
Permmusyawaratan Rakyat
Badan Masional Pangelola Perbatasan Lembaga Non Pusal
Struktural
64 |Badan Pengawas Pamilihan Umum Lambaga Mon Pusat
Struktural
65 |Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Maon Pusat
Struktural
68 |Sekrelaral Jenderal Komisi Pamilihan Lembaga Non Pusatl Pemantauan
Urnum Struktural
67 |Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Lambaga Non Pusat Pemantauan
Bumi Struktural
Sekretanat Dewan Pers Lembaga Nan Pusat Pemantauan
Struktural
Badan Pengusahaan Batam Lembaga Non Pusatl
Struktural
70 |Badan Pengusahaan Sabang Lembaga Non Pusal
Struktural
71 |Komisi informasi Pusat Lembaga Nan Pusat
Struktural
T2 |Sekretanat Komesi Penyiaran Indonesia| Lembaga Mon Pusal
Struktural
T3 |Pemerintah Kab. Simeulua Peamerintah Aceh
Kabupaten
T4 |Pamerintah Kab. Acah Basar Pamerintah Aceh
Habupaten
75 |Pemerintah Kab. Acah Barat Daya Pemerintah Aceh Pemantauan
Habupaten
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76 |Pemerintah Kab. Aceh jaya Pamaerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
77 | Pemerintah Kab. Aceh Salatan Pamerintah Aceh Pemantauan
Habupaten
T8 |Pemerintah Kab. Aceh Tengah Pemaerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
T8 |pemerintah Kab. aceh utara Pemerintah Aceh Pemantauan
Habupaten
B0 |Pemerintah Kab. Nagan Raya Pamerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
81 |Pemearintah Kab. Aceh Singkil Pemaerintah Aceh
Kabupaten
B2 |Pemerintah Kab. Bireuen Pemerintah Aceh
Kabupaten
B3 |Pemearintah Kota Banda Aceh Pemearntah Kota Aceh Pemantauan
B4 |Pemearintah Kota Langsa Pemarntah Kota Aceh Pemantauan
85 |(Pemerintah Kota Sabang Pamearintah Kata Aceh
BE |Pemerintah Aceh Pemerintah Aceh
Provinsi
BY |Pemerintah Kab. Badung Peamerintah Bali Pamantauan
Kabupaten
BB |[Pemerintah Kab. Klunghung Pamaerintah Bali Pemantauan
Kabupaten
88 | Pemerintah Kab. Bangli Peamerintah Bali Pemantauan
Habupaten
90 |(Pemerintah Kab. Gianyar Pemaerintah Bali
Kabupaten
91 |Pemerintah Kab. Karangasem Pemerintah Bali
Habupaten
92 |Pemerintah Kab. Tabanan Peamerintah Bali
Kabupaten
93 |Pemearintah Kota Denpasar Pemarntah Kota Bali Pemantauan
94 | Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Bali Pemantauan
Provinsi
Pemerintah Kab. Pandeglang Pamerintah Bantan Pemantauan
Habupaten
Pemearintah Kab. Serang Pemaerintah Bantan
Kabupaten
a7 |Pemerintah Kota Tangerang Pemernntah Kaota Bantan Pemantauan
88 (Pemerintah Kota Serang Pemanntah Kota Banten Pemantauan
98 (Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pemerintah Kota Bantan Pemantauan
100| Pemearintah Provinsi Banben Peamerintah Bantan Pemantauan
Provirsi
101 |Pemerintah Kab. Bengkulu WHara Pemerintah Bargkulu Pemantauan
Kabupalen
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102 | Pemerintah Kab. Kawr Pemerintah Bangkulu Pemantauan
Kabupaten
103 | Pemerintah Kab. Labong Pemarintah Bangkulu Pemantauan
Kabupaten
104 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong Pemerintah Bangkulu Pemantauan
Kabupatan
105 | Pamerintah Kab. Saluma Pemarintah Bangkulu Pemantauan
Kabupaten
106 | Pemerintah Kab. Bangkulu Selatan Pemarintah Bangkulu
Kabupaten
107 | Pamerintah Kab. Bangkulu Tangah Pemerintah Bangkulu
Kabupatan
108 | Pemerintah Kota Bangkulu Pemarintah Kota Bangkulu Pemantauan
108 | Pamerintah Provinsi Bangkulu Pemarintah Bangkulu Pemantauan
Provinsi
110| Pemerintah Kab. Gorontalo Utara Pemerintah Gorontalo Pemantauan
Kabupatan
111 | Pamerintah Kab. Bona Bolango Peamerintah Gorontalo Pemantauan
Kabupaten
112 | Pemerintah Kota Gorontalo Pemerintah Kota Gorontalo Pemantauan
113 | Pemerintah Provinsi Gorontalo Pamearintah Gorontalo Pemantauan
Praovinsi
114 |Peamerintah Provinsi DK Jakarta Pemerintah Jakarta Pemantauan
Provinsi
115|Pemerintah Kab. Batang hari Pemarintah Jambi Pemantauan
Kabupaten
116 | Pemerintah Kab. Kerinci Pemerintah Jambi Pemantauan
Kabupatan
117 | Pemerintah Kab. Marangin Peamerintah Jarmbi Pemantauan
Kabupatan
118 | Peamerintah Kab. Tanjung Jabung Baral Pemerintah Jambi
Kabupaten
1189 | Pemerintah Kab. Tebo Pemerintah Jambi
Kabupaten
120 | Pamerintah Kota Jambx Pemerintah Kota Jambi
121 | Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Jambi Pemantauan
Provinsi
122 | Pamerintah Kab. Canjur Pemerintah Jawa Baratl Pemantauan
Kabupaten
123 | Pamerintah Kab. Sumedang Pemerintah Jawa Baratl Pemantauan
Kabupatan
124 | Pemerintah Kab., Bekasi Pemerintah Jawa Baratl Pemantauan
Kabupaten
125 | Pemerintah Kab. Bogaor Pemarintah Jawa Baral Pemantauan
Kabupaten
126 | Pemerintah Kab. Cirabon Pemerintah Jawa Baratl Pemantauan
Kabupaten
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127 | Pamerintah Kab. Kuningan Pemerntah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten

128 | Pemerintah Kab. Majalengka Pamerintah Jawa Barat Pamantauan
Kabupaten

128 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya Pamerintah Jawa Baral Pemantauan
Kabupaten

130 | Pemarintah Kab. Karawang Pemarintah Jawa Barat
Kabupaten

131 [Pemerintah Kab. Pangandaran Pamerintah Jawa Barat
Habupaten

132 | Pemerintah Kab. purwakarta Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

133 | Pemerintah Kab. Sukabumi Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

134 | Pemerintah Kota Bandung Pamernntah Kota Jawa Baral Pemantauan

135 | Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Jawa Barat Pemantauan

136 | Pemerintah Kota Depok Pemanntah Kota Jawa Barat Pemantauan

137 | Pemearintah Kota Bamar Pemernntah Kota Jawa Barat

138 | Pemerintah Kota Cimahi Pemerintah Kota Jawa Barat

139 | Pemerintah Kota Cirebon Pemernntah Kota Jawa Baral

140 | Pemerintah Kota Tasikmalaya Pamerintah Kota Jawa Baral

141 | Pemaerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Jawa Barat Pemantauan

Provinsi

142 Pemerintah Kab. Demak Pamerintah Jawa Tengah Pamantauan
Kabupaten

143 | Pemerintah Kab. Brebes Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten

144 | Pemearintah Kab. Banyumas Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

145 Pemerintah Kab. Jepara Pamerintah Jawa Tengah Pemantauan
Habupaten

146 | Pemerintah Kab. Karanganyar Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

147 | Pemerintah Kab. Klaten Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

148 | Pemerintah Kab. Rembang Pemarintah Jawa Tengah Pemantauan
Habupaten

149 | Pemerintah Kab. Semarang Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

150 | Pemearintah Kab. Banjarmegara Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten

151 | Pemerintah Kab. Batang Pemarintah Jawa Tengah
Kabupaten

152 | Pemearintah Kab. Cilacap Pemaerintah Jawa Tengah
Kabupaten
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153 | Pemerintah Kab. Grobogan Pemerintah Jawa Tengah
Kabupatan
154 | Pemerintah Kab. Kebumean Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
155 |Pemerintah Kab. Kudus Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
156 | Pemerintah Kab. Magelang Pemerintah Jawa Tengah
Kabupatan
157 | Pemerintah Kab. Pati Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
158 | Pemerintah Kab. Pekaslongan Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
158 | Pemerintah Kab. Purbalingga Pemerintah Jawa Tengah
Habupaten
160 | Pemerintah Kab. Purwarajo Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
161 | Pamerintah Kab. Sragen Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
162 | Pemerintah Kab. Sukaharjo Pemerintah Jawa Tengah
Habupaten
163 | Pemerintah Kab. Temanggung Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
164 | Pemerintah Kab. Wonogin Pemarintah Jawa Tengah
Kabupaten
185 | Pemerintah Kab. Wonosobo Pemerintah Jawa Tengah
Kabupatan
166 | Pemerintah Kota Salatiga Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
167 | Pemerintah Kolta Semarang Pemernntah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
168 | Pemerintah Kota Surakarta Pemearintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
169 | Pemerintah Kola Pekalongan Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
170|Pemerintah Kota Magelang Pemenntah Kota | Jawa Tengah
171 | Pemerintah Kota Tegal Pemerintah Kota | Jawa Tengah
172 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pamerintah Jawa Tengah Peamantauan
Provinsi
173 | Pemerintah Kab. Bamyuwangi Pemerintah Jawa Tinur Pemantauan
Habupaten
174 |Pemerintah Kab. Sumeanap Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
175 | Pemerintah Kab. Blitar Pamerintah Jawa Timr Pemantauan
Kabupaten
176 | Pemerintah Kab. Gresik Pemearintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupatan
177 | Pemerintah Kab. Pacitan Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
178 | Pemerintah Kab. Pamekasan Pamerintah Jawa Timr Pemantauan
Kabupaten
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178 | Pamerintah Kab. Sampang Pemarintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
180 | Pemerintah Kab. Situbondo Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
181 |Pemerintah Kab. Bojoneagono Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
182 | Pemerintah Kab. Bondowosa Pemerintah Jawa Timr
Kabupatan
183 | Pemerintah Kab. Kedir Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
184 | Pemerintah Kab. Lamangan Pemarintah Jawa Timur
Kabupaten
185 | Pemerintah Kab. Lumajang Pemerintah Jawia Timr
Habupaten
186 | Pemerintah Kab. Malang Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
187 | Pemerintah Kab. Mojokeario Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
188 | Pemerintah Kab. Nganjuk Pemerintah Jawa Timur
Habupaten
189 | Pemerintah Kab. Ngawi Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
1890 | Pemerintah Kab. Panorogo Pemarintah Jawa Timur
Kabupaten
181 |Pemerintah Kab. Sidoarjo Pemerintah Jawa Timur
Kabupatan
182 | Pemerintah Kab. Trenggalek Peamerintah Jawa Timur
Kabupaten
1893 | Pemerintah Kota Surabaya Pemearntah Kota Jawa Timur Pemantauan
184 | Pemerintah Kota Batu Pamanntah Kota Jawa Timur
1895 | Pemerintah Kota Blitar Pemearnntah Kota Jawa Timur
186 | Pemerintah Kota Malang Pemenntah Kola Jawa Timur
187 | Pemerintah Kota Mojokearto Pamerintah Kota Jawa Timur
188 | Pemerintah Kota Pasuruan Pemerintah Kota Jawa Timur
188 | Pemerintah Kota Probolinggo Pameanntah Kota Jawa Tinur
200 | Peamerintah Provinsi Jawa Timur Pamerintah Jawa Timur Pemantauan
Provinsl
201 | Pamerintah Kab. Kubu Raya Pemearintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Barat
202 | Pemerintah Kab. Sambas Pemerintah Kalmantan
Habupaten Barat
203 | Pemerintah Kab. Kapuas Huilu Pemerintah Kalmantan Pemantauan
Kabupaten Barat
204 | Peamerintah Kab. Ketapang Pemarintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Barat
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205 | Pemerintah Kab. Bangkayang Pemerintah Kalmantan
Habupaten Barat
206 | Pemerintah Kab. Kayang Utara Pemerintah Kalmantan
Kabupaten Barat
207 |Pamerintah Kab. Landak Pemerintah Kalmantan
Kabupaten Barat
208 | Pamerintah Kab. Malawi Pemearintah Kalimantan
Habupaten Barat
209 | Pemerintah Kab. Sanggau Pemerintah Kalmantan
Kabupaten Barat
210 | Pamerintah Kab. Sinfang Pemarintah Kalimantan
Kabupaten Barat
211 |Pamerintah Kota Pontianak Pamanntah Kota Kalimantan Pemantauan
Barat
212 | Pamerintah Kota Singkawang Pemarintah Kota Kalimantan Pemantauan
Barat
213 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pamerintah Kalimantan Pemantauan
Provinsi Barat
214 | Pamerintah Kab. Barito Kuala Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupatan Selatan
215 Pamerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Peamerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
216 | Pemerintah Kab. Balangan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Salatan
217 | Peamerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Salatan
218 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai LHara Pemerintah Kalmantan Pemantauan
Kabupatan Selatan
219 | Peamerintah Kab. Banjar Pemerintah Kalmantan
Kabupaten Selatan
220 | Pamerintah Kab. Tabalong Pemearintah Kalimantan
Kabupaten Salatan
221 | Pamerintah Kab. Tapin Pemerintah Kalmantan
Habupaten Salatan
222 | Pemerintah Kota Banjarmasin Pemanntah Kota Kalmantan Pemantauan
Salatan
223 | Pamerintah Kota Bamjarbaru Pemarintah Kota Kalimantan
Salatan
224 | Pamerintah Provinsi Kalimanian Pemearintah Kalimantan
Selatan Provinsi Salatan
225 | Pamerintah Kab. Kapuas Pemerintah Kalmantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
226 | Pamerintah Kab. Barito Salatan Pamerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
227 | Pemerintah Kab. Gunung Mas Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupatan Tengah
228 | Pemerintah Kab. Katingan Pemarintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
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229 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat Pemaearintah Kalimantan Pemantauan
Habupaten Tengah
230(Pemerintah Kab. Saruyan Pemerintah Kalmantan Pemantauan
Kabupalen Tengah
231 | Pemerintah Kab. Sukamara Pemarintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
232 | Pamerintah Kab. Barita Timur Pamaerintah Kalimantan
Habupaten Tengah
233 | Peamerintah Kab. Banlo Utara Pemerintah Kalmantan
Habupaten Tengah
234 | Pemerintah Kab. Lamandau Pemarintah Kalimantan
Kabupaten Tengah
235| Pamarintah Kab. Pulang Pisau Pemerintah Kalirmantan
Habupaten Tengah
236 | Pemerintah Kola Palangka Raya Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Tengah
237 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Pemaerintah Kalimantan Pemantauan
Tangah Provinsi Tengah
238| Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Habupaten Timur
238 | Pemerintah Kab. Panajam Paser Uama Pamerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timwr
240 | Pemearintah Kab. Barau Pemaerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
241 |Pemerintah Kab. Kutad Timur Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
242 | Pemerintah Kab. Paser Pemaerintah Kalimantan
Kabupaten Timwur
243 | Pemearintah Kola Balikpapan Pemarntah Kota Kalimantan Pemantauan
Timur
244 | Pemerintah Kota Samarinda Pemerintah Kota kalimantan
Timwur
245 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuwr Pemaearintah Kalimantan Pemantauan
Provinsi Timur
246 | Pemerintah Kab. Bulungan Pemerintah Kalmantan
Kabupalen LHara
247 | Pemerintah Kab. Nunukan Pemarintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten LHara
248 | Pamerintah Kab. Malinau Pamaerintah Kalimantan
Habupaten Lhara
248 | Pamerintah Kota Tarakan Pemanntah Kota Kalmantan
Ltara
250 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pemaerintah Kalimantan Pemantauan
Pravinsi Hara
251 |Pamerintah Kab. Balitung Pamaerintah Kapulauan Pemantauan
Kabupaten Bangka
Belitung
252 | Pemerintah Kab. Bangka Pemarintah Kapulauan Pemantauan
Kabupaten Bangka
Belitung
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253 | pemenntah Kab. Bangka Selatan Pemerintah Kapulauan Pemantauan
Habupaten Bangka
Belitung
254 | Peamerintah Kab. Bangka Barat Pemerintah Kapulauan
Kabupaten Bangka
Belitung
255 | Pamerintah Kab. Belilung Timur Pemarintah Kapulauan
Kabupaten Bangka
Belitung
255 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemanntah Kota Hapulauan Pemantauan
Bangka
Belitung
257 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Pemerintah Kapulauan
Balitung Provinsi Bangka
Belitung
258 | Peamerintah Kab. Mesup Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
259 | Pemerintah Kab. Pesisir Baral Pemerintah Larmpung Pemantauan
Habupaten
260 | Pemerintah Kab. Lampung Barat Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
261| Pamerintah Kab. Lampung Tangah Pemearintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
262 | Pemerintah Kab. Larmpung Wara Pemerintah Larmpung Pemantauan
Habupaten
263 | Pemerintah Kab. Pesawaran Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
264 | Peamerintah Kab. Pringsewu Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
285 | Peamerintah Kab. Tanggamus Pemerintah Lampung Pemantauan
Habupaten
266 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Baral Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
267 | Peamerintah Kab. Tulang Bawang Pemarintah Lampung
Kabupaten
268 | Peamerintah Kab. Way Kanan Pemerintah Lampung
Kabupatan
288 | Pamerintah Kota Bandar Lampung Pemarintah Kota Lampung Pemantauan
270 | Pamerintah Kota Metro Pemearntah Kota Lampung Pemantauan
271 | Pamerintah Provinsi Lampung Pemerintah Larmpung Pemantauan
Provinsi
272 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru Pemerintah Maluku Pemantauan
Kabupaten
ZT3 | Pamerintah Kota Tual Pemarintah Kota Maluku Peamantauan
274 | Pamerintah Kota Ambaon Pemarintah Kata Matuibku
275 | Pamerintah Provinsi Maluku Pemerintah Maluku Pemantauan
Provinsi
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276 | Peamerintah Kab. Halmaheara Timur Pamerintah Maluku Utara
Habupaten
ZTT | Peamerintah Kab. Kepulauan Sula Pemerintah Maluku Laa Pemantauan
Kabupaten
ZTE | Pamerintah Kab. Halmahara Sslatan Pemerintah Maluku Utara
Kabupaten
278 | Pamerintah Kota Ternate Pemanntah Kota | Maluku Uitara Pemantauan
280 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pemerintah Maluku Laa
Provinsl
281 | Pamerintah Kab. Lombok Barat Pemerintah Musa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
282 | Peamerintah Kab. Lombok Timur Pemerintah MNusa Tanggara
Habupaten Barat
283 | Pamerintah Kab. Dompu Pemerintah MNusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
284 | Peamerintah Kab. Sumbawa Barat Pemarintah Musa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
285 | Peamerintah Kab. Bima Pemerintah MNusa Tanggara
Kabupatan Barat
286 | Peamerintah Kab. Lombok Tengah Peamerintah Musa Tanggara
Kabupaten Barat
287 | Peamerintah Kab. Lombok Wara Pemarintah Musa Tenggara
Kabupaten Barat
288 | Pamerintah Kab. Sumbawa Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupatan Barat
288 | Pamerintah Kota Mataram Pemearintah Kota | Musa Tenggara Pemantauan
Barat
290 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Pemerintah Musa Tenggara Pemantauan
Barat Provinsi Barat
281 | Pamerintah Kab. Timor Tengah Pemerintah Nusa Tenggara
Selatan Kabupaten Timur
292 | Pemerintah Kab. Enda Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupatan Timwr
283 | Pemerintah Kab. Flores Timur Pemerintah Musa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
294 | Pemerintah Kab. Mgada Pemarintah Musa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
295 | Pemerintah Kab. Rote Ndao Pemerintah MNusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timwur
296 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua Pemerintah MNusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
297 | Peamerintah Kab. Sumba Barat Pemearintah Musa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Tirmwir
298 | Pemerintah Kab. Alor Pemerintah MNusa Tanggara
Kabupaten Timur
299 | Pemerintah Kab. Kupang Pemerintah MNusa Tenggara
Kabupaten Timwur
300 | Peamerintah Kab. Malaka Pemarintah Musa Tenggara
Kabupaten Tirmwir
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301 |Pemerintah Kab. Manggarai Barat Pemerintah Musa Tanggara
Habupaten Timur
302 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur Pemarintah Musa Tanggara
Kabupaten Tirmwir
303 | Pamerintah Kab. Sumba Tirmur Pemerirtah Musa Tanggara
Kabupaten Timur
304 | Pemerintah Kota Kupang Pemerintah Kota | Nusa Tenggara Pemantauan
Timur
305 | Pemerintah Provinsi Musa Tenggara Pemaerintah Musa Tanggara
Tirnur Provinsi Tirmur
306| Pemerintah Kab. Biak Mumfor Pemerintah Papua Pemantauan
Habupaten
307 | Pemerintah Kab. Asmat Peamerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
308 | Pemearintah Kab. Boven Digos| Pemaerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
308 | Pemerintah Kab. Mimika Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
J10|Pemerintah Kab. Jayawiaya Pemaerintah Papua
Kabupaten
311 |Pemearintah Kab. Puncak Jaya Pemaerintah Papua
Kabupaten
312 Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen Pemarintah FPapua Pemantauan
Kabupaten
313 | Pemerintah Kota Jayapura Pemearnntah Kota Papua Pemantauan
314 | Pemearintah Provinsi Papua Pemaerintah Papua
Provinsi
315|Pemerintah Kab. Manokwari Pemarintah Papua Baral
Kabupaten
316 | Pemerintah Kab. Sorong Pemaerintah Papua Baral
Habupaten
317 |Pemerintah Kab. Fak-fak Pemerintah Papua Barat Pemantauan
Kabupalen
J18|Pemerintah Kab. Kaimana Pemarintah Papua Baral Pemantauan
Kabupaten
319|Pemerintah Kab. Teluk Wondama Pamaerintah Papua Barat
Habupaten
J20(Pemerintah Kota Sorong Pemanntah Kota | Papua Barat
321 |Pemerintah Provinsi Papua Baral Pemaerintah Papua Baral
Prowiresi
322 | Pemerintah Provinsi Papua Baral Daya Pemaearintah Papua Baral
Provinsi Daya
I23 | Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Papua Pemantauan
Pegunungan Provinsi Pegunungan
324 | Pemerintah Provinsi Papua Selatan Pemarintah Papua Salatan
Prowinsi
325 | Pamerintah Provinsi Papua Tengah Pamarintah Papua Tengah
Provinsi
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J26 | Badan Gizi Nasonal Instansi Lainnya Pusat
327 | Pemerintah Kab. Bengkalis Pemerintah Hiau Pemantauan
Kabupaten
328 | Pemerintah Kab. Bintan Pamerintah Riau Pemantauan
Habupaten
329 | Pemarintah Kab. Natuna Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
30 | Pemerintah Kab. Indragir Hilir Pamerintah Riau Pamantauan
Kabupaten
331 | Pemerintah Kab. Indragin Hulu Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
232 | Pamerintah Kab. Rokan Hulu Pamerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
33| Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Pamerintah Riau
Habupaten
334 | Pemerintah Kab. Kuantan Singing Pemerintah Riau
Kabupaten
235 | Pamerintah Kota Batam Pemerintah Kota Riau Pemantauan
336 | Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Riau Pemantauan
337 | Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Riau Pemantauan
338 | Pemerintah Kota Tanungpinang Pamernntah Kota Riau Pemantauan
333 | Pemerintah Pravinsi kepulauan nau Pemerintah Riau Pemantauan
Provinsi
40| Pamerintah Provinsi Riau Pemerintah Riau Peamantauan
Provines
341 | Pemernntah Kab. Polewali Mandar Pemearntah Sulaweasi Barat Pemantauan
Kabupaten
342 | Pemearintah Kab. Pasangkayu Pemaerintah Sulaweasi Barat
Kabupaten
2343 | Pemerintah Kab. Mamuju Pemerintah Sulawsasi Baral Pemantauan
Habupaten
344 | Pemarintah Kab. Mamuju tengah Pemerntah Sulaweasi Barat
Kabupaten
345 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Sulaweas: Barat
Provinsi
346 | Pemerintah Kab. Pinrang Pemerintah Sulanvesi Pemantauan
Habupaten Selatan
347 | Pemarintah Kab. Kepulauan Selayar Pemerintah Sulanwesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
348 (Pemerintah Kab. Luwu Litara Pemerintah Sulawasi Pemantauan
Kabupaten Selatan
2489 | Pemerintah Kab. Maras Pamerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
3250 | Pemearintah Kab. Sinjai Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
351 [Pemerintah Kab. Bantaeng Pamerintah Sulawesi
Habupaten Selatan
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